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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

PASCA PERCERAIAN
(Studi atas Putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan
Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)

Oleh :
Muhammad Arif Wibowo
NPM.2071020018

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar
olen setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan
mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup
sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.Undang-Undang Perlindungan Anak, orang
tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua
untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang
terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.Hukum
mengatur bahwa kedua orang tua dari anak yang dilahirkan memiliki kesempatan
untuk mendapatkan hak asuh anak dengan cara mengajukan permintaan hak asuh
anak.

Penelitian ini ingin menjawab permasalahan dalam perkara hak asuh anak,
yaitu : Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian dalam
putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan nomor
1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk. Metode Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka
(library research). Penelitian Pustaka (library research) merupakan suatu
penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan
menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku,
jurnal,majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, artikel, internet dan materi
perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu
laporan ilmiah.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam perlindungan Hukum terhadap
anak belum mumayiz yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hak
ibunya, namun ayah juga memiliki hak yang sama apabila untuk kepentingan
terbaik anak ibu dirasa tidak mampu untuk mengasuhnya, seperti dalam Putuasan
Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang dalam hal ini pengasuhan kedua anak yang
belum mumayiz jatuh kepada Ayahnya, sedangkan perlindungan hukum timbul
disebabkan oleh adanya permohonan pencabutan kuasa asuh yang dilakukan oleh
Penguggat (lIbu) yang tidak mendapatkan kuasa Asuh anaknya yang belum
Mumayiz dalam putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk dalam Amar putusan
tersebut Mejalis Hakim memandang bahwa Tergugat (Ayah) mampu menjalankan
kepentingan-kepentingan anak dengan baik, serta Tergugat (Ayah) mampu
memelihara, menjaga dan merawat anak-anaknya baik jasmani maupun rohaninya
secara baik.

Kata Kunci : Hak Asuh, Perlindungan Hukum



ABSTRACT
LEGAL PROTECTION OF CHILDREN
POST DIVORCE
(Study of Decision number 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk and
Decision Number 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)

By :
Muhammad Arif Wibowo
NPM.2071020018

Legal protection is all efforts made consciously by everyone as well as
government and private institutions aimed at securing, controlling and fulfilling
life welfare in accordance with existing human rights. Child Protection Act,
parents (father or mother) ) have equal and equal rights as parents to care for, care
for and care for and protect children's rights, most importantly the ability of
parents to care for and care for children. The law stipulates that both parents of
children who are born have the opportunity to get custody child by submitting a
request for child custody.

This research wants to answer problems in child custody cases, namely:
What is the legal protection for post-divorce children in decision number
0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk and decision number 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk. This
research is library research. Library research (library research) is a study
conducted in the library room to collect and analyze data sourced from the library,
either in the form of books, journals, scientific magazines, documents, articles, the
internet and other library materials that can be used as reference source for
compiling a scientific report.

The results of this study note that in legal protection for children who have
not been mumayiz regulated in the Compilation of Islamic Law is the right of the
mother, but the father also has the same rights if for the best interests of the child
the mother is deemed unable to care for him, as in Decision Number 0434/Pdt.G
[2017/PA.Tnk, in this case the care of the two children who have not yet been
mumayiz falls to the father, while legal protection arises due to an application for
revocation of custody made by the Plaintiff (Mother) who does not get custody of
her child who has not yet been Mumayiz in decision Number 1141/Pdt.G
[2021/PA.Tnk in the verdict, the Panel of Judges views that the Defendant
(Father) is able to carry out the interests of the child properly, and the Defendant
(Father) is able to look after, look after and care for his children both physically
and spiritually well.

Keywords : Custody Rights, Legal Protection
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Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
sebagai berikut:
1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin
\ Tidak dilambangkan b !
< B L z
o T ¢
& S ¢ g
z J S f
z H S q
- Kh El k
3 D J I
3 Z ¢ m
B R o n
B Z 3 w
o S e h
s Sy s
S S ¢ y
4 D

2. Maddah atau VVokal Panjang

Maddah atau Vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Huruf dan Tanda
s — 1= A
© = 1
9- U]
! ai
9l— au




PERSEMBAHAN

Alhamdulilah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada

Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti.

Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang

dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT,

peneliti persembahkan Tesis ini kepada:

1.

Kedua orang tuaku Bapak Suyatno dan lbu Miratun, S.Pd. yang telah
memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moril berupa doa
dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan
pendidikan dan menggapai impian.

Adikku Hakam Wahyu DikyFaizin, A.Md. dan Zaim Al Fuadi yang
selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
Isteriku Erisa Setyowati, S.P. yang selalu memberiku dukungan dan
semangat selama peneliti menempuh studi maupun menyelesaikan
penelitian ini.

Teman-teman Angkatan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro Lampung.

. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang

menambah wawasan Iman dan Tagwa serta Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah
SWT.



MOTTO

B3 sl &5% 25 0633 G50 LA Ol 0l B L W 2T oy
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.' Perkawinan merupakan suatu
peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan
berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah
perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu
ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri
dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.?

Ikatan perkawinan harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kasih sayang
dan kekeluargaan. Namun untuk memadukan dua unsur manusia dengan
karakter yang berbeda bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga
seringkali timbul percekcokan dalam kehidupan berumah tangga karena
gagalnya memadukan dua karakter tersebut yang disebabkan oleh beberapa
hal.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang harus diatur oleh

pemerintah, dengan ini harus di bangun kesadaran hukum masyarkaat, agar

! Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam
lingkunganPeradilan Agama, Cet. 4; (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah,2001), 123
“Munir Fuady .Konsep Hukum Perdata, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 10



aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah dapat di laksanakan dengan
baik. Kesadaran hukum merupakan psikis yang terdapat dalam diri manusia
yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi asas
kesadaran hukum itu terdapat pada setiap manusia, namun pada setiap
manusia mempunyai rasa keadilan.?

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu
perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu
tujuan syariah Islam (maqasid asy-syari’ah) sekaligus tujuan perkawinan
adalah hifz an-nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai
pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan syariah inidapat dicapai melalui
jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan
diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab
dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah
pihak dalam perkawinan.” Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga
menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup

*Handa Sulfinadia, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat : Studi Atas Pelanggaran
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Cet. I, (Yogyakarta : Budi Utama, 2020), 3

* P.N.H.Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta : Pustaka
Djambatan, 2007), 53.



alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai
suami istri.”

Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun dibenci
olen Allah, tetapi suami dan istri boleh melakukan perceraian apabila
perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun perceraian
tetap harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dengan Undang-
Undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri.® Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan
dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau
berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan
yang telah hidup sebagai suami istri.”

Perceraian bukan hanya berakibat pada status suami istri dan harta
benda saja, tetapi juga yang lebih penting yaitu terhadap pengasuhan anak.
Dapat dikatakan yang paling merasakan akibat suatu perceraian yaitu anak.
Tak satupun anak yang menginginkan kedua orang tuanya bercerai. Namun
demikian bila pilihan itu terjadi pada pasangan yang sudah mempunyai anak
dan memutuskan untuk berpisah atau bercerai maka anak harus menjadi
pertimbangan utama untuk meminimalkan dampak negatif dari perceraian
tersebut, terutama siapa yang akan mempunyai hak asuh terhadap anak-

anaknya.

SAhmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 231

®Muhammad AbdulKadir, Hukum Perdata Indonesia, Cet. Ke-5, (Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2014), 118

"Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3 (Jakarta: Kencana,
2009), 189



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur
beberapa kewajiban orangtua setelah perceraian. Menurut Pasal 41 Undang-
Undang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusannya;

2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
isteri.

Pasca perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua
memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung
hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro
sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki terdapat tiga bidang
pemeliharaan anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang
memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai
tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan
kemampuannya. Kemudian Ahmad Rofig memperluas lagi ruang lingkup

pemeliharaan anak selain sebagaimana yang telah disebutkan di atas.



Menurutnya persoalan ekonomi dan hal lainnya yang diperlukan oleh anak
wajib diberikan kepadanya.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan atau
berkaitan dengan ketentuan hak asuh anak, yaitu (1) Undang-undang (UU)
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan; (2) Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam selanjutnya disebut KHI; dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dua peraturan yaitu
Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengatur ketentuan sengketa hak asuh
anak, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang
sengketa hak asuh anak tetapi menjelaskan terkait hak-hak anak.

Ketentuan tentang hak asuh anak diatur dalam Pasal 45 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa kedua
orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik
anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut
berdasarkan ayat (2) berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang
tua putus. Penegasan hak asuh pasca perceraian juga dicantumkan dalam Pasal
41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa
akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata



berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya.

Masa hadhanah tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam KHI hanya
saja, jika memahami definisi hadanah maka dapat dipahami bahwa KHI
memberi batasan umur di dalam hadanah. Batasan umur hadanah dalam
perspektif KHI dapat dilihat di dalam pasal berikut ini:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa dalam hal
terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

tahun adalah hak ibunya.

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
atas pemeliharaannya.

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.®

Sedangkan dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan
sebagai berikut :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21
tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental
atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan
hukum di dalam dan di luar pengadilan.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat
yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang
tuanya tidak mampu.®

Pada pasal 98 ayat (1), dapat diketahui bahwa usia dewasa seorang anak

atau batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah berusia 21 tahun

sepanjang anak tersebut tidak memiliki kecacatan fisik maupun mental dan

8Ahmad Rafig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 248
SKompilasi Hukum Islam, pasal 98



belum melangsungkan perkawinan.™® Karena anak yang memiliki kecacatan
fisik maupun mental senantiasa membutuhkan orang lain khusus orang tuanya
dalam menjalankan segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari,
sedangkan anak yang telah menikah, walaupun belum mencapai 21 tahun dan
telah bercerai, bukan lagi menjadi tanggung jawab pengasuhnya karena telah
dianggap cakap terhadap hukum.*!

Pengaturan tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung
oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Peraturan tersebut merupakan
peraturan yang bersifat dwingend recht (memaksa) sehingga peraturan
tersebut tidak dapat disimpangi dan tidak dimungkinkan adanya ketentuan lain
yang mengatur tentang permasalahan tersebut yang didasarkan atas
kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan pasal tersebut dapat disimpangi
oleh ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI yang menjelaskan bahwa
pemeliharaan anak yang belum belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
Akan tetapi, dalam prakteknya banyak terdapat sengketa mengenai pemberian
hak hadhanah (hak asuh anak) kepada ayah yang menimbulkan terjadinya
perbedaan pendapat oleh hakim dalam memutus permasalahan tersebut.

Secara legalitas, hak asuh anak sudah di atur dalam Undang-undang,
namun jika seorang ayah ataupun ibu tidak menjalankan kewajibannya dalam
mengasuh, memelihara, membiayai dan lain sebagainya maka seorang anak
tetap berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-

undang yang ada.

Rahmad Hakim, Perkawinan Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 225
“Ahmad Rafig, Hukum Islam, 118



Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi
warga negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan
dengan wajar.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua diatur dalam

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26

disebutkan:

1. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

2. Dalam hal orangtua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung
jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu)
memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh,
memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting
kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Bagi orang tua
yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan
sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah
lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan
pendidikan informal.

Hukum mengatur bahwa kedua orang tua dari anak yang dilahirkan
memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak asuh anak dengan cara
mengajukan permintaan hak asuh anak. Dalam hal pemeliharaan anak di
dalam Kompilasi Hukum Islam secara mutlak jika anak yang belum berumur
12 tahun atau disebut mumayyiz yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan
anak adalah bunya.

Dalam hal ini siapapun yang diberikan hak pemeliharaan anak, menurut
Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ayah tetap berkewajiban untuk
memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun.
Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut
Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas
permintaan orang tua yang lain. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi
pasangan suami isteri yang beragama non muslim.

Peneliti  mengambil contoh pada putusan Pengadilan Nomor

0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama
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Tanjungkarang, hak asuh anak diberikan kepada ayah, padahal di ketahui
bahwa anak tersebut belum mumayyiz, apabila melihat dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam pasal 105 hak asuh anak belum
Mumayiz adalah Hak Ibunya.

Setelah berjalannya waktu selama kurang lebih tiga tahun setelah di
jatuhkannya putusan tersebut dalam hal ini ibu tetap ingin mendapat
penguasaan terhadap kedua anaknya, dimana ibu melakukan upaya-upaya
hukum dengan mengajukan gugatan pencabutan penguasaan/pengasuhan anak
yang di berikan kepada Ayah, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Nomor
1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk, namun dengan demikian, hakim tetap menolak
gugatan (penggugat) dan tetap memberikan hak asuh kedua orang anak
tersebut terhadap ayah (tergugat), hal tersebut di lakukan hakim dengan
pertimbangan-pertimbangan hakim yang didapat dari fakta fakta dalam
persidangan dalam upaya untuk menegakkan asas keadilan dan aspek
perlindungan hukum terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pasca Perceraian”.

. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang mencari sebuah
jawaban melalui pengumpulan data dan juga penelitian, yang mana penelitian

tersebut dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang relevan
dengan penelitian ini, maka peneliti menyusun rumusan masalah dalam
penelitian ini Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca
Perceraian dalam putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan

nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan
adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga
sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian.
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah
peneliti uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui
perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dalam putusan nomor
0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk
2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap
penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara
praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :
a. Secara Teoritis, penelitian ini merupakan sebuah usaha akademis
dalam rangka mengembangkan keilmuan dalam bidang studi Hukum

Keluarga Islam.
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b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
serta bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan hak asuh

anak.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian terdahulu yang relevan adalah deskripsi tentang kajian
penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan
demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau
perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas
bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau
duplikasi. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Elsa Putrid dan Anak Agung Sri
Indrawati, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak
Akibat Dari Perceraian Orangtua”.*?

Penelitian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak
anak korban dari perceraian orangtua ini dimaksudkan untuk mengetahui
bagaimana pemenuhan terhadap hak-hak anak setelah terjadinya
perceraian baik yang dilakukan oleh orangtua maupun oleh hukum positif
Indonesia yang berlaku pada saat ini. Adapun metode penelitian dari
penulisan ini adalah metode normatif yang di dapat dari hasil pendekatan

terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna

?Nadya Elsa Putrid dan Anak Agung Sri Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Anak Akibat Dari Perceraian Orangtua”, Jurnal Kertha Wicara, Volume 11, Nomor 06, Tahun
2022
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mengetahui secara jelas dan gamblang mengenai upaya perlindungan
hukum terhadap hak-hak anak pasca terjadinya perceraian. Dari hasil
penelitian yang dilakukan oleh penulis, sekalipun telah diundangkan
secara jelas tetapi implementasi perlindungan hukum terhadap anak pasca
perceraian belum juga berjalan sebagaimana mestinya sehingga masih
banyak sekali anak-anak yang tidak mendapat haknya secara penuh setelah
terjadi perceraian antara kedua orangtua. Dan hal ini mengakibatkan
timbulnya banyak permasalahan baru di kehidupan anak yang berdampak
bagi tumbuh kembang mereka baik secara fisik maupun secara psikologis.
Hasil yang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai
bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang terhadap
hak anak pasca perceraian yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan
represif guna memberikan penegasan kepada orangtua agar tidak
melalaikan tugas dan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak.
Kemudian apabila hak ini tidak terpenuhi seara baik dan sebagai mestinya,
pengadilan dan lembaga hukum yang berwenang dapat memberikan sanksi
dan melakukan pencabutan hak asuh oleh orangtua atas kelalaian mereka.
Dalam pencabutan hak asuh, kewajiban anak terhadap orangtua masih
tetap dan tidak berubah sehingga orangtua masih berkewajiban
memenuhinya hingga anak beranjak dewasa.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan yaitu terletak pada perlindungan hukum terhadap anak ditinjau

dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perbedaan
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penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada perlindungan
bagiamana penegakkan hukum terhadap anak ketika timbulnya suatu
masalah hukum ketika terjadi permohonan pencabutan hak asuh yang
belum peneliti temukan dalam penelitian tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Suci dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang
Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”."

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa
landasan Undang-Undang yang menjadi acuan serta pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan
Anak, yaitu: hakim berperan sebagai penengah dalam menentukan dan
menetapkan hak asuh, adapun implikasi masalah yang terjadi setelah
dikeluarkannya putusan pengadilan maka pengadilan memberikan
keseluruhan wewenang untuk melakukan proses hukum lanjutan.

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Sebagai bahan evaluasi bagi
hakim untuk lebih rinci dan objektif dalam memutus hak asuh terhadap
anak korban perceraian 2) Untuk menjadi bahan pedoman bagi hakim
untuk melihat hak anak yang wajib direalisasikan serta kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan pengadilan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan vyaitu terletak pada perlindungan anak akibat perceraian.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang

3 Anggraeni Suci dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak SebagaiKorban
Perceraian Orang Tua(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2010
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akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada hukum
positif terhadap putusan pengadilan agama, sedangkan penelitian yang
akan peneliti lakukan lebih fokus pada perlindungan hukum yang timbul
apabila terdapat sengketa mengenai perebutan hak asuh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zaki Yamani dengan judul Tesis
“Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis
Putusan Pengadilan Agama DiJakarta”.**

Hasil penelitian tersebut di ketahui bahwa peraturan yang
melindungi anak sudah diatur di Indonesia dan tersebar di beberapa
peraturan. Dari kasus-kasus yang dianalisa menurut pendapat peneliti,
hakim telah tepat memutus dengan pertimbangan hukum berdasarkan
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan yaitu terletak pada Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian.
Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan
peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada
analisis putusan pengadilan agama di Jakarta yang mana dalam putusan
tersebut hanya mejelaskan mengenai perlindungan hukum secara preventif
berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu lebih menekankan
menengenai perlindungan hukum terhadap anak apabila terdapat sengketa

hak asuh.

YAchmad Zaki Yamani, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan
Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta”, Tesis Fakultas Hukum, (Depok : Universitas
Indonesia, 2012).
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4. Penelitian yang di lakukan oleh Haris Gus Dewanta dengan judul Tesis
Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Ibu Yang Telah Berpindah Agama
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor
1137/Pdt.G/2012/PA.MIg)."

Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa terkait hal-hal yang dapat
menghilangkan hak asuh anak jika dilihat dari Hukum Nasional yaitu:1).
la berkelakuan buruk sekali, 2). Melalaikan kewajibannya untuk mengasuh
memelihara dan mendidik anak, 3). Dijatuhi hukuman yang tidak dapat
ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan
seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya,
4). Tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, selain itu
karena pemegang hadhanah meninggal dunia. Jadi pada dasarnya
berpindahnya agama seorang ibu dari Islam ke Kristen tetap bisa
mendapatkan atau memperoleh hak asuh anak pasca perceraian.Putusan
Pengadilan Agama Malang Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg) dalam hal
ini telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI yang
termuat dalam Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a yang mana
seharusnya hak asuh anak yang masih dibawah umur dan belum
mummayiz pasca perceraian diberikan kepada ibunya, tetapi hakim
bertindak sebaliknya, dengan menjatuhkan dan memberikan hak asuh anak

kepada ayah kandungnya. Pada dasarnya murtadnya seseorang jika

Haris Gus Dewanta, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Ibu Yang Telah Berpindah
Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg)”, Tesis,
Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Program Studi Magister limu
Hukumfakultas Hukum, (Malang : Universitas Brawijaya, 2018).
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merujuk pada ketentuan Pasal 116 huruf h KHI hanya dapat dijadikan
sebagai alasan untuk bercerai, dan murtadnya seseorang hanyadapat
kehilangan hak untuk waris dan mewarisi terhadap orang yang beragama
Islam, hal tersebut telah tercantum dalam ketentuan Pasal 171 huruf b dan
huruf ¢ KHI.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan yaitu terletak pada penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian
namun dalam penelitian tersebut hanya mejelaskan mengenai ibu yang
murtad atau lbu yang telah berpindah Agama yang mana akan kehilangan
hak asuh terhadap anaknya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam,
sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih menekankan
pada Perlindungan Hukum terhadap anak pasca perceraian yang timbul
dikarenakan terdapat permohonan pencabutan kuasa asuh yang tidak
dijelaskan dalam penelitian tersebut.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Sari dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua
(Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten
Mesuiji).*®

Hasil penelitian tersebut banyak sekali anak-anak yang ada di Desa
Budi Aji sudah kehilangan haknya, sebagai contoh di Desa Budi Aji

Kecamatan Simpang pematang Kabupaten Mesuji yang tingkat

1°Rita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian
Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)”, Tesis
Program Magister Hukum Keluarga Program Pascasarjana, (Bandar Lampung : Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung, 2022)
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pendidikannya diperoleh anak mulai dari Sekolah Dasar (SD) itu masih
kurang diperhatikan oleh orang tua untuk hak pendidikan anak, juga belum
semua anak yang memperoleh pendidikan layak. Bukan hanya dalam
bidang pendidikan, tetapi hak anak juga sering diabaikan dalam dunia
ketenagakerjaan yang ada di Desa Budi Aji. Dalam tanggung jawab orang
tua bukan hanya memperhatikan tumbuh kembang sang anak saja tetapi
orang tua juga dalam kesehatan fisik dari sang anak itu sendiri, kewajiban
dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan
dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan
kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian.
Mulai dari pengaturan pemeliharaan (hak asuh) anak, nafkah anak yang
sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang
tua.

Faktor pemicu yang menyebabkan anak terlantar adalah perceraian
orang tua dan perlakuan salah yang diterima anak, serta ekonomi keluarga
dan pendidikan orang tua yang rendah. Dampak perceraian dan perlakuan
salah yang dialami anak menyebabkan hak dan kebutuhan anak terabaikan
bahkan tidak terpenuhi secara layak dan optimal. Dalam Islam pemenuhan
hak anak iyalah suatu kewajiban bagi orang tua dalam melaksanakan
tanggung jawab terhadap anak terutama ayah. Sehingga dalam Hukum
Islam adalah wajib.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti

lakukan yaitu terletak pada hak/perlindungan hukum pada anak pasca
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perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian
yang akan peneliti lakukan vyaitu dimana penelitian tersebut lebih
menekankan pada tinjauan hukum Islam dan perlindungan hukum menurut
hukum positif saja namun tidak menjelaskan sudut pandang apabila
terdapat perebutan hak asuh anak, berbeda dengan penelitian yang akan
peneliti lakukan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rufia Wahyuning Pratiwi dengan judul
Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran
Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama
Blitar”."’

Hasil penelitian ini memperoleh hasil pertama mengetahui
penyebab adanya kelalaian terhadap pemenuhan pembayaran nafkah anak
pasca perceraian, sehingga perlu ditelaah ulang tentang putusan hakim
yang bisa menjadi tolak ukur telah adanya jiwa kemanusian demi tegaknya
hukum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan. Kedua,
mencari solusi tepat agar produk pengadilan yang berupa putusan benar-
benar bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan yang benar-
benar bisa melindungi kepentingan para pencari keadilan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan yaitu fokus pada perlindungan hukum terhadap anak. Adapun

perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan

Y Rufia Wahyuning Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan
Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar”, Tesis
Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, (Malang : Universitas Islam Malang,
2020).
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yaitu penelitian tersebut lebih menekankan pada Pemenuhan Nafkah Anak
Pasca Perceraian yang mana dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan
bagaimana perlindungan apabila terdapat sengketa hak asuh didalamnya
hanya menjebarkan mengenai perlindangan hukum tehadap anak menurut
hukum positif. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Radhia Wardana dengan judul
Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak
Pasca pelrcelraian”.18

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga peradilan
sebagai institusi penegak hukum dan keadilan sangat diperlukan bahkan
memainkan peran yang sangat penting dan strategis untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca
perceraian. Peran lembaga peradilan melalui putusan hakim yang
berkeadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-
hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan terakomodirnya hak-hak
tersebut dalam putusan hakim dan kemudahan dalam sistem
pelaksanaannya (eksekusinya). Lembaga Peradilan harus dapat menjadi
benteng keadilan terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh
perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan

anak yang terabaikan (tidak terpenuhi) pasca perceraian. Selain itu, untuk

menjamin hak-hak tersebut dilaksanakan, diperlukan suatu sistem

¥ Muhammad Radhia Wardana, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan
Anak Pascaperceraian”, Tesis Pascasarjana Banjarmasin, (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri
Antasari, 2022).
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pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, baik dari segi waktu, tata cara, maupun biaya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan vyaitu terletak pada perlindungan hukum perlindungan hukum
terhadap anak. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan
penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih focus
pada perlindungan anak secara hukum namun tidak menjelaskan mengenai
perlindungan hukum apabila terdapat sengketa hak asuh berbeda dengan
penelitian yang akan peneliti lakukan.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu peneliti ingin
mengetahui perlindungan terhadap anak pasca perceraian secara
kepustakaan yang dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum dibahas
secara mendetail baik untuk anak yang belum mumayiz maupun yang
sudah mumayiz, selain itu peneliti juga ingin membahas bagaimana
perlindungan hukum terhadap anak apabila timbul sengketa hak asuh yang
peneliti lakukan ini agar timbul penelitian yang membahas secara
mendetail tentang perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian

kedua orang tuanya.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Anak Pasca Perceraian” merupakan Penelitian Pustaka (library research).

Penelitian Pustaka (library research) merupakan suatu penelitian yang
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dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data
yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku,
jurnal,majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, artikel, internet dan
materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk
menyusun suatu laporan ilmiah.™
2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian
diperoleh. Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu
Putusan Pengadilan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Pasca Perceraian.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer
sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan
atau informasi dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh
ataupun diambil dari bahan kepustakaan.?® Adapun sumber data
sekunder dalam penelitian ini yaitu Peraturan perundang-undangan,
buku, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan

pokok masalah penelitian.

9 Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), 96
25ugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 88.
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c. Sumber Data Tersier
Sumber data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan
yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer
dan sekunder di antarannya adalah kamus dan ensiklopedia.”*
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini,
maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan secara sederhana teknik pengumpulan data yang peneliti
lakukan adalah mencari sumber data primer, sumber data sekunder dan
sumber data teresier yang telah tersebut, yang kemudian dipilih yang
sesuai dengan topik kajian penelitianyang peneliti lakukan yaitu
tentang Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian.
4. Teknik Analisis Hermeneutika dan Contentanalisys
Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.®* Analisa data juga
diartikan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan
kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.?®
Teknik yang akan peneliti lakukan untuk menganalisis data yaitu
menggunakan teknik hermeneutika. Teknik hermeneutika merupakan

metode bahkan aliran dalam penelitian kepustakaan, khususnya dalam

!Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Grafindo Persada, 2003), 114

22 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES,
1989), 263

2% Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode, 231
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memahami teks (Kitab suci, buku, undang-undang, dan lain-lain) sebagai
sebuah fenomena sosial budaya.**

Dalam analisis peneliti juga menggunakan Contentanalisys atau
analisisisi adalah bentuk analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan
mencari informasi semua bentuk komunikasi,seperti pada surat
kabar,buku, puisi, film, cerita rakyat, peraturan perundang-undangan, atau
kitabsuci.’> Pendekatan ini peneliti gunakan untuk memper oleh
keterangan-keterangan sumber-sumber yang berkaitan dengan perkawinan
di bawah tangan. Contentanalisys bertujuan untuk menjelaskan,
menerangkan menyingkapkan dengan Kkitab suci sehingga pesan yang
terkandung didalamnya, baik berupa hukum, moral, spiritual, perintah
maupun larangan dapat dipahami, dihayati dan diamalkan sesuai dengan
tematik yang dibahas.

Teknik analisis yang peneliti gunakan didasarkan pada upaya
memperoleh pemaknaan yang lebih komprehensif dari buku-buku
referensi berkaitan dengan perkawinan di bawah tangan, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, dan sumber-sumber lainnya termasuk pada
sumber hukum Islam (Al-Qur’an dan hadist) berkaitan dengan penelitian.
Selainitu, peneliti akan berusaha mengumpulkan informasi melalui
literatur-liteatur mengenai permasalahan yang terkait, serta melakukan

analisis berdasarkan ilmu yang benar, yang digunakan oleh peneliti untuk

24 ImamSuprayogodanTobroni,MetodologiPenelitianSosial-

Agama,(Bandung,RemajaRosdakarya,2001),h. 73.
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menjelaskan pokok permasalahan serta memahami permasalahan
tersebut,sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Data hasil penelusuran dari berbagai literatur yang dikumpulkan
oleh peneliti akan digunakan setelah dilakukan analisis data. Analisis
dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat
penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya
terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan

akhirnya penelitian.



BAB Il

HAK ASUH ANAK

A. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil,
baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, menjaganya dari
sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani,rohani,dan akalnya agar mampu
berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.? Selain itu
Hak asuh anak atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Hadhanah.
Hadhanah adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak
hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.?

Hadhanah (hak asuh anak)merupakan salah satu bentuk dari Kekuasaan,
dengan demikian Hadahanah membutuhkan sikap yang lemah lembut, penuh
kasih sayang dan sikap sabar dalam mendidik anak, karena setiap orang tua
baik Ibu maupun Ayahnya mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya.

Para Ulama Fikih mendefinisikan hadhanah (hak asuh anak) yaitu
melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun
perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan
sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang
menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya, agar

mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab.

% Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, Cet. IlI; (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group,2008), 175-176
% Anonim, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2009), 4
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf G mengatakan
bahwa Hadhanah itu adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik
anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.?” Sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa orang
tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai
umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri
sendiri. Kewajiban dalam Memelihara Anak berlaku terus meskipun
perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.
Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai
segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua
memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan
rohani) pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan
pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai
dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini
sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan
bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal

mungkin dengan sebaik-baiknya.”®

“’Randy Septian, dkk, “Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor
1365/Pdt.G/2021/PA.BPP di Pengadilan Agama Balikpapan”, Jurnal Lex Suprema, Volume 4,
Nomor 1, ISSN: 2656-6141, (Balikpapan : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2022), 847,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwj_2Nit3cb7AhVecSmwGHImMXCPo4ChAWegQIGhAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.l
aw.uniba-
bpn.ac.id%2Findex.php%2Flexsuprema%2Farticle%2Fdownload%2F584%2Fpdf&usg=A0vVaw
0ZAbzX1c9SBfbpS2dcjRh6

% Titania Britney Angela Mandey, dkk, Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya
Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Lex Privatum, Volume X, Nomor 9,



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_2Nit3cb7AhVcSmwGHdmXCPo4ChAWegQIGhAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.law.uniba-bpn.ac.id%2Findex.php%2Flexsuprema%2Farticle%2Fdownload%2F584%2Fpdf&usg=AOvVaw0ZAbZX1c9SBfbpS2dcjRh6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_2Nit3cb7AhVcSmwGHdmXCPo4ChAWegQIGhAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.law.uniba-bpn.ac.id%2Findex.php%2Flexsuprema%2Farticle%2Fdownload%2F584%2Fpdf&usg=AOvVaw0ZAbZX1c9SBfbpS2dcjRh6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_2Nit3cb7AhVcSmwGHdmXCPo4ChAWegQIGhAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.law.uniba-bpn.ac.id%2Findex.php%2Flexsuprema%2Farticle%2Fdownload%2F584%2Fpdf&usg=AOvVaw0ZAbZX1c9SBfbpS2dcjRh6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_2Nit3cb7AhVcSmwGHdmXCPo4ChAWegQIGhAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.law.uniba-bpn.ac.id%2Findex.php%2Flexsuprema%2Farticle%2Fdownload%2F584%2Fpdf&usg=AOvVaw0ZAbZX1c9SBfbpS2dcjRh6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_2Nit3cb7AhVcSmwGHdmXCPo4ChAWegQIGhAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.law.uniba-bpn.ac.id%2Findex.php%2Flexsuprema%2Farticle%2Fdownload%2F584%2Fpdf&usg=AOvVaw0ZAbZX1c9SBfbpS2dcjRh6
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Hadhanah diambil dari kata al-hidhnu yang artinya samping atau
merengkuh ke samping. Adapun secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan
anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan
memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya
sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak orang dewasa tetapi gila.
Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur
membersihkan, memandikan, mencucipakaian, dan sejenisnya.

Hadhanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan.
Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinya
karena kaum hawa bias lebih lembut, penuh kasih sayang dan sabar dalam
mendidik. Jika si anak sudah mencapaiusia tertentu maka hak
pemeliharaannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga
dan mendidik si anak daripada kaum wanita.

Hukum hadhanah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan
terancam keselamatannya. Karena itu, hadhanah hukumnya wajib
sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. Hadhanah
membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga
seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam hadhanah, sebagaimana
makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan hartanya.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tanggung jawab orang tua

terhadap Hak Asuh Anak terdapat dalam Pasal 42 sampai Pasal 54 mengenai

Agustus 2019, 67-68. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&g=&esrc=s&source=web&cd
=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLIgXZ7Mb7AhWVieYKHbLKBhI4FBAWegQIDhAB&url
=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Flexprivatum%2Farticle%2FviewFile%
2F36568%2F34008&usg=A0vVaw02JQFH7Kb_GttCpcMDRNcL



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd%20=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLlqXZ7Mb7AhWVieYKHbLKBhI4FBAWegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Flexprivatum%2Farticle%2FviewFile%2F36568%2F34008&usg=AOvVaw02JQFH7Kb_GttCpcMDRncL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd%20=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLlqXZ7Mb7AhWVieYKHbLKBhI4FBAWegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Flexprivatum%2Farticle%2FviewFile%2F36568%2F34008&usg=AOvVaw02JQFH7Kb_GttCpcMDRncL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd%20=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLlqXZ7Mb7AhWVieYKHbLKBhI4FBAWegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Flexprivatum%2Farticle%2FviewFile%2F36568%2F34008&usg=AOvVaw02JQFH7Kb_GttCpcMDRncL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd%20=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLlqXZ7Mb7AhWVieYKHbLKBhI4FBAWegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Flexprivatum%2Farticle%2FviewFile%2F36568%2F34008&usg=AOvVaw02JQFH7Kb_GttCpcMDRncL
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kedudukan anak sampai dengan perwalian, dijelaskan dalam Pasal 47 bahwa
orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum
mencapai usia 18 tahun dengan cara baik sampai anak itu kawin atau dapat
berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang
tua si anak putus karena perceaian atau kematian Kekuasaan orang tua juga
meliputi untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan
di luar Pengadilan.®

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26
disebutkan bahwa hak asuh anak meliputi : Mengasuh, memelihara, mendidik,
dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan
kemampuan, bakat dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia
anak-anak.*

Secara syariat Islam, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang
yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan
menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.>! Dalam
istilah figh, hask asuh anak menggunakan dua kata namun ditujukan untuk
maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan
hadhanah atau kafalah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan™ atau
“pengasuhan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih

kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam figih

»Ramdan Halim, “Akibat Percraian Terhadap Hak Asuh Anak Dan Hak Pengurusan Harta
Kekayaan Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan
Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Matara, 2015. iv

*%Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem PeradilanPidana
Anak dilndonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 38

3! Ahmad Muhammad Yusuf, Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur’an & Hadits, Jilid
7,(Jakarta: WidyaCahaya, 2009),188
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karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan
anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.*

Adapun yang berhak mengurus hadhanah, para ulama berbeda
pendapat dalam hal ini. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hadhanah
adalah haknya hadhin (orang yang memelihara) karena ia berhak
menggugurkan haknya meski tanpa pengganti, jika hadhanah itu menjadi hak
hadhin, tentunya hadhanah tidak akan gugur dengan penggugurannya.
Pendapat ini juga didukung oleh madzhab Malikiyyah dalam pendapat yang
masyhur.*®* Ulama lain berpendapat bahwa hadhanah adalah hak orang yang
dipelihara. jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak hadhanah itu.

Adapun menurut pendapat ulama yang ahli di bidangnya, hadhanah itu
berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan, yaitu hak orang yang
memelihara, hak orang yang dipelihara,dan hak ayah atau orang yang
bertindak selaku wakilnya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib
dilakukan. Namun jika bertentangan maka yang didahulukan adalah hak orang
yang dipelihara. Dari perkara ini muncul tiga hukum berikut:

1. Orang yang berhak memelihara harus dipaksa untuk memelihara jika
memang hukumnya wajib baginya, yaitu jika tidak ada orang lain.

2. Orang yang berhak memelihara tidak dipaksa untuk memelihara jika
memang hukumnya tidak wajib baginya, yaitu jika ada orang lain yang
berhak selain dia. Si kecil juga tidak perlu dikhawatirkan karena ada orang

lain yang menjaganya.

%2Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Prenada Media, 2014), 327
*Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, (Bandung : Gema Insani, tt), 60
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3. Jika seorang istri meminta khulu' dari suaminya dengan syarat anaknya
tinggal dipelihara suami maka khulu'nya sah menurut Hanafiyyah. Namun,
syaratnya batal karena pemeliharaan anak itu haknya sianak untuk selalu
bersama ibunya selama ia masih membutuhkan.

4. Tidak sah bagi seorang ayah mengambil anaknya dari orang yang berhak
mengurus hadhanah si anak untuk kemudian diberikan kepada orang lain,
kecuali jika diperbolehkan oleh syara'.

5. Jika wanita yang menyusuinya itu bukan orang yang berhak memelihara
anak maka ketika menyusui anah wanita itu harus berada di dekat orang
yang berhak memelihara anak tersebut sehingga haknya memelihara tidak
terabaikan.>*

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan
merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini
menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.*®

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa hak asuh
anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan,
melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa

ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.

¥Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam, 61
%Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, Cet. 111, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009). 326
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B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak
Dasar hukum melakukan hadhanah adalah wajib, karena pada
prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi,
baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang
menjerumuskan mereka ke dalam neraka.*®
Dasar hukum mengenai Hak Asuh Anak adalah firman Allah SWT

dalam surat Al-Bagarah ayat 233 yang berbunyi:

/

A 3T S5 2l 23 of 36T 31 LK s B sra Esuglle
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Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma’ruf. Seorang tida dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderitakan
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian.Apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawatan, maka tidak ada dosa diantara keduanya. Dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah
SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Bagarah :
233).

Seorang yang melakukan tugas hak asuh anak sangat berperan dalam
hal tersebut. Oleh sebab itu masalah hak asuh anak dapat perhatian khusus

dalam ajaran Islam. Dapat diketahui bahwa hak asuh anak menurut Bahasa

% Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.;
(Jakarta: Kencana, 2004), 294
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seperti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong
atau meletakkan sesuatu dalam pangukan.®’

Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian
orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal. Diantaranya pasal 45 ayat
(2), pasal 98, dan pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan Undang-undang
yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana
mestinya meskipun orang tuanya berpisah. Walaupun secara jelas sudah
dicantumkan dalam pasal 10 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa:
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) menjadi hak
ibunya. Jika anak tersebut sudah dewasa, maka diserahkan kepada keputusan
anak tersebut apakah memilih bersama ibunya atau bersama ayahnya.*®

Dalam Pasal 105 KHI dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih
berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, pemeliharaan anak juga
mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi
pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang
anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa
pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat
kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang

dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. dan pelimpahan tanggung jawab

% Effendi satria M. Zein, Problematika Hukum Keluarga IslamKontemporer,
(Jakarta:Kencana, 2004),166

% Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”, Jurnal
Cendekia Hukum, Volume 5, Nomor 2, Maret 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja
Payakumbuh, 293 file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/231-1091-1-PB.pdf
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biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak ada pada ayahnya meskipun hak
asuh anak ada pada ibunya.*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang
tua terhadap anak pasca perceraian dengan Kkriteria umur 12 tahun, karena usia
ini anak dianggap telah akil baligh. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka
anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan
ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan
pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini
bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madharat, majelis hakim
dapat menentukan keputusannya sendiri menyesuaikan keadaan dan fakta
dalam persidangan.*

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat peneliti pahami bahwa hak asuh
terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua
apapun yang terjadi. sepatutnya kedua orang tua diberikan hak di dalam
mengasuh. Yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka
dicabut dari kekuasaan orang tuanya. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa anak dibawah usia
18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut
dari kekuasaannya. Oleh Kkarena itu sepanjang orang tua tidak dicabut
kekuasaannya, mereka mempunyai hak yang sama dimuka pengadilan untuk

mengasuh dan mendidik anaknya tanpa dipisah-pisahkan hak asuhnya.

¥Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur
(Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”, Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 1, Fakultas
Hukum Universitas YARSI, 158 file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/1070-2352-1-SM.pdf
“OIrfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak, 159
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C. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Hukum pemeliharaan anak itu sendiri yaitu hukumnya wajib,
sebagaimana wajibnya masih dalam ikatan perkawinan, lain halnya apabila
terjadinya sebuah perceraian antara keduanya sehingga harus ditentukan hak
hadhanah, sehingga dibutuhkan biaya hidup dalam pemeliharaan anak.**

Pemeliharaan dan pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang
menjadi rukun dan hukumnya, yaitu :

1. Hadhin (orang yang mengasuh)
2. Mahdhun (anak yang diasuh)

Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan
sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah
secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan
itu. Namun, setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka
ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.*?

Faktor untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya
maka harus ada syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan

menyelenggarakan hadhanah.

2. Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap
anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada
tuannya.

3. Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang

la yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak
mengizinkan terhadap orang kafir.

*'Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 225

*2 Arifin Abdullah dan Siti Nursyafigah Binti Ismail, “Faktor-faktor Gugurnya Hak
Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004
Ditinjau Menurut Kajian Figh), Jurnal Hukum Keluarga (El-Usrah), Volume 1, Nomor 1, Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018, 81.file:///C:/Users/dolba/AppData/L ocal/Temp/5565-

12413-1-SM.pdf
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&

Amanah.

Belum menikah dengan laki- laki lain bagi ibunya.

6. Bermukim bersama anaknya, bila salah satu diantara mereka pergi
maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.

7. Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuh
orang lain untuk mengurusi dirinya.

8. Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka

membahayakan jiwanya.*

o

Hadhanah atau pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang
masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak
mendapatkan pengasuhandan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar
tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan
diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa syarat
dalam mengasuh anak yaitu harus berakal sehat, merdeka, beragama Islam,
amanah, belum menikah dengan laki- laki lain bagi ibunya, bermukim
bersama anaknya, dewasa, dan mampu mendidik anak yang diasuhnya.
Dengan demikian, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka orang
tersebut tidak berhak mendapatkan hak asuh anak.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak
disebutkan secara jelas mengenai syarat-syarat pengasuhan anak khususnya
hadhanah yang apabila seorang ibu sudah menikah lagi maka hak asuh anak
atau hak pemeliharaan anak tetap dalam asuhan ibunya jika anak tersebut
masih dibawah umur, lain halnya dalam kitab-kitab figih kebalikan dari

peraturan yang ada di kompilasi hukum Islam (KHI). Namun hal tersebut bias

*Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, Fikih Islam, (Yogyakarta : Citra Karsa
Mandiri, 2002), 304
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dikesampingkan karena hukum itu bertujuan untuk kemaslahatan terutama
kemaslahatan anak dalam pengasuhan orang tuanya, selama hukum itu
terdapat kemaslahatan maka disitulah hukum itu boleh diterapkan.**

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun
atau telah melangsungkan pernikahan.* Dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang perkawinan, juga di sebutkan bahwa kekuasan orang tua
itu dapat dicabut jika orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap
anaknya dan salah satu orang tuanya berkelakuan buruk sekali. Tetapi
meskipun kekuasaannya dicabut mereka masih berkewajiban memberi
pemeliharaan dan mengasuh anaknya tersebut.*®

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa syarat
hak asuh anak dapat diberikan kepada salah satu orangtuanya apabila anak
belum mampu berdiri sendiri ataupun belum menikah. Selain itu hak asuh
anak dapat diberikan kepada orangtuanya apabila orangtua tersebut dapat
menjalankan amanahnya dengan baik serta tidak melalikan kewajibannya

terhadap anaknya.

*Fakhrurrazi dan Noufa Istianah, “Hak Asuh Anak : Suatu Analisa Terhadap Putusan
Mahkamah Syar’iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak”, Al-Qadha : Jurnal Hukum
Islam dan Perundang-Undangan, Volume 4, Nomor 1, LBH IAIN Langsa 2017, 44.
https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/178

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47

*®Fawzia Hidayatul Ulya, dkk, “Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada
Bapak”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Volume 2, Nomor 1, UIN
Walisongo Semarang, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, 2021, 109.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiK6pD7
7s77AhVMBHMBHRaGBDUQFNoECBY QAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.iainutuban.ac.id
%2Findex.php%2Fjaksya%2Farticle%2Fdownload%2F176%2F157 &usg=A0OvVawl1PUsStAuEM

hszgiDcaV-x5
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D. Pihak yang Berhak Mengasuh Anak

Hadanah dapat berarti sebagai pengasuhan anak atas mereka yang
berhak mengasuh, hal yang perlu diperhatikan bahwa pemilihan pihak-pihak
yang berhak mengasuh sangatlah penting karena pola asuh anak dapat
mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena anak tidak dapat hidup sendiri
sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk mengasuhnya seperti makan,
pakaian, merawat diri dan lain sebagainya. Karena itu, orang yang
mengasuhnya harus memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai
keinginan agar anak itu tumbuh menjadi baik.

Umar bin Syu’aib meriwayatkan dari ayahnya, bahwa : Seorang
perempuan datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata : “Ya Rasulullah,
anak ini telah ku kandung di rahimku telah kususui dengan air susuku, telah
bernafas dikamarku, Ayahnya (suamiku) menceraiku dan menghendaki anak
ini dariku”.*” Kemudian Rasulullah SAW bersabda :
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Artinya : “Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata:
Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang
mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku

yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin

merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu "alaihi wa Sallam

bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama
engkau belum nikah”.(HR Abu Dawud no. 1938). “®

*"Sayyid Sabig, Fighi Sunnah (Terjemahan), Jilid 111 Cet. Ke-1, (Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2006), 240
*https://archive.org/download/SetupHaditsSoft/Haditssoft_4.0.0.0exe
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Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk
mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya, wanita dalam hadits
ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan
keutamaannya mengasuh anaknya sendiri, bahkan Rasulullah SAW
menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginannya. Hal ini
mengingatkan bahwa alasan dan tujuan tujuan utama di pertimbangan dalam
menetapkan hukum, karena lahir dari fitrah manusia.

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits tersebut diatas dapat di
simpulkan bahwa sebaik-baiknya hak asuh anak yaitu diberikan kepada
ibunya. Karena wanita lebih memiliki sifat yang lembah lembut dan penuh
kasih sayang terhadap anak-anaknya.

Kemudian Jika anak sudah mumayyiz (bisa membedakan antara yang
benar maupun salah), ia bebas memilih ikut ayah atau ibunya. Sebab keduanya
mempunyai hak untuk memelihara dan anak mempunyai hak untuk memilih.*®

Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Dari Abu Hurairoh
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mengenai pendapat Anak yang ingin

diasuh Ibu atau Ayahnya yaitu sebagai berikut:

nguj_.ﬂ FEE SET I ,””Y\} ,.ux\ 8155 (% IHIAH m\ o =B

Artinya : Dari Abu Hurairoh r.a berkata, “aku pernah bersama-sama Nabi
SAW lalu datang seorang wanita dan berkata”: Ya Rasullulah!
Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan

*Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Cet.. VIII; (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 24-25
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sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur
Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka
datanglah suaminya dan berkata, "siapa yang berani
menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata, ini
bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara
keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambillah tangan
ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya”(HR.
Abu Dawud no. 1939).>°

Berdasarkan Hadis diatas dapat dipahami, ketika anak telah mampu
memilih yang baik dan yang buruk bagi mereka atas hak asuh diri mereka
sendiri, maka mereka diberikan hak untuk berpendapat dengan siapa anak
tersebut ingin mendapatkan kuasa asuh untuk mereka.

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik,
memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai
dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat dan minatnya
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan anak.™

Urutan-urutan pihak yang paling berhak atas hak asuh ialah Ibu
kandungnya sendiri, setelah itu dapat berpindah ke nenek dari pihak ibu,
nenek dari pihak ayah, setelah itu saudari seayah dan seibu, saudari seibu,
saudari seayah, kemudian Anak perempuan dari saudari kandung (keponakan),
anak perempuan dari saudari seibu, bibi kandung dari pihak ibu, bibi dari

pihak ibu yang seibu, bibi dari pihak ayah, setelah itu anak perempuan dar

isaudara sekandung, anak perempuan dari saudara seibu, anak perempuan dari

*https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=bibi

! Meita Djohan OE, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor
0679/Pdt.G/2014/PA TnK), Jurnal Pranata Hukum, Volume 11, Nomor 1, (Lampung : Universitas
Bandar Lampung : 2016), 64 https://media.neliti.com/media/publications/160375-1D-hak-asuh-
anak-akibat-perceraian-studi-pe.pdf
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saudari seayah, anak perempuan dari saudara seayah, selanjutnya bibi
kandung dari pihak ayah, bibi dari pihak ayah yang seibu, bibi dari pihak ayah
yang seayah, bibi ibu dari pihak ibu, bibi ayah dari pihak ayah, bibi ibu dari
pihak ayah, dan yang terakhir bibi ayah dari pihak ayah.>?

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) anak
yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila
ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;

Ayah;
Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.*

ok wdE

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian,
maka pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau masih dibawah umur 12
tahun adalah hak penuh ibu. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz
diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai
pemegang hak pemeliharaannya.>*

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan
muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan
anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau
berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing
dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada :

1. Ayah anak tersebut
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas

52Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 24-25
SFakhrurrazi dan Noufa Istianah, “Hak Asus Anak, 12
*Meita Djohan OE, “Hak Asuh Anak, 65
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3. Saudara laki-laki sekandung

4. Saudara laki-laki se ayah

5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
6. Anak lakilaki- dari anak laki-laki se ayah

7. Paman yang sekandung dengan ayah

8. Paman yang seayah dengan ayah

9. Pamannya ayah yang sekandung

10. Pamannya ayah yang searah dengan ayah.>

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau
ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih
kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

Ayahnya ibu (kakek)

Saudara laki-laki se ibu

Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu
Paman yang seibu dengan ayah

Paman yang sekandung dengan ibu

Paman yang seayah dengan ibu®®

S

Selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali,
maka hakim yang akan menunjuk seoarang wanita yang sanggup dan patut
untuk mengasuh dan mendidiknya.

Berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
diatas dapat di simpulkan bahwa pihak yang berhak mendapatkan hak asuh
anak yaitu orang yang masih dalam satu garis dengan keluarganya.
Selanjutnya, yang berhak mendapatkan hak asuh anak yaitu sesorang yang
mampu mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan
menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan

kemampuan bakat dan minatnya.

395

5Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Cet V, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), 394-

*Ibid.
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Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu,
memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti
makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan
bangun tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa
kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh)
dikemudian hari. Disamping itu, ia harus mempunyai waktu yang cukup pula
untuk melakukan tugas itu. Dan orang yang memiliki syarat-syarat tersebut
adalah wanita. Oleh karna itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang
yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Hak ibu terhadap anak lebih kuat
dari pada hak ayah. Menurut Imam Syafi’i, masa hadhanah anak, baik laki-
laki maupun perempuan, berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan
tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat,
maka ia dipersilakan untuk memilih antara ayah dan ibunya. la berhak untuk
ikut siapa saja di antara mereka yang ia pilih.>’

Ahli figih memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada
kerabat ayah dalam menangani hadhanah. Urutannya adalah sebagi berikut :
Pertama, Ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan
(umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah
hak hadhanah ke tangan ibunya ibu (nenek) dan ke atas. Jika ternyata ada
suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah,kemudian saudara perempuannya

sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudara perempuan

Fakhrurrazi dan Noufa Istianah, “Hak Asus Anak : Suatu Analisa Terhadap Putusan
Mahkamah Syar’iyah Langsa Tentang Pengalihan Hakasuh Anak”, Jurnal Hukum Islam dan
Perundang-Undangan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2017, 10
file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/178-Article%20Text-411-1-10-20170824.pdf
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seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan
perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan
perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung,
anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara
laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari
ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari
ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung
dari masing-masing keluarga iu dan ayah.*®

Dalam hak asuh anak, ulama’ figih mendahulukan atau memberikan
urutan pengasuh anak kepada kaum wanita daripada kaum laki-laki. Ulama’
memberikan urutan hak mengasuh anak bagi wanita, sesuai dengan
kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka kaum wanita lebih sesuai
sebagai pengasuh anak karena kasih sayang, naluri kewanitaan dan kesabaran
mereka dalam mengasuh dan mendidik anak lebih tinggi dibanding kaum pria.

Dengan berdasarkan bahwa hak hadanah diutamakan pada ibu. Para
ulama’ berbeda pendapat mengenai urutan pemegang hadanah adalah sebagai
berikut:

1. Ibu ibunya dan seterusnya keatas karena mereka menduduki

kedudukan ibu.

2. Ayah ibunya ayah dan seterusnya ke atas karena mereka menduduki
tempat ayah.
Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
Ibunya kakek melalui ayah dan seterusnya ke atas.

Saudara-saudara perempuan ibu.
Saudara-saudara perempuan ayah.>®

ok w

%8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademia Pressindo,
2007), 72

Amir syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Putra Grafika, 2006),
332
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Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
menurut para ahli figih pihak yang berwenang dalam mengasuh anak yaitu
yang paling pertama dan utama diberikan kepada ibu, apabila ibu tidak bisa
mengasuh ataupun tidak memenuhi syarat dalam hak asuh anak, maka hak
asuh anak diberikan pada garis lurus keturunan dengan ibunya.

apabila seorang bapak tidak ada atau tidak bersedia memelihara sang
anak, di saat ibunya itu menikah lagi ataupun sudah meninggal dunia, maka
yang pantas memelihara anak tersebut adalah bibinya (saudara perempuan
ibunya), bibinya yang akan mengambil tempat sang ibu, diriwayatkan dari Al-
Barra’ Ibnu Azb bahwa Rasullulah SAW bersabda:
u“_gsaijww@w\)-u.@.;w‘y,u)\;d;\g‘fj

)L-.-;J\ 4;—;\ ( ?Y‘ A.L..QJ P Juj L@.de PE

Artinya : Dari al-Barra‘ Ibnu ‘Azb bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam

telah memutuskan puteri Hamzah agar dipelihara saudara

perempuan ibunya. Beliau bersabda: “Saudara perempuan ibu

(bibi) kedudukannya sama dengan ibu”. (HR. Abu Dawud

n0.1940).%°

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa apabila kedua

orangtua tidak mendapatkan hak asuh atas anaknya, maka hak asuh anak

dapat di berikan/alihkan kepada keluarga yang masih ada garis lurus dengan
ibu sang anak tersebut.

E. Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian
Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya walaupun telah

bercerai Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 menegaskan bahwa siapapun

yang berhak atas hadhanah harus dapat menjamin keselamatan jasmani dan

https://archive.org/download/SetupHaditsSoft/Haditssoft 4.0.0.0exe
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rohani anak tersebut. Apabila pemegang hak asuh anak tersebut tidak dapat
menjamin keselamatan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 poin c,
maka atas permintaan kaum kerabat, Pengadilan dapat memindahkan hak atas
hadhanah tersebut kepada yang lain yang memiliki hak yang sama.

Hadhanah berlaku ketika anak tersebut masih kecil dan berakhirnya
masa hadhanah ketika anak sudah mampu berfikir atau sudah mampu
untukmenikah. Dalam literatur figih disebutkan hadhanah sesudah mumayyiz
adalah dari umur tujuh tahun sampai ia baligh berakal. Pada masa ini seorang
anak secara sederhana telah mampu membedakan masayang berbahaya dan
mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu anaksudah dianggap
mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk memilih seseorangyang berhak
mengasuhnya, apakah ia akan ikut ibu atau bapaknya.

Sedangkan dalam pasal 105 huruf (b) di jelaskan bahwa seorang anak
yang sudah mumayyiz boleh menentukan pilihan diantara ayah atau ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akan tetapi apabila dalam satu
kondisi dimana pilihan anak itu tidak menguntungkan bagi dirinya, maka
yang berhak menentukan siapa yang paling berhak melakukan hadhanah pada
orang-orang yang memiliki kualifikasi sama adalah Qadhi yaitu hakim
Pengadilan Agama.®*

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila
terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dankedua orangtuanya

(Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajibanuntuk memelihara dan

' Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalialndonesia,
2010), 119
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mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi
kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya.

Sebenarnya KHI tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, di
mana secara umum tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat
meskipun telah bercerai. Kekuasaan orang tua terhadap anak dijabarkan
melalui perangkat ketentuan hak dan kewajiban anak, dan hak dan kewajiban
orang tua terhadap anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak adalah
berdasarkan prinsip pemberian yang terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa subtansi dan semangat KHI
tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Kekuasaan orang tua
terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua Undang-Undang
adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasan orang
tua terhadap anak sangat berkorelasi terhadap makna perkawinan dan
perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan Undang-Undang perkawinan.
Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua Undang-Undang ini ternyata juga
sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam
Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada
anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca
perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan Undang-Undang
Perlindungan Anak adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik.

Konsekuensi hukum dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
dengan adanya perceraian adalah bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak

menjadi hapus dan berubah, dari kekuasaan orang tua menjadi kekuasaan
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wali. ® Hadhanah dalam hukum perdata biasa disebut dengan istilah
pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak
seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua
terhadap anak.

Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari
orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan
imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin
atau dapat berdiri sendiri.®

Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu
merupakan hubungan dan kewajiban hukum pada batas umur tertentu, sampai
anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan mencapai umur tertentu yang
disebut dewasa.®* Berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang terdapat dalam Pasal 330 sampai dengan pasal 418a Bab XV. Pasal 330
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa “belum dewasa”
adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah

kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun

®*Maswandi, “Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian”, Jurnal Ilmu
Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Fakultas Hukum Universitas Medan, 2017, 22-23
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwWip5PDSp-j8AhV[2DgGHQ2JC0c4ChAWegQIHRAB&uUrl=https%3A%2F%2Fojs.uma.
ac.id%2Findex.php%2Fjppuma%?2Farticle%2Fdownload%2F1143%2F1146&usg=A0vVawl99R
PmVPIAeEe6CA4m54DTh

Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Pengasuhan Hak Asuh Anak di Bawah Umur
(Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”, Jurnal Hukum (ADIL), Volume 10, Nomor 1,
Fakultas Hukum Universitas YARSI, 154

% Andi Aco Agus dan Hariyani, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian(Studi Pada
KantorPengadilan Agama Kota Makassar)”, Jurnal Supermasi, Volume XIII, Nomor 1,
Universitas Negeri Makassar, April 2018, 67
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maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka
yang belum dewasa dan tidak berada dalamkekuasaan orang tua berada di
bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab
tersebut.®

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan pada Pasal
246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing-
masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri
siapa diantara kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut.
Kecuali ada nya pemecatan terhadap kekuasaan orang tua. Dalam hal ini tidak
dijelaskan bahwa anak yang belum dewasa berada dikekuasaan siapa secara
pasti, tapi hanya menurut keputusan Pengadilan Negeri dengan berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan dan di lihat dari proses terjadinya perceraian.

Meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Ayah, namun hal
mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung
dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan lbu kandungnya,
dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap
anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dipahami bahwa

tanggung jawab orangtua terhadap anak tetap wajib di laksanakan meskipun

®Ernila Erfa dan Sonyendah Retnaningsih, “Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak
diBawah Umur atas Putusnya Perkawinan Campuran”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 1
Tahun 2021, 57-58
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sudah bercerai. Maka dengan demikian, kedua orangtua wajib merawat,

memelihara, memberikan kasih sayang, pendidikan dan lain sebagainya.

F. Akibat Bagi Orangtua yang Lalai dalam mengasuh anak

Pengasuhan anak merupakan penting dalam penentuan tumbuh
kembang anak yang akan berdampak untuk masa depannya, jika orang tua
dalam melaksanakan pengasuhannya tidak cakap atau tidak mampu
melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka
kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Orang
tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak
becusan si orang tua itu akan atau sama sekali tidak mungkin
melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi
hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan
berpergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya.
Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak
senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharunya memberikan
contoh yang baik.®®

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI orang tua atau
wali dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang apabila ia melalaikan
atau Dberkelakuan buruk, dan pencabutan tersebut berdasarkan keputusan
Pengadilan. Demi kepentingan si anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik maka perlu juga diperhatikan orang yang menjadi wali atau

% Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Material Dalam praktek Peradilan
Agama, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), 85
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orang yang memelihara anak tersebut apakah ia dapat memelihara anak
tersebut dengan baik.

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 156 huruf (c) KHI yang
menyebutkan: “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin
keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah
telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan
Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak hadhanah pula” dan diatur pula dalam Pasal 31 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang
menyatakan “salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai
derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk
mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua
atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk
itu.%

Adapun dasar hukum tentang pencabutan hak asuh anak juga diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 (1) disebutkan bahwa salah
seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain,

keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah

%’ Almas Syifa Norra dkk, “Gugatan, 7
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dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam
hal-hal: ®

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya

terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke
atasdan saudara kandung yangtelah dewasa atau pejabatyang
berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

(a) la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

(b) la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih

berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dengan Adanya perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 (1), “Berdasarkan yurisprudensi mengenai
perwalian anak, pedomannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan,
khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang
menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar
untuk memelihara anaknya”.

Dalam Hukum Pidana kelalaian terhadap hak asuh anak terdapat dalam
Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak seperti:
Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara
wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan atau perbuatan

mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau

mengurus anak sebagai mana mestinya.

% Almas Syifa Norra dkk, “Gugatan Tentang Pencabutan Hak Asuh Anak DiPengadilan
Agama Semarang(Studi Putusan Nomor2389/Pdt.G/2010/PA.Sm.)”, Jurnal Diponegoro Law,
Volume 6, Nomor 3, Program Studi S1 llmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
2017,7
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Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak
menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.®®

Di Indonesia Undang-Undang Perlidungan Anak telah mengatur
mengenai perlindungan anak. Perlidungan hukum merupakan hak setiap
orang yang diberikan oleh negara dan Undang-Undang sejak ia masih
didalam kandungan demi terwujudnya keadilan didalam suatu kehidupan
bermasyarakat.

Perlindungan anak dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal
46, dan Pasal 47 KUHP (telah dicabut dengan diundakannya Undang-Undang
No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Di dalam KUHP terdapat pula
beberapa Pasal yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan
perlidungan anak yaitu Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301,
Pasal 305, Pasal 308, pasal 341, dan Pasal 365. Mengenai Tindak pidana
terhadap Penelantaran anak, dimana penelantaran anak merupakan suatu

tanggung jawab orang tua yang gagal atau tidak mampu menyediakan

% Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 107
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kebutuhan sesuai hak-hak yang dimiliki setiap anak, berupa fisik, emosional,
pendidikan atau medis.”

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh
kedua orang tuanya berdasarkan hokum pidana di Indonesia telah diatur
secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 59 yang
mengatur bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam
situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok
minoritas, dan terisolasi, anak terekspoitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korbanpenculikan
penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau
mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran.

Perlindungan hukum bagi anak juga telah diatur di dalam Undang-
Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan
anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukan bahwa
adanya perhatian pemerintah terhadap hak asasi anak dan perlindungannya.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam menangani anak yang
menjadi korban penelantaran kedua orang tua atausalahsatunya adalah
sebagai berikut :

1. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh ayahnya,maka anak tersebut

berhak mendapatkan perlindungan dari ibunya;

" Ayu Nadia Maryandani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi
KorbanPenelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”, Skripsi, (Lampung :
Fakultas HukumUniversitas Lampung, 2016), 27
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2. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orangtuanya maka anak
tersebut berhak mendapat perlindungan dari keluargaa terdekatnya;

3. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orangtuanya maka anak
tersebut berhak mendapat perlindungan dari dinas sosial, di dinas dosial
anak dirawat dan dipelihara sebagai pertanggung jawaban pemerintah.

Anak dapat dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak
terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani
maupun sosial, anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah
satu dari orang tua anak tersebut telah tiada. Terlantar dapat dimaksudkan
apabila hak-hak yang dimiliki anak seperti mendapatkan kasih sayang,
mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak dan
kesehatan tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orangtua tersebut
seperti kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidakmampuan
atapun karena permasalah ekonomi keluarga.

Penelantaran dalam rumah tangga seperti menelantarkan anak dapat
dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan dan merupaka strafbaar feit
atau delic dengan perbuatan dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia,
dan bagi siapa yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana bagi siapa
saja yang melanggarnya.”

Adapun Klasifikasi-klasifikasi tindak pidana terhadappenelantaran anak
sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 9

menyatakan;

™ Satria Heryanto Joewono, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran
RumahTangga”, Skripsi, (Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016), 24
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1. Setiap orang dilarang menelatarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padalah menurut hukumyang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan,atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap
orang Yyang mengakibatkan Kketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau
diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Bentuk-bentuk penelataran anak dapat dikategorikan dalam beberapa
bentuk, yaitu sebagaiberikut;: "

1. Penelantaran Fisik

2. Penelantaran Pendidikan

3. Penelantaran secara emosi

4. Penelantaran medis

Syarat utama dalam penjatuhan pidana yaitu adanya suatu perbuatan
delik yang melanggar aturan hukum. Pada dasarnya tiap perbuatan terdiri atas
unsur-unsur yang lahir karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan
akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur pidana tersebut secara
umum dapat terbagi atas:

1. Adanya sebab dan akibat

2. Adanya suatu keadaan yang menyertai perbuatan

3. Unsur melawan hukum yang objektif

2 Esterina Fransi Rompas, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
PenelantaranAnak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang
perlindungan anak,Lex Administratum, Vol.V/No.2, 145
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4. Unsur melawan hukum yang subjektif

Seseorang yang apabila telah memenuhi segala unsur-unsur dan
bentuk-bentuk penelantaran anak, maka perbuatan tersebut wajib
dipertanggung jawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaiannya dalam
hal penelantaran anaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai
dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawab orang tua yang dengan sengaja menelantarkan
anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab dan
kelalaian maka secara hukum nasional yang belaku di Indonesia secara
hukum pidana maka orang tua tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan
aturan yang berlaku yaitu Pasal 304 sampai dengan 308 KUHP tentang
Penelataran Anak.

Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa:
“Barang siapa dengan sengaja menemptakan atau membiarkan
seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang
berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orangtua yang
dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib
memenuhi hak-hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan
dijamin oleh hokum dan berlaku bagi wali anak asuhnya.

Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun
untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk
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melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun enam bulan”.

Pasal 306 KHUP menyatakan;

(1) jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan305
mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

(2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama
Sembilan tahun

Hal yang dapat dikategorikan atau dikatakan sebagai luka berat atau

luka parah adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi

dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak

cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu

panca indera, cacat badan, lumpuh (verlamming), berubah pikiran lebih dari

empat minggu dan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan

ibu.

Pasal 307 KUHP menyatakan bahwa :

“jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak
atau ibu dari anak itu maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305
dan 306 dapat ditambah sepertika”.

Dalam KUHP pada Pasal 305 mengancam hukuman kepada siapa saja

yang dengan sengaja menyembabkan atau membiarkan orang dalam

kesengsaraan, sedangkan Pasal 307 yakni menghukum bapak atau ibu

kandung yang sengaja menyebabkan atau membiarkan anak dalam

kesengsaraan.

Pasal 308 KUHP menyatakan bahwa :

“jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran
anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anakanya
untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk
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melepaskan diridari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam
Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh”.

Apabila seorang ibu, baik dalam sebuah perkawinan atautidak dan
dengan sengaja membuat anaknya pada waktu melahirkan atau tidak beberapa
lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan
anaknya, maka ibu tersebut patut dihukum. Pertanggung jawaban pidana
orang tuaatau salah satu darinya diatur dalam Pasal 305 sampai dengan Pasal
308 KUHP, tetapi didalam aturan-aturan tersebut terdapat keterbatasan dalam
menegak dan memberantas penelantaran anak. Dalam Pasal 305 sampai
dengan 308 KUHP tersebut tidak ada yang memberikan perilndungan pada

anak maka dari itu hak haknya belum dilindungi.



BAB Il

PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin  dan  melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup,tumbuh,berkembang,dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Perlindungan anak berarti
melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya
menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.7

Perlindungan anak dalam hal perceraian orang tuanya erat kaitannya
dengan kekuasaan orang tuanya, meskipun perkawinan itu putus karena
perceraian. Perceraian antara seorang pria dan seorang wanita memiliki
konsekuensi bagi anak-anak mereka, baik secara moral maupun materi.
Secara moral, anak menderita akibat orang tuanya tidak bersama dalam satu
rumah tangga dan otomatis perhatian dan kasih sayang yang dicurahkan
kepada anak tidak seperti saat masih bersama. Secara materil disediakan,

yaitu hak anak yang diperoleh dari kedua orang tuanya.”

"*Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar KUHP,(Jakarta:
Kencana, 2016).266

"*Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta : Rajawali
Pers, 2011), 1

"Dewi Sri Andriani, dkk, “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca
Perceraian dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor
22/Pdt.G/2021/PA.Agm), Jurnal limiah QADAUNA Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2-3.
file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/22499-Article%20Text-71769-1-10-20211207.pdf
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti pahami bahwa
perlindungan anak adalah suatu perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak
yang dimiliki oleh anak yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan
hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga
karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum
tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena
melanggar hak-hak subjek hukum lain."

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak
asasi manusia (HAM) vyang dirugikan orang lain dan perlindungan itu
diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum.”” Perlindungan Hukum merupakan tindakan atau upaya
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa
yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat-nya
sebagai manusia.”®

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara

sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan

"®Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,Cetakan Ke-12, (Jakarta : Rajawali Pres, 2016),
265-266

"Satjipto Raharjo, llmu Hukum,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 69

"8Setiono, Supremasi Hukum,(Surakarta : UNS, 2004), 3
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mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup
sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.”

Konsep perlindungan dalam masyarakat mempunyai banyak dimensi
yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi
setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan
dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan pernyataannya
bahwa semua orang berkedudukan sama di muka hukum. Untuk itu semua
produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan
jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu
menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal
tersebut dapat dilihat dari adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap
warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.®°

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa perlindungan
hukum merupakan sebuah upaya perlindungan yang dilakukan oleh
pemerintah atau pejabat dengan sejumlah peraturan yang sesuai dengan

Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku.

B. Dasar Perlindungan Hukum
Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh
orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan
langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan

individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi

Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2018), 228
8 Amnawaty, Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan,(Semarang : Pustaka
Magister, 2016), 18
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sosialnya. Sehingga anak mudah sekali untuk menjadi korban dari segala
bentuk tindakan kekerasan ataupun kejahatan karena anak belum dapat untuk
melakukan hal-hal untuk melindungi dirinya sendiri dengan baik.®*

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak
(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan
yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.®?

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak bertujuan
memastikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya
didapatkan oleh anak. Prinsip utama yang harus dijadikan prioritas
perlindungan anak vyaitu terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak.
Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) menentukan bahwa
semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga
kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga
pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus
menjadi pertimbangan utama”.®®

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa

saja (individu atau kelompok,organisasi swasta ataupun pemerintah) baik

8pyurwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam
Perspektif Hukum Positif Indonesia, Jurnal ldea Hukum, Volume 6, Nmor 1, Magister Hukum
Universitas Jenderal Soedirman, 2020, 81.file:///C:/Users/dolba/AppData/L ocal/Temp/133-266-1-
SM.pdf

%2Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23, Nomor 8,
Januari/2017, 83.file:///C:/Users/dolba/AppData/L ocal/Temp/15070-30249-1-SM.pdf

8Mansari, dkk, “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan
Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, International Journal of Child and Gender Studies,
Volume. 4 Nomor. 2, September 2018, 105.file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/4539-

9527-1-SM.pdf
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secara langsung ataupun tidak langsung, yang dimaksud dengan korban adalah
mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan
yang pasif atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau
pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak
tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan
kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya,
mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar
tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun social.®*

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Hukum terhadap Anak berisi ketentuan bahwa: perlindungan
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1979 TentangKesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam

kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan

terhadap lingkungan hidup yangdapat membahayakan atau
menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.®

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia di atur
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002. Menurut Pasal 1

Nomor 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

% Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, (Bandung :
RefikaAditama, 2012) 69

8 Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta :
PustakaMandiri, 2001), 163
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di sebutkan bahwa : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.®®

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anakdalam pasal 1 ayat (3) “ keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat
yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan
anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke
atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga”, kemudian Pasal 3
“perlindungan anak betujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan deskriminasi demi terwujudnya anak Indonesua yang
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.®’

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 13 ayat (1) “setiap anak selama dalam
pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab

atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a.

deskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d.

%Maidin Gulton, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Bandung : Refika Aditama, 2008),
2

8 Mar’atus Shafiyah, dkk, “Hak Asuh Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan
Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor : 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh), Jurnal
Kalosara, Volume 1, Nomor 2, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Kendari, 2021, 251, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5vpih3c77AhVnTmwGHQRbBbUQFNoECCMQA
Q&url=https%3A%2F%2Fejournal.iainkendari.ac.id%2Findex.php%2Fkalosara%?2Farticle%2Fdo
wnload%2F3235%2F1634&usg=A0vVaw0JbPVQQbV6EmIMwAW1zYQh
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kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; c.ketidak adilan; dan f. perlakuan
salah lainnya”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dasar
perlindungan hukum terhadap anak yaitu terdapat pada undang-undang
tentang perlindungna anak. Dasar perlindungan terhadap anak tersebut
terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002. Perlindungan
hukum terhadap anak merupakan sebuah upaya perlindungan hukum terhadap
berbagai kebebasan dan hak asasi anak dan serta berbagai kepentingan yang

berhubungan dengan kesejahteraan anak.

. Aspek-aspek Perlindungan Hukum bagi Anak

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia
berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembankan kewajiban
untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, Berdasarkan
kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga
diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dan
tingkat makro sampai mikro.

Anak merupakan bagian dari generasi mudah sebagai salah satu sumber
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa,
yang memiliki peranan startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi

selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan
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perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut
kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, dan
oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak
perlu dilakukan secara khusus.

Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang
sangat luas, mencakup kepentingan pisik maupun psikis yang untuk
perlindungan hukum nyapun tentunya terkait aturan hukum dari segala cabang
hukum secara interdisipliner. Tugas hukum dalam hal ini adalah untuk
mengawal kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa agar terlindung
dari hal-hal yang merusak pisik, merusak psikis, dan sekaligus merusak pisik
dan psikis, sehingga proses pertumbuhan anak untuk menjadi sosok manusia
dewasa yang unggul sebagai penerus bangsa dapat terwujudkan.®

Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara tehadap anak
adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak juga mempunyai
spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan
internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat
meliputi berbagai aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak

2. Perlindungan anak dalam proses peradilan

3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga,

pendidikan dan lingkungan sosial)

4. Perlindungan anak dalam masa penahanan dan perampasan

kemerdekaan

5. Perlindungan anak dari segala eksploitasi (perbudakan, perdagangan
anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-

% Suherman Toha, Laporan Akhir Penelitian Umum “Aspek Hukum Perlindungan
Terhadap Anak”, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R,
2009), 23
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obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan
sebagainya)
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik
bersenjata
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.®
Selain yang disebutkan diatas, lingkup perlindungan hukum bagi anak-
anak mencakup beberapa aspek, diantaranya :
1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan
dengan kesejahteraan
Aspek perlindungan hukum pada anak ini mengandung aspek-aspek
penting sebagai berikut: pertama; terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
kedua; terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan; ketiga; perlindungan
anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan keempat; terwujudnya anak yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”
Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak
anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum
(yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Aspek Hukum Perlindungan Anak

merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan,

bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW,

87uraidah dan Muhamad Sadi Is, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang
Menjadi Korban Kekerasan”, Jurnal Nurani, Volume 18, Nomor 1, Juni 2018, 151-152
file:///C:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/1904-Article%20Text-5977-1-10-20180717.pdf

%Zuraidah dan Muhamad Sadi Is, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang
Menjadi Korban Kekerasan”, Jurnal Nurani, Volume 18, Nomor 1, JUNI 2018: 151-162, 156.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&g=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwjg4vgl9s77AhVU6nMBHbKkmBoAQFNoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fjurnal.rade
nfatah.ac.id%2Findex.php%2FNurani%2Farticle%2Fdownload%2F1904%2F1776%2F&usqg=AQ0
vVaw35gflYUsM4tly-cJe6SFKA
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Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum
Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa aspek
perlindungan yang diberikan tehadap anak adalah perlindungan hukum.
Dimana anak diberikan hak, kebebasan dan aspek kehidupan yang wajib untuk

dilindungi.

D. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Anak
Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum
perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam
menyelenggakan perlindungan anak, antara lain:*

1. Prinsip Non-diskriminasi

Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan
terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak
tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA Ayat
(1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak
yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di
wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun,
tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul
kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak,
kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri ataau dari
orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan
mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak
dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan
pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan
dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

' Tiffany Stella Watulingas, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang
Mengeksploitasi Anak”, Jurnal Lex Crimen, Volume IX, Nomor 2, April-Juni, 2020. 119.
file://IC:/Users/dolba/AppData/Local/Temp/28559-58838-1-SM.pdf
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Artinya, seringkali anak menjadi korban diskriminasi karena
usia dan hal lain yang melekat pada dirinya. Anak dianggap tidak
tahu, tidak penting untuk dilibatkan, belum mengerti, belum mampu
berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aktivitas di lingkungan
dimana ia berproses dalam tumbuh kembang. Diskriminasi yang
terjadi akan lebih kompleks ketika bersinggungan dengan identitas
seperti warna kulit, bentuk tubuh, agama, golongan dan ekonomi.

Di ranah keluarga, diskriminasi erat kaitannya dengan prinsip
keempat yakni penghargaan terhadap pendapat anak. Pendapat anak
sering kali dianggap tidak penting, hanya karena anak sering
menyampaikannya dalam bentuk protes yang beragam, mulai dari
marah, menangis, mogok makan, merusak barang-barang yang ada
di sekitarnya. Berbagai bentuk protes ini jamak dimaknai atau
bahkan dilabeli sebagai kenakalan. Duduk perkara soal ini sering
kali ada pada hambatan komunikasi. Orang tua atau orang dewasa
di sekitarnya tidak memahami cara anak berkomunikasi. Orang tua
mudah untuk cenderung sok tahu dan tidak sabar dalam menyikapi
pendapat anak, karena berpaku pada pemikiran bahwa mereka
memiliki banyak bekal pengalaman dan telah mengalami berbagai
proses lebih awal daripada anak-anak.

Dari refleksi atas pengalaman menjadi seorang anak,
diskriminasi di masa anak-anak mulai dari yang sederhana hingga

yang kompleks menjadi pengalaman tidak menyenangkan dan
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menempel pada ingatan sampai dewasa atau bahkan seumur hidup.
Tidak menutup kemungkinan, orang dewasa mewariskan
pengalaman tidak menyenangkan itu kepada anaknya sendiri atau
anak lain di lingkungannya. Dengan demikian, kesadaran untuk
memutus mata rantai kekerasan perlu segera dimulai dari diri
masing-masing.

Diskriminasi yang dialami oleh anak tak hanya berasal dari
orangtua, orang dewasa di sekitarnya, guru di sekolah, atau sesama
anak lainnya, melainkan juga bisa berasal dari negara.

. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests of The
Child)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: “Dalam
semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-
lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga
peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka
kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan
utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara
perlindungan anak bahwapertimbangan-pertimbangan  dalam
pengam-bilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan
dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan
orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum
tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi
maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi
yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Hal tersebut maksudnya, orangtua memiliki ekspektasi pada
anak bahkan sejak anak dalam kandungan. Sejak lahir pun, anak
sudah menerima beban tersebut. Ketika menengok anak seorang
pengusaha properti, penulis mendengar ada orang yang mengatakan,

“Wah anaknya cakep, besok jadi kayak bapakmu ya nak, jadi
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pengusaha properti yang sukses,” tanpa tahu menahu soal minat
dan bakat si anak.

Beban ekspektasi membuat tidak sedikit anak terpaksa
menempuh pendidikan pada bidang-bidang yang tidak diminati
karena mengikuti tuntutan orangtua. Kepentingan anak terbunuh
oleh ekspektasi yang tidak realistis. Padahal, kepentingan anak
seharusnya berpijak pada kemampuan, minat dan bakat sehingga
anak dapat menjalani prosesnya dengan senang hati. Bagi anak
penyandang disabilitas, beban ekspektasi membuat beberapa dari
mereka terpaksa bersekolah di sekolah umum atas kemauan
orangtua. Penulis tidak bermaksud mengharuskan anak disabilitas
wajib menjalani pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB), hanya
saja orang tua perlu melihat kembali kebutuhan khusus anak
sebelum menentukan sekolah yang paling tepat sehingga anak dapat
berkembang dengan baik dan efektif.

. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The
Right to Life, Survival and Development)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “Negara-
negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang
melekat atas kehidupan.” Ayat (2): ‘“Negara-negara pihak akan
menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan
perkembangan anak.”. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa
negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan
hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam
dirinya, bukan pemberian dari engara atau orang per orang. Untuk
menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediiakan
lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang
memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-

kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan
dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.
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Artinya, hidup dalam hal ini tidak sekedar hidup, tetapi
bagaimana anak bisa menjalani kehidupannya dengan nyaman,
aman dan bahagia.

Prinsip ini memastikan bahwa tiap anak akan terjamin
kelangsungan hidupnya. Siapa pun tidak boleh merebut atau
mengganggu hak anak. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu
ditegakkan dalam pelaksanaan prinsip ini ialah memberi anak hak
tumbuh dan berkembang, baik psikis maupun fisik.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (Respect for the
views of The Child)

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA: “Negara-negara
pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan
sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara
bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan
tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan
anak.”. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi
kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam
posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia
pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi,
obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah penghormatan atas
hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya
dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal
yang mempengaruhi kehidupannya. Secara garis besar, prinsip ini
menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Sehingga
mereka tidak boleh dipandang dalam posisi lemah.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka upaya pemenuhan

dan perlindungan hak anak memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak

baik itu keluarga, teman sebaya, lingkungan sekitar, sekolah, hingga negara.
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Semua anak terlahir sebagai pembelajar yang ingin mengetahui dan mencoba
banyak hal. Dimanapun anak berada, orang dewasa di sekitarnya punya peran
penting untuk menciptakan ruang aman yang mendorong pemenuhan hak anak
dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Sekali lagi, berpijak pada
kebutuhan anak.

Prinsip perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendaptkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala
aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip
dasar anak.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat penulis pahami bahwa Prinsip
umum perlindungan anak yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan
terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Indonesia sudah berupaya
secara maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang

berkonflik dengan hukum.
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Jenis Perlindungan Hukum bagi Anak

Anak memiliki hak asasinya tersendiri dari sejak dia dilahirkan, Salah
satu hak anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan
nilai-nilai agama dan kemanusiaan.®® Perlindungan yang dimaksud ialah hak
yang melekat pada diri anak sejak awal ia lahir yang berlaku seumur hidup
dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Konvensi hak anak
menyebutkan ada 4 (empat) pokok yang dimiliki oleh seorang anak yang
harus dilindungi yaitu hak untuk hidup (survival), hak berkembang
(development), hak mendapat perlindungan (protection), dan hak
berpartisipasi (participation).®*

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-
subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam

melakukan sutu kewajiban.

176

%Bismar Siregar, Hukum dan Hak Asasi Anak-Anak,(Jakarta: Rajawali, 1986), 40
%Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia,(Jakarta: Citra Aditya, 2015),
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2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan
apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.®®
Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam persfektif hukum
pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya
keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal.
Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran
negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan
penegakan hukum pidana dalam masyarakat.®
Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan
Hukum ada dua macam, yaitu :
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah
mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar
artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan
bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan

%Muchsin,Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, (Surakarta :
Universitas Sebelas Maret, 2009), 14

% Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy),bahan Penataran
Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi,(Semarang : Fakuitas Hukum Universitas Dipanegoro,
2000), 73
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yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus
mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh PengadilanUmum dan
Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan
hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat,
lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan
peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang
mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah
prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan
tujuan dari negara hukum.®’

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila berkaitan dengan anak korban
perceraian,maka dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak
pengadilan harus membuat keputusan yang berorientasi untuk kepentingan
anak, bukan hanya kepentingan orang tua saja, agar hak-hak anak dapat terjadi

serta anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

% Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah
StudiTentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan
PeradilanUmum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, (Jakarta : Peradaban, 2007), 30
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Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil
dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa
keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk
menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang
menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus
dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum
(Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi
sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus
memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)

2. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)
3. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)

4. Jaminan hukum (Doelmatigkeit)®®

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang,
melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim
yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah
diputuskan.®®

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental,

dan sosial. *® Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan

%|shaq. Dasar-dasar llmu Hukum. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), 43

%peter Mahmud Marzuki. Pengantar llmu Hukum. (Jakarta. Kencana. 2008), 158

1%\ aidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem PeradilanPidana
Anak Indonesia, (Bandung: Retrika Aditama, 2008), 33
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dalam suatu masyarakat,dengan demikian perlindungan anak diusahakan
dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya
disebutkan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab
tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk

tumbuh dan berkembang secara optimal.



BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor
0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Peradilan Negara Pada Prinsipnya menerapkan dan menegakkan
aturan hukum berdasarkan Pancasila dan tidak membeda-bedakan satu
sama lain, Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang mengadili
dan memutus perkara tingkat pertama dalam perkara baik Perceraian
maupun mengenai hak Asuh anak.

Perceraian yang merupakan bagian dari kajian hukum keluarga yang
dalam hal ini perceraian cenderung menganut prinsip “harus adanya
persaksian dan mempersukar terjadinya perceraian”. Prinsip ini telah
menghilangkan hak mutlak suami atas perceraian. Hal ini dapat dilihat
dalam ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 39 yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
tata cara perceraian dalam Pasal 14 menyatakan bahwa suami yang telah
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan
istrinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggal
istrinya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan
istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan

agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
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Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 bahwa
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya KHI melalui Pasal 130
kembali menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau
menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat
diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Perceraian yang terjadi antara suami istri tetap harus mempunyai
alasan-alasan seperti yang diatur oleh undang-undang bahwa antara suami
dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri apabila tetap
menjalankan rumah tangga tersebut.*™*

Adapun alasan terjadinya perceraian dalam putusan Nomor
0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dalam perkara Cerai Gugat yaitu Isteri
mengajukan permohonan Cerai terhadap Suaminya yang berbunyi sebagai
berikut :

a. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : SAKSI | dan SAKSI Il serta
tinggal bersama di Kec. Kemiling, Bandar Lampung;

b. Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun perkawinan tersebut,
hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak

harmonis, namun Penggugat masih dapat menjaga keutuhan

perkawinan tersebut;

IMuhammad AbdulKadir, Hukum Perdata 118
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Bahwa, selama perkawinan Penggugat telah melakukan kewajibanya
sebagai seorang istri yang baik dan penuh tanggung jawab terhadap
suami dan anak anaknya;

Bahwa, selama perkawinan Penggugat menjadi tulang punggung
keluarga dengan bekerja sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia
Thk;

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terutama
menyangkut masalah ekonomi dan keluarga, selain itu juga Tergugat
tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dimana Penggugat
harus membiayai kebutuhan hidupnya sendiri beserta anak-anaknya
dan puncaknya terjadipada bulan Januari 2017 dimana Tergugat
mengancam untuk memisahkan atau memutuskan hubungan antara
anak-anaknya dengan ibunya;

Bahwa, Tergugat mengancam akan memutuskan hubungan suami istri
dengan Penggugat tanpa adanya proses perceraian resmi baik secara
Agama maupun Hukum negara termasuk juga kejelasan terhadap
setatus Penggugat sebagai istri;

Bahwa, keadaan demikian adalah diantara alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, mengingat
bahwa rumah tangga yang dijalin oleh Penggugat dan Tergugat tidak

menunjukan adanya hubungan suami istri yang baik dan harmonis
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sebagai mana layaknya kehidupan rumah tangga yang duamanakan
oleh undang undang maupun Agama;

Berdasarkan alasan-alasan dalam putusan Pengadilan Agama
Tanjung Karang diatas, maka cukup kiranya menjadi alasan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat selaku suami istri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri. Hal ini sebagai mana dan diatur Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang No. 1 Tahunl1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19
Huruf (f) Peraturan PemerintahNo. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Perkawinan Undang-UndangNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyatakan :

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. Tahun 1974;

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan :

(f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah

tangga;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta dalam Amar Putusan
tersebut diatas, maka sangat adil dan mendasar Pengadilan Agama kelas
1A Tanjung karang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat sebagai mana dimaksud dalam akta perkawinan

No0.273/08/V111/06 putus karena perceraian.
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Perceraian selain mengakibatkan putusnya hubungan suami istri namun
juga akan mengakibatkan timbulnya perkara hak asuh (pemeliharaan) terhadap
anak apabila pasangan tersebut ketika menikah telah dikaruniai anak.

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai saat anak tersebut mampu
berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh
karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena dengan
mengabaikan anak sama saja seperti membiarkan mereka dalam keadaan
bahaya walaupun orangtua anak tersebut telah bercerai. para ulama
menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib. Karena
pada pinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk
dilindungi atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang yang
menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika hadhanah itu dilakukan akan
merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib
menafkahi dan  menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat
mencelakakannya.

Hak hadhanah terhadap anak tidak selalu jatuh kepada ibu, Ayah pun
mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak
memenuhi Kriteria untukmemberikan kepentingan anak. Karena dalam hal
pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan
anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa
aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu

diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak
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demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang
tuanya.

Berdasarkan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia, pemberian hak hadanah diutamakan kepada ibu kandung, setelah
itu kerabat ibu barulah kepada ayah. Apabila dari beberapa golongan orang-
orang yang memilihi hak atas hadanah tersebut dianggap tidak mampu sebagai
seorang pengasuh, barulah diberikan kepada kerabat dekat. Kerabat adalah
orang yang memiliki hubungan mahram dengan si anak.

Pegadilan Agama adalah lembaga peradilan yang memeriksa dan
mengadili perkara hak asuh anak seperti dalam Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang
memberikan hak asuh anak kepada ayahnya padahal Kedua Anak tersebut
belum Mumayiz (belum berusia 12 tahun), Anak Pertama lahir pada 01 Mei
2007 yaitu berusia 10 tahun dan anak kedua lahir pada tanggal 08 Maret 2010
yaitu berusia 7 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang : bahwa mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak
Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa fakta dipersidangan bahwa
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Karyawan Bank
BRI yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sering berangkat pagi pulang
sore, bahkan sampai malam sehingga jika anak ditetapkan dibawah hadhanah
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka anak akan kurang mendapat
perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

karena kesibukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
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pekerjaannya dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa
anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang : bahwa sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik ibu atau ayah berkewajiban memelihara
dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak
bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan
keputusannya sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasaannya sesuai dengan
minat dan bakatnya;

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti surat T 4, T 5 dan T 6 sebagai
bukti keberhasilan dan prestasi belajar kedua orang anak Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama diasuh oleh Penggugat
Rekonvensi;

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti surat T 7 terbukti Penggugat
Rekonvensi sangat memperhatikan kegiatan kedua anaknya disekolah, oleh
karena itu Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk mendidik dan
memperhatikan perkembangan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi;

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti surat T 8 berupa Surat
Keterangan Nomor : 140/Al-TSO/TJK-RI/SK/VI11/2017 tanggal 04 Agustus
2017 yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional Tbk Toyota Sales

Operation Cabang Tanjungkarang terbukti Penggugat Rekonvensi sudah
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bekerja sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi dan mempunyai
penghasilan untuk menghidupi keluarganya sejak tanggal 01 Januari 2002
sampai tanggal 01 Maret 2016;

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti surat T 9 Penggugat Rekonvensi
mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang even organizer, dekorasi dan
dagang aneka balon untuk membiayai pendidikan kedua orang anak
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang : bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menentapkan bahwa
anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

1. ANAK KE I binti TERGUGAT. S;
2. ANAK KE Il bin TERGUGAT. S;

Berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,
meskipun anak-anak tersebut ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun tidak mengurangi hak Tergugat
Rekonvensi/Penggugat  untuk berkunjung/menjenguk dan  membantu,
mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada
anak-anaknya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat di
pahami bahwa Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam memberikan hak
asuh anak kepada Tergugat (Ayah) karena Tergugat dianggap mampu untuk

mendidik dan memperhatikan perkembangan kedua anaknya dengan baik.
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Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa dalam permasalahan
hadhanah ibu lebih berhak mendapatkan hadhanah ketika seorang anak masih
dibawah umur dan selama ibu belum menikah. Kompilasii Hukum Islam Pasal
105 poin (a) menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah
hak ibunya. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap kasih sayang serta
kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu lebih lembut ketika
menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih dalam usia
menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang.

Meskipun demikian, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menilai permasalahan hak asuh anak itu
tidak harus selalu menentukan secara pasti dan jelas siapa pemegang hak
tersebut. Yang terpenting adalah hak asuh itu dapat terlaksana dengan baik
dan mempertimbangkan kebaikan bagi anak yang akan diasuh kedepannya.
Adapun hakim dalam hal ini sebagai orang yang berperan penting dalam
memutus perkara hak asuh anak dengan berbagai pertimbangannnya selama
proses pemeriksaan di pengadilan. Oleh sebab itu, baik Undang-Undang
Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyerahkan
penyelesaian sengketa hak asuh anak ini kepada pihak hakim dan pengadilan
serta selanjutnya merekalah yang menetukan dan mengeksekusi.

Pertimbangan mengenai pihak yang berhak atas hadanah tidak dapat
terlepas dari pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu, dalam hal terjadi
perceraian maka pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur

12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pengasuhan anak yang sudah
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mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya
sebagai pemegang hak pengasuhannya dan mengenai biaya pengasuhan
ditanggung oleh ayahnya.

Seperti halnya juga manusia, anak-pun memiliki hak nya sendiri yakni
hak perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindunga dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak-anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Seorang anak yang belum mumayyiz masih berhak atas pengasuhan
kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah bercerai seperti dalam
kasus diatas. Dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan
anak tersebut. Bila nantinya terjadi perselisihan dan penguasaan anak maka
pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun
mengurangi hak-hak anak. Namun ketika ibu tidak mampu mengurus
anaknya, misalnya ibu mempunyai moral yang jelek, murtad, pengguna obat-
obatan terlarang, dan lain-lain bisa membawa dampak buruk kepada tumbuh
kembang si anak, maka ayahnya lah yang lebih berhak atas permasalahan
pemeliharaan dan pengasuhan yang seperti ini.

Sesuai dengan rumusan dan makna undang-undang, bahwa dalam
menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi

kepentingan hukum anaknya.Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan
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apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai
jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik atau tidak.

Seperti halnya kasus/perkara pada Putusan Nomor
0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk diatas bahwa ibu lebih sibuk dengan pekerjaannya
sehingga seringkali ibu meninggalkan rumah yang semestinya tidak dilakukan
karena tentu hal tersebut dapat menelantarkan anak dan kurang memberikan
perhatian terhadap anak-anaknya. Selain itu, anak merupakan makhluk sosial
seperti layaknya orang dewasa yang membutuhkan orang lain (orang tua)
untuk membantumengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan
segala kelemahannya sehingga tanpa bantuan orang dewasa anak tidak
mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Jika dilihat berdasarkan hak asuh anak tersebut diatas diketahui bahwa
penggugat pergi meninggalkan anak-anaktanpa pamit atau izin dengan suami
dan tidak jelas apa permasalahannya sampaidengan sekarang. Anak-anak
selama ini sangat dekat dengan Tergugat, sehingga demi kepentingan anak-
anak maka Tergugat diberikah hak asuh karena Tergugat sangat perhatian dan
penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya.

Selain itu, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama
dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkankegoncangan
kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka Hak pemeliharaan
anak demi kepntingan anak diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan
tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak

tersebut”.
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Maka dengan demikian peneliti sependapat dengan Putusan yang
dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, dimana Pengadilan Agama
Tanjungkarang memutuskan bahwa pemeliharaan anak jatuh kepada Tergugat
(Ayah) kandungnya bukan kepada Penggugat (Ibu) kandungnya. Karena
dalam hal ini, ayah lebih menunjukkan sikap kepedulian dan kasih sayang
terhadap anaknya, dan anak tentu merasa lebih aman dan nyaman berada
dalam asuhan ayahnya walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105
poin (a) menyatakan bahwa hak asuh anak belum mumayiz adalah hak ibunya

Meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Ayah, namun hal
mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung
dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan lbu kandungnya,
dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap
anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat
(1dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;.

B. Analisis Permohonan Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Putusan nomor
1141/Pdt.G/2021/PA. Tnk

Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam Putusannya memeriksa dan
mengadili perkara perdata Permohonan pencabutan hak asuh anak yang
dimohonkan oleh ibu kandungnya terhadap Ayah Kandungnya dalam putusan

nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk yang dalam hal ini putusan tersebut adalah
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runtutan dari putusan yang sebelumnya mengenai perkara cerai
gugat/Konvensi Hak Asuh anak dalam putusan 0434/Pdt.G/2017/PA/Tnk.

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam salinan putusan
perkara Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA. Tnk tanggal 25 September 2017 Mejelis
Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A telah memutuskan yaitu
“Menetapkan Hak Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat” diberikan
Kepada Tergugat sebagai Bapak kandungnya, dan di dalam uraian salinan
Putusan hal 42 Majelis menimbang “Menimbang, bahwa demi kepentingan
anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim
menetapkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi Berada di bawah
hadhanah Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi, meskipun hak asuh anak
berada di Termohon, Pemohon juga memiliki hak untuk berkunjung/
menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai
seorang ibu kepada anak-anak”.

Adapun Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama
Tanjung Karang dalam putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk yaitu
sebagai berikut :

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor
1Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan
kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban
untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan
anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya

(Penggugat atau Tergugat);
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Menimbang : bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa
pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi
Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam halterjadinya
perceraian : 1). pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz ataubelum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2). Pemeliharaan anak yangsudah
Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atauibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang: bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kedua oranganak
Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan putusan Pengadilan Agama
Tanjungkarang nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk, tanggal 25 September 2017
ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan pada kenyataannya
anak-anak dalam keadaan sehat dan terjamin pendidikannya, dan tidak
terbukti Tergugat menghalang-halangi anak-anak bertemu Penggugat karena
anak-anak sendiri yang tidak mau bertemu dengan ibunya (Penggugat);

Menimbang : bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa
selalu dihalangi dan tidak diberikan akses oleh Tergugat untuk menemui anak-
anaknya, dan Tergugat menelantarkan dan tidak mampu mendidik anak-anak,
akan tetapi di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya
yang menyebutkan anak-anak dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan
Penggugat, dan anak-anak terlantar pendidikannya, sedangkan Tergugat
memperkuat dalil bantahannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi
Tergugat yang menerangkan bahwa dari sejak terjadi perceraian Penggugat

hanya datang menemui anaknya pada tahun 2017 dan 2018 dan setelah itu
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tidak lagi datang dan berkomunikasi dengan anak-anaknya, dan baru
kemudian pada bulan April dan bulan Mei 2021 ini Penggugat mencoba untuk
komunikasi dengan anak-anaknya dengan memberikan kado ulang tahun
kepada anaknya yang bernama M. anak 2, meskipun itu hanya dititipkan oleh
Penggugat melalui teman kerja Penggugat (Saksi ketiga bernama Inayah Nur
Alam);

Menimbang : bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan
ditolak maka, demi kepentingan dan kebaikan anak-anak Penggugat dengan
Tergugat, Majelis Hakim tetap menetapkan hak hadhanah kedua orang anak
Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai
ayah kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak terjadinya
perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang : bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak)
kepada Tergugat, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak
untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan
komunikasi dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam halmenjenguk,
mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut,
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Tanjung karang tersebut diatas

maka dapat di pahami bahwa Perlindungan Hukum yang dilakukan yaitu
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Majelis Hakim tetap menetapkan hak asuh anak kepada tergugat (Ayah)
karena Majelis Hakim memandang hal tersebut demi kepentingan dan
kebaikan anak-anak. Selain itu hak asuh anak diberikah kepada ayah
kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak terjadinya
perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian anak-anak
Penggugat dan Tergugat merasa mendapatkan kasih sayang dari Tergugat
(Ayah).

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk Majelis
Hakim tetap memberikan hak asuh anak kepada Tergugat (Ayah). Pengadilan
Agama Tanjung karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama
pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Gugatan Pencabutan HakAsuh Anak dengan berbagai
pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang : bahwa mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak
Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa fakta dipersidangan bahwa
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Karyawan Bank
BRI yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sering berangkat pagi pulang
sore, bahkan sampai malam sehingga jika anak ditetapkan dibawah hadhanah
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka anak akan kurang mendapat
perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
karena kesibukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
pekerjaannya dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa

anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
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Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik ibu atau ayah berkewajiban memelihara
dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak
bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan
keputusannya sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasaannya sesuai dengan
minat dan bakatnya.

Menimbang: bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat
Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menentapkan bahwa
anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dibawah
hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, meskipun anak-anak
tersebut ditetapkan hak hadhahnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi, namun tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi untuk berkunjung/menjenguk dan membantu,mendidik serta
mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang
Nomor 1141/Pdt.G/2021/ PA.Tnk terhadap Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/
PA.Tnk, hak asuh anak tetap diberikan kepada Tergugat (Ayah). Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tanjung karang menilai bahwa Tergugat (Ayah)
mampu mengasuh dan memelihara anak-ananknya dengan baik.

Perlindungan Hukum yang diberikan Pengadilan Agama Tanjung

karang yaitu berupa pemberian hak asuh anak kepada Tergugat (Ayah) karena



97

Tergugat (Ayah) dinilai selama ini mampu mengasuh, menjaga serta
memelihara anak-anaknya dengan baik daripada Penggugat (Ibunya). Dengan
demikian anak-anak akan merasa aman, nyaman serta dapat tumbuh dan
berkembang dengan secara baik di bawah pengasuhan ayahnya. Hal tersebut
dibuktikan dengan pernyataan kedua anak tersebut pada sidang tertanggal 30
September 2021 sebagai saksi, dalam hal ini anak pertama lahir pada 01 Mei
2007, dan anak kedua yang lahir pada tanggal 08 Maret 2010 yang lebih
memilih tetap tinggal bersama ayahnya.

Meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Tergugat, namun
hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung
dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat sebagai
ibu kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih
sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto
Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.

Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah
perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang
tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak
menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya
seorang anak. Itu semua tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak

diurus oleh orang tuanya. Dalam hal perkawinan, pemeliharaan anak
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dilakukan secara optimal oleh kedua orang tuannya. Demi pertumbuhan anak
yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani atau hak atas
pembiayaan kelangsungan hidup seperti makan, minum, tidur, kebutuhan
keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai oleh orang tuanya,
kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan
diri baik secara tertulis maupun secara lisan.

Bahwa dalam salinan putusan perkara Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk
tanggal 25 September 2017 Mejelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang
Kelas 1A telah memutuskan yaitu “Menetapkan Hak Pengasuhan Anak
Penggugat dan Tergugat” diberikan Kepada Tergugat sebagai Bapak
kandungnya, dan di dalam uraian salinan Putusan hal 42 Majelis menimbang
“Menimbang, bahwa demi kepentingan anak—anak Penggugat Rekonvensi dan
TergugatRekonvensi Majelis Hakim menetapkan bahwa anak-anak Penggugat
Rekonvensi Berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi/Tergugat
Konvensi, meskipun hak asuh anak berada di Termohon, Pemohon juga
memiliki hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta
mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak™.

Adapun Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama
yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 41 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua
orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk

memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak,
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bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat
atau Tergugat);

Penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam
Pasal 105 Ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi
sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : 1). pemeliharaan anak
yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2).
Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Berdasarkan fakta di persidangan, kedua orang anak Penggugat dengan
Tergugat, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang nomor
0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk, tanggal 25 September 2017 ditetapkan kepada
Tergugat sebagai ayah kandungnya dan pada kenyataannya anak-anak dalam
keadaan sehat dan terjamin pendidikannya, dan tidak terbukti Tergugat
menghalang-halangi anak-anak bertemu Penggugat karena anak-anak sendiri
yang tidak mau bertemu dengan ibunya (Penggugat) hal tersebut
membuktikan bahwa selama ini anak-anak telah dirawat dengan baik oleh
Ayahnya.

Dalam persidangan tersebut gugatan Penggugat telah dinyatakan
ditolak, demi kepentingan dan kebaikan anak-anak Majelis Hakim tetap
menetapkan hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap
berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya sebagaimana
telah berjalan selama ini dari sejak terjadinya perceraian antara Penggugat

dengan Tergugat.
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Bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) kepada Tergugat
(Ayah), namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk tetap
bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan
Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta
mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam
Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut diatas
maka Peneliti pahami bahwa Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh
lembaga peradilan dimana Majelis Hakim tetap menetapkan hak asuh anak
kepada tergugat (Ayah) karena Majelis Hakim memandang hal tersebut demi
kepentingan dan kebaikan anak-anak. Selain itu hak asuh anak diberikah
kepada ayah kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak
terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian
anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa mendapatkan kasih sayang dari
Tergugat (Ayah).

Maka dengan demikian peneliti sependapat dengan Putusan yang
dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, dimana Pengadilan Agama
Tanjungkarang memutuskan bahwa pemeliharaan anak tetap jatuh kepada
Tergugat (Ayah) kandungnya bukan kepada Penggugat (lbu) kandungnya.

Karena selama ini ayah dinilai lebih mampu untuk mengurus kedua anak
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tersebut, dan berdasarkan pernyataan anak yang juga turut mengemukakan hak
berpendapatnya dengan dijadikan saksi oleh majelis hakim yang dalam hal ini
selama anak dirawat oleh ayahnya anak merasa lebih aman dan nyaman

berada dalam asuhan ayahnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa
Tidak selamanya hak hadhanah anak yang belum mumayiz itu jatuh kepada
ibu, ayah pun berhak dan mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-
syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan
anak dan sebagainya. seperti dalam putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk
Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memberikan perlindungan hukum
yaitu dengan memberikan Hak asuh anak yang belum mumayiz kepada
Ayahnya dikarenkan Ibu anak tersebut dirasa tidak mampu mengurus dan
memperhatikan tumbuh kembang anak dikarenakan sibuk dengan
pekerjaanya.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk tentang
permohonan pencabutan hak asuh anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tanjung Karang memberikan Perlindungan hukum yaitu tetap memberikan
hak asuh anak kepada ayah dengan pertimbangan mengedepankan
kepentingan terbaik bagi anak, karena Tergugat (Ayah) dalam hal ini setelah
putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang berkekuatan hukum tetap
mampu memelihara dan merawat (Jasmani dan Rohani) anak dengan baik

pasca terjadinya perceraian.
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B. Saran
Hakim dalam memberikan putusan perkara hak asuh anak harus hati-
hati dan cermat. Hakim harus benar-benar memperhatikan kepentingan
terbaik untuk anak agar anak mampu tumbuh dan berkembang jasmani

maupun rohaninya secara baik.
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~ PUTUSAN
Nomor 0434/Pdt. G/2017/PA. Tnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tetentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim tefah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan
oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT. Bank
Rakyat Indonesia Tbk, bertempat tinggal di Kecamatan Kemiling Kota
Bandar Lampung, dalam hal ini didampingi dan atau diwakili Kuasa
Hukumnya Kusaeri, S.H., Irham Rubian Taur, SH., M.H., Rama
Sandi, S.H, dan Noprizal Sandi Irawan, SH., M.H. Advokat,
berkedudukan di Pusat Bantuan Hukum Syariah Lampung beralamat
di JI. tkan Kiter No 94 Teluk Betung - Bandar Lampung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor @ 019/SK/A/PBHS/IVI2017 tanggal 03
April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanjungkarang dengan Register Nomor © 75/Kuasa/2017/PA. Tnk
tanggal 07 April 2017, disebut Penggugat KonvensiTergugat
Rekonvensi;

LAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Istam, pekerjaan Pegawar Swasta, tempat
tinggal di Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, dalam hal ini
didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya Yulia Yusniar, SH.,
MH,, AdvokaUPengacara dan Pepasehal Hukum pada Kanfor
Advokat dan Konsultan Hukum Yulla Yusniar, SH., MH, & Rekan
yang berkanior di Ruko Blok A No. 43 JI. Imam Bonjol Perum Cluster
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Citra Mas BKP Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor @ 021/SK/BDL/VI2017 tanggal 23 Mei 2017 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadian Agama Tanjungkarang dengan
Register Nomor ;| 111/Kuasa/2017/PA.Tnk tanggal 24 Mei 2017,
disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempetajan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta memeriksa bukt-bukt
di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sural gugatannya tertanggal

04 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadian Agama
Tanjungkarang Register Nomor 0434/Pdi.G/2017/PA.Tnk tanggal 07 April 2017,
telah mengalami perbaikan sebagai berikut :

1. Bahwa, pad hari minggu tanggal 6 Agustus 2006, Penggugat dan

Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan didaftarkan di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang telah

tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor ; 273/08/VIIU0S ;

2. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah

dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu © SAKSI Idan SAKSI liserta tinggal

bersama di Kec. Kemiling, Bandar Lampung,

3. Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun perkawinan tersebut,

hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugal beralan dengan tidak

harmonis, namun Penggugat masih dapat menjaga keutuhan perkawinan

tersebut ;

4. Bahwa, selama perkawinan Penggugat telah melakukan kewajibanya

sebagai seorang istri yang baik dan penuh tangqung jawab terhadap suani

dan anak anaknya;

5. Bahwa, selama perkawinan Penggugat menjadi tulang punggung

keluarga dengan bekerja sebagal pegawai PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk ;
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6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terutama menyangkut
masalah ekonomi dan keluarga, selain itu juga Tergugat tidak pernah
memberi nafkah kepada Penggugal dimana Penggugat harus membiayai
kebutuhan hidupnya sendin besena anak-anaknya dan puncaknya teradi
pada bulan Januati 2017 dimana Tergugat mengancam untuk memisahkan
atau memutuskan hubungan antara anak-anaknya dengan ibunya;

7. Bahwa, Tergugat mengancam akan memutuskan hubungan suami istri
dengan Penggugat tanpa adanya proses perceraian resmi baik secara
Agama maupun Hukum negara lermasuk juga kejetasan tethadap setatus
Penggugat sebagai istri;

8. Bahwa, keadaan demikian adalah diantara afasan bagi Penggugat uniuk
mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, mengingat bahwa
rumah tangga yang dijalin oleh Penggugat dan Tergugat tidak menunjukan
adanya hubungan suami istri yang balk dan harmonis sebagai mana
layaknya kehidupan rumah tangga yang duamanakan oleh undang undang
maupun Agama;

9. Bahwa, selama masa perkawinan sampai dengan saat ini, Penggugat
memifiki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anak
anaknya dan mampu meéngasuh anak-anaknya yakni SAKSI Idan SAKSI
lisampai nanti mereka dewasa atau cakap secara hukum;

10. Bahwa, perbuatan Tergugat dan kondist kehidupan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas
cukup kiranya menjadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat
selaku suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun Sebagai suami istri. Hal
Ini sebagai mana dan dialur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tenang Perkawinan Jo. Pasal 19 Hurul (f) Pecalwran Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. Tahtn 1974;

Halaman 3 dan 44 Halaman_Putusan Nomor 0434/Pd G201 T1PA Tk

Dadwowe
Naprduraar Manaarat Agieg Ropuds (NDothe MAAVISND WV A Srnh Sorratlamhas ORa) J ot AN S00 @00t Minte Sehun aam et MaN #108 Aguing WA 0ut Jalydet Dulh Pasaeat i i A Sl
B L L e e T T R TR

Ovav vl dnn (o] "y £ER M0 00 Fah PISTLE G SN B RER SRS AL WAl TanE A AD 10500 NING A Ear IUEey MIRIRTAN Lty Rl medid 3
Fmal Mpentermn) rentam sty e Ty S50 20eE e 0 “a’b”m




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami ist”;

Pasal 19 hutuf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan
() amara suami dan istri terus meneros terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga;,

11 Bahwa, berdasarkan alasan alasan dan fakia-fakta hukum
tersebut diatas, maka sangat adil dan mendasar Pengadilan Negeri Agama
kelas 1A Tanjung Karang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat sebagai mana dimaksud dalam akta perkawinan No.
273/08NIIV06 putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalii diatas, Pepggugat mohen agar Ketua
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Cq Majelis Hakim uniuk
memeriksa dan mengadik Perkara inl, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amar putusanya sebagai berikut |

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sefuruhnya;

2. Menyatakan perkavinan antara Penggugat dengan Tergugal putus

karena perceraian,

3. Menetapkan demi hukum Penggugat untuk menanggung biaya hidup

dan hak asub (biaya pendidikan, dan perawatan kesehatan) atas kedua

anaknya yakni SAKSI Idan SAKS! llsampai nanti mereka dewasa;

4. Menghukum Terguggat untuk membayar seluruh biaya perkara,

Atau

Apabila Pengaditan Agama kelas 1A Tanjung Karang menjatuhkan putusan lain,
mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan
(ex aequo et bono),
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Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat dan atau diwakili
Kuasa Hukumnya datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim baik di dalam persidangan telah berusaha
mendamaikan dengan memberikan nasehal kepada Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk berceral, sesual
ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, maupun di luar persidangan melalui prosedur mediasi
dengan  Mediator Drs. Wasyhudi, M.Hum Hakim Pengaddan Agama
Tanjungkarang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasi;

Bahwa, pada persidangan tanggal 29 Mei 2017 gugatan Penggugat
tersebut dibacakan yang isinya telah mengalami perbaikan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugatl telah mengajukan
jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juni 2017 yang isinya sebagai berikut |
DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan cerai Penggugat tanggal 4 April 2017 dengan Nomor perkara :
0434/Pdt. G/2017/PA.Ink tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan cerai
yang OBSCUR LIBEL (Kabur) hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai
berikut :
1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tempat tinggal di
Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dimana alamat sama dengan
Tergugat sedangkan Penggugat tidak tinggal lagi serumah sejak tanggal
22 Maret 2017 , Penggugat tidak tinggal lagi di alamat tersebut karena telah
pergi meninggalkan Tergugal dan anak-anak lanpa seizin dan
sepengetahuan Tergugat, hal ini berarti pada saat gugatan diajukan tangga
4 April 2017 Penggugat tidak bertempat tinggal dialamat tersebut dalam
Qugatan,
2. Bahwa Gugatan cerai yang diajukan Penggugat dalam Posita yang
menjadi alasan Perceraian tidak dilandasi Posita yang tegas dan alasan
perceraian yang diajukan oleh Penggugal sangal sumir sekali yaitu
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masalah ekonomi 2 maksudnya ekonomi yang bagamana? Apakah
kekurangan atau keiebihan dan juga nafkah maksud tidak jelas natkah lahir
atau naftkah bathin dan keluarga maksudnya keluarga stapa dan apa
permasalahannya Sangat tidak jelas oleh karena itu tidak jelasnya alasan-
alasan Perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 PP No.9
Tahun 1975 Jo Penjelasan Pasal 39 UU No.l Tahun 1974, sehingga
gugatan ceral yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai
Obscur Libel;

3. Bahwa gugatan cerai Penggugat diajukan dengan alasan yang tdak
jelas karena Penggugat mendalilkan Percekcokan secara Terus menerus
sefama lebih kurang 10 ahun tetapi tidak jefas dimulai sejak kapan dan
Penggugat mendalikan bahwa Tergugat tidak memberkan nafkah sama
sekali  sedangkan dalam gugatan jelas Penggugat mendalitkan Tergugat
mempunyai pekerjaan Pegawal Swasta hal yang tidak masuk akal selama
lebih kurang 10 tahun Tergugat dinyatakan tidak pernah memberikan
nafkah sama sekali;

Bahwa ketidak jelasan gugatan ceral semangkin tidak terang permasalahan
dimana Penggugat mendalilkan dalam posita 6 * puncak percekcokan
terjadi  bulan Januari 2017 dimana Tergugat mengancam untuk
memisahkan atau memutuskan hubungan antara anak-anaknya dengan
lbunya *. Hal ini jelas sekall apa persoalannya sehingga Tergugat
mengancam sedangkan Penggugal tdak mendalilkan adanya perselsiihan
karena apa ? sehingga membual Tergugal tidak mengerti dalil-dalil
Penggugat b;

4. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonseia atau S.E.M.A No.3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 ditentukan “
Bahwa orang yang menyebabkan timbulnya percekcokan dan pertengkaran
| perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan Gugatan Perceraian
berdasar atau alasan telah imbul percekcokarn terus menerus aniara suami
isteri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf *f | Peraturan
Pemenntah No.9 Tahun 1975, sehingga gugatan cerai Penggugal harus
dinyatakan ditolak;
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" Putusan MA RI No.237 K/IAG/1995 tangal 30 A gustus 1996 | Perceraian
tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhij alasan-alasan sebagaimana
ditentukan dalam pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 *;

5. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugal mengenai Hak Asuh anak tidak
jelas karena tanpa didasarkan posita yang jelas dan alasan hukum yang
kuat yang mendasaskan Penggugal mengajukan Gugatan Hadhonah
karena tanpa menguraikan :
- identitas lengkap anak yaitu jenis kelamin, dan tempat tanggal
lahir anak karena untuk melihat apakah anak masih belum mumayiz atau
sudah mumayiz, dan sekarang anak tinggal dengan stapa ?
- Tujuan dan keinginan Penggugal dalam menutul Hak asuh anak.
tidak mengambarkan keadaan anak-anak selama berada dengan
Penggugat dan Tergugat;
karena tanpa Posita yang jelas maka petitum gugatan Penggugal angka 3
haruslah ditolak;

Bahwa dengan demikian nyata terbukti gugatan Penggugat tidak jelas da kabur
(obscuur kibiels) dengan demikian maka sangat berdasar apabifa qugatan cerai
Pnggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat/Penggugatl Rekonvensi
mohon kepada ngelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk
dapat :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Gugatan Penggugal tidak jelas dan kabur (obscur fibels):

3. Menyatakan gugatan Pengguaq! tidakdapat diterima;

DALAM KONVENSI:
1. Bahwa dalil-dail dalam eksepsi merupakan bagian yang tdak
terpisahkan dalam Konvensi dan merupakan satu kesatuan;

Halaman 7 dar 44 Halaman_Putusan Nomot 0434/PA. G201 TIPA Tk

Secame

Cop o her ant Marheasdd Apumg Mot WIRARSS (LIRS <P 1ut 4o BA Sanar Vit PO Fval Sabt) 50 Wbt 00w 8] b ) i A0 Aas it s MTAPe Av it Aty AN SOURA AITh LTI b mt s fat A L

D i L T L L L L R L
THwt N AN Tt AT TR LSRR IVEITIAE (NG B L] A R Y M AT JeRT AN A TA Jel b ded e TARA NATER GG MR FAR e WARarer AT K reals

Eme Magwivrser @ redieneagey poad  Tup 2013041008 v B Halsman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dall Pengqugat
Konvensi dalam Gugatan cerai dalam Konvensi kecuali yang diakui dengan
tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi dalam jawaban konvensi ini;
3. Bahwa benar dalil Penggugat dalam posita nomor 1 antara Tergugat dan
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan didaftarkan di Kantor
urusan agama Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung yang teruang
dalam Kutipan Akla Nikah Nomor : 273/08/VIINO6 bukan Akta Perkawinan
karena untuk agama islam tercatat datam Kutipan Akta Nikah kalau agama
selain islam nama Akta perkawinan;

4. Bahwa benar dalil Penggugat dalam posita nomor 2 telah dikarunia 2
(dua) orang anak, tetapi nama anak kedua adalah salah yang benar

bernama :
1 ANAK KE |
2. ANAK KE II;

Bahwa kedua anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan
Tergugat dialamat Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Propinsi
Lampung dan tidak bersama dengan Penggugal karena Penggugat pergi
dari rumah meninggakan anak-anak sejak tanggal 22 Maret 2017
sampal dengan sekarang;

5. Bahwa dall gugatan Penggugat posita nomor 3 adalah tidak benar,
selama perkawinan 10 tahun lebih 10 bulan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat selaly harmonis dan tidak pemah ada perselsihan dan
pertengkaran terbukti selama pernikahan tefah lahir 2 dua orang anak tahun
2007 dan tahun 2010 dan jika benar ada perselisihan secara menerus
selama 10 tahun mengapa adanya fahir kedua orang anak buah cinta
ikatan hubungan suami isteri. Dalil Penggugat sangat tidak jelas ketidak
harmonisan dalam rumah tangga secara terus menems selama 10 @hun
artinya selama itu terus terjadi percekcokan karena apa dan penyebabnya
apa, karena Tergugat merasa rumah tangga ftidak pernah adanya
permasalahan;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poista 4 dan S dimana
Penggugat sebagal isten tdak melaksanakan kewajiban dengan baik
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karena Pengguga! sibuk bekerja dari pagi sampal dengan malam hari,
tetapi hal rtersebut tidak pemah ada pemasalahan karena amara
Penggugat dan Tergugat sudah saling pengertian, Penggugat menyatakan
sebagal wlang pungoung keluarga adalah tidak benar karena sejak
menikah Tegugat sudah mempunyai pekefjaan di AUTO 2000 dan sekarang
mempunyal usaha Dekorasi (EO) dan jika Penggugat mendalitkan seperti
itu sifakan Penggugat buktikan.

“Yurisfrudensi Mahakamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal
15 April 1972 * Siapa yang membuktkan sesuatu haruslah, membuktikan
daliinya®;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi posita nomor 6 adalah tidak
benar, dalam hal ini Tergugat keberatan dan menolaknya karena setahu
Tergugat rumah tanggga Penggugal dan Tergugat idak ada pertengkaran
ataupun perselisihan secara terus menerus, Penggugat mendalikan
masalah ekonomi dan kefuarga hal ini sangat tidak jelas masalah ekonomi
yang bagaimana ? karena Terugat sebagai suami yang mengetahui betul
tentang kewajiban suami dalam rumah tangga dan selama ini Tergugat
selalu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan sebagai ayah, Tergugat
telah memenuhi semua kebutuhan keluarga, kebutubhan tempat tinggal,
kebutuhan pokok, kebutuhan pendidikan anak dan lain-lain, Tergugat
sebagai suami paham betul kedudukan suami-isteri dalam ruamh tangga
dan selama ini tidak pernah ada perscalan;

8. Bahwa sangat tidak benar Penggugat berdalih didatam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat selalu ada perslisihan dan pertengkaran yang
yang terus menerus karena masalah kefuarga dalam hal sangat tidak jefas
masalah keluarga yang bagaimana dan keluarga siapa hal ini tidak
Penggugat urakan, sangal jelas sekali sebenamya tidak ada permasalahan
yanq terjadi datam rumah tangga, karena selama ini Tergugat hidup dengan
Penggugat dan anak-anak didalam rumahn tangga ﬂdali'pemah bertengkar,
tidak pernah ada perselisihan suaw apapun, hidup damai dan harmonis,
oleh karenanya dengan adanya gugatan int adalah dasl-dalil yang rekayasa
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dan harus Pengguaat buktkan dan pertanggungjawabkan didalam
persidangan sepertinga Penggugat mempunyai kepentingan hukum sendiri;
Bahwa sefama ini keluarga Tergugat dengan Penggugat sangat sayang dan
tidak pernah adanya perselishan atau pertengkaran dan juga selama ini
Penggugat sangat dekat dengan keluarga Tergugat dan orang tua Tergugat
selama ini eluarga tergugat yang selalu ikut mebantu menjaga, mengasuh
dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat dalam posiita 6 dan 7 dalam gugatannya mengatakan
Tergugat ingin mengancam memutuskan hubungan suami isteri bahkan
mengancam memutuskan hubungan anak dengan ibunya, lagi -fagi dalil ini
adalah suatu kebohongan besar dan tidak pemah ada, karena Tergugat
lidak pernah merasa mengatakan hal seperti itu, dari dalil Penggugat
sangat tidak jelas, apa penyebab permasalahan sampai  Tergugat
mengancam dan berkata seperti itu, hal ini jelas Penggugatl tidak
menguraikan karepa faklanya benar tidak ada persoalan yang membuat
rumah tangga terjadinya perselisihan dan silakan Penggugat buktikan dalil
ini, dan jika tidak dapat membuktikan Tegugat mohon kepada majelis hakim
untuk menolak gugatan Penggugat;

10. Bahwa Pengqugat mendalilkan bahwa Tergugat memutuskan
hubunagn suami isteri tanpa adanya proses resmi baik agama maupun
hukum, datam hal ini Tergugat juga bingung karena Tergugat tidak pemah
merasakan memutuskan hubungan suami isteri ataupun mengatakan cerai
atau pisah , bukan sebaiknya ini adalah keinginan Penggugat sendir
karena setahu Tergugat saat Penggugat tanggal 22 Maret 2017 jam 08.60
seperti blasa Penggugat berpamitan untuk pergt bekerja dan Tegugat
mengizinkan, dan sekira jam 10.00 Wib Penggugat menelpon Tergugat
menanyakan kunci rumah dimana karena Penggugat ingin masuk kerumah
untuk mengambil map yang ketinggalan selanjutnya Tergugat menjawab
kunci rumah ada dwumah orang tua diatas, dan selanjutnya tidak ada
masalah dan Tergugat tahunya Penggugat kerja, dan pada malam harinya
Pengugat tidak pulang dan Tegugal menelpon Penggugat dan dijawab
Penggugat sedang dirumah kakaknya selanjuinya sampai sekarang
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Penggugat tidak pulang dan Tergugat tidak mengerti ada persoalan apa
karena Tergugat merasa .tiak permaha adanya persefisthan;

11, Bahwa dall Penggugat nomor 8 dalam posita gugatan dalam hal
ini Tergugat beratan karena alasan perceratan yang diajukan oleh
Pengqugal tidak jelas permasalahan yang tedadi dan dalam hal ini stakan
Penggugat buktikan dengan adanya saksi yang melihat dan mengetahui
apakah benar adanya perselishan dan pertengkaran, jka tdak dapat
dibukiikan maka gugatan harus ditolak karena alasan perceraian tidak
dapat dibuktikan,

“ Puusan MA RI No.237 K/IAG/1995 1angal 30 A gustus 1996 : Perceraian
tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana
ditentukan dalam pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 ",

12. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 9 menvatakan bahwa
Penggugat mempunyal oenghastlan  yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan anak dan mampu mengasuh kedua orang anak, dalam hal ini
Tergugat keberatan dan tidak setuju jika anak-anak diasuh oleh Penggugat
karena selama ini Penggugat seliap hari pergi pagi pulang sore menjelag
magrib dan pergi lagl ketoko, sehingga praltis Penggugst tidak ada waki
untuk mempethatikan anak-anak dan justrl sebenarmya Tergugatlah yang
lebih memperhatikan, merawatl anak-anak, mendidik ilmu agama istam,
mengajak sohlat lima waktu ke masjid, mencankan sekolah dan membiayai,
serta mengantar dan menjemput sekolah;

Bahwa karena kesibukan Penggugat yang tidak ada waktu untuk anak-anak
sedangkan anak-anak butuh perhatian kasih sayang bukan hanya materi
dan lu tidak pemah didapat dar Penggugatl dan terbukii Penggugat tega
meninggalkan anak-anak disaat anak-anak memeriukan bimbingan, jika
benar Penggugal seorang ibu tdak mungkin meningalkan anak-anak
hanya untuk kepentingan sendiri;

Bahwa sangat jelas fakwa yang ada Penggugat pergi meninggalkan anak-

anak tanpa pamit atau izin da tlidak jelas apa permasalahannya sampai
dengan sekarang. Anak-anak selama ini sangat dekat dengan Tergugat dan
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Tergugat demi anak-anak agal cukup perhatian dan kasih sayang berani
keluar dari kerdaan di AUTO 200 dan lebih memilih membuka usaha sendiri
dirumah berupa dekerasi denagn tujuan agar dapat memperhatikan dan
menjaga serta merawat anak-anak dan selama anak-anak ditinggalkan
siapa yang memberi makan, memandkan, menjaga tidur, membersihikan
pakaian, menytapkan pakaian, mengambil lapor dan selama ditinggalkan
Penggugat anak-anak tidak menangis ataupun murung dan anak-anak
sehal dan telap gembira karena anak-anak terbiasa tidak ada ibunya
karena ibunya sangat sibuk dan tidak ada waktu dari kecil sampai dengan
sekarang;

13. Bahwa untuk dali Penggugat nomor 10 dan 11 maka lakia
persidangan yang dapat kita lihat siapa yang dapat membuktikan,

14, Bahwa yang pasti Tergugat masih sangal mencintai dan
menyayangi Penggugat dan Tergugat betharap Penggugat bisa lebih
berkonsentrasi atau beroerintasi pada keluarga uniuk mendapatkan
keluarga yang saknah mawadah dan rahmah dan Penggugat dan Tergugat
untuk sama sama melakukan perenungan dan intropeksi diri untuk
melanjutkan perjalanan membina dini dan anak-anak secara bersama-sana
dan berharap mendapat ridho dan Alllah yang pengasih dan penyayang;

DALAM REKONVENSI :
Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dengan ini mengajukan
Gugatan Rekonvensi kepada Tergugal Rekonvens (Penggugal Konvenst)
dengan dasar-dan dalil-dall sebagai berikut :
1. Bahwa dalil-dakl Penggugat RekonvensiTergugat Konvensi dalam
Eksepsi, jawaban dalam Konvensi dianggap diulangi dan merupakan satu
kesatuan yang lidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvenst dengan  Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (elah
dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAKKE
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2 ANAK KE II;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini sangat dekat dengan anak-
anak, dan selalu memperhatikan dan sayang sekali dengan anak-anak, dan
selama ini Penggugat Rekonvensi berprilaku baik, tidak pernah sedikitpun
Penggugatl Rekonvensi menyakiti anak-anak, dengan berbagai cara
Penggugat Rekonvensi menyempatkan diri untwk pulang melihat anak-
anak, sehingga apapun kesukaan anak-anak dan kebiasaan sehan-han
Penggugat Rekonvensi sangal tahu bepar, tidak seperti Tergugat
Rekonvensi yang tidak ada wakiu sama sekal bersama dengan anak-anak,
sehingga anak-anak sangat jauh dan tidak dekat, terbukti disaar Tergugat
Rekonvensl pergi meninggalkan anak-anak, dimana anak-anak tidak
merasa kehitangan ibunya dan sama sekall tdak menanyakan ibunya dan
anak-anak tetap sehal, lincah, ceria dan tidak kurang suatu apapun dan
sekolah seperti biasa;
4. Bahwa sejak  Tergugat RekonvensifPenggugal  Konvensi pergi
meninggalkan kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan tergugat
rekonvensi dan anak-anak tersebut dan sampai dengan sekarang dimana
Tergugat Rekonvensi tidak pernah mekhat ataupun menanyakan keadaan
anak-anaknya,
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi meinginginkan anak yang bernama :

1. ANAK KE |, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007,

2 ANAK KE 11, lak-iaki lahir tangal 08 Maret 2010;
untuk diasuh, dirawat dan tinggal bessama dengan Penggugat Rekonvensi
sampai anak tersebut dewasa dan mandin, sedangkan Tergugat
Rekonvensi tidak peduli, kurang perhatian, dan tidak ada wakiu untuk anak-
anak karena Tergugat Rekonvensi bekerja dari pagi sampai matam hari
sedangkan Penggugat rekonvensi mampu untuk memperhatikan anak-
anak karena Penggugatl Rekonvensi bekerja mempunyai usaha sendr
dirumah yang lebih banyak waktu bersama anak-anak sefain itu Penggugat
Rekonvensi mampu memenuhi kebutuhan anak-anak baik sandang,
pangan, pendidikan sekolah karena Penggugat Rekonvensi mempunyai
pekerjaan sebagal usaha dekorasi dan juga Penggugat Rekonvensi
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beragama Islam dan mempunyal ahiak yang baik dan selalu sayang,
perhatian dan sangat peduli dengan masa depan anak-anak dan selama
bersama dengan Penggugat Rekonvensi anak-anak sangat nyaman dan
sehat jasmani dan rohani dan wmbuh berkembang menjadi anak yang
pintar dan cerdas dan dapat bergaul dengan lingkungan, ‘atas dasar inilah
Penggugat Rekonvensi menginginkan anak-anak yang bernama :

1.  ANAK KE |, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007;

2. ANAK KE 11, lak-1aki lahir tangal 08 Maret 2010;
mohon kepada Majels Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam
Perkara Nomor @ 0434/PduG/2017/PATnk untuk menelapkan Hak
Pengasuhan dan Perawatan sena tinggal bersama dengan Penggugat
Rekonvensi/Tergugat  Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan
mandiri;

Selain alasan-alasan tersebut diatas mohon juga dipertimbangkan
Psycologis anak dan kenyamana Anak dan kepentingan anak-anak karena
selama ini anak-anak tingal bersama dengan Penggugatl Rekonvensi sejak
Tergugat Rekonvensi pergl dari rumah sekira bulan Maret 2017 sampai
dengan sekarang dimana anak-anak merasa nyaman, tenang, gembira
sehat jasmani dan rohani dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian
yang penuh dan Penggugat Rekonvensi, dan jka putusan hakim
menyatakan anak ditelapkan kepada Tergugat Rekonvensi maka akan
menimbulkan dampak kegoncangan kejiwaan terhadap din anak-anak
yang telah bahagia dan nyaman ftinggal bersama dengan Penggugat
Rekonvenst,

Sebagaimana Yurisfrudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 Juli 2005
nomor 355 K/AG/2004 * Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat
sudah lama dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkan
kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugal, maka Hak
pemeliharaan anak demi kepntingan anak diserahkan kepada Tergugat
dengan ketentuan tidak menghalangl Penggugat uniuk  bertemu dan
berkomunikasi dengan anak tersebu”.
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Bahwa dari seluruh uraian dan penjelasan diatas, mohon kiranya kepada
Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pengadilan Agama Kelas |A Tanjung
Karang dalam Perkara Nomor @ 0434PdiG/2017/PA.Tnk yang Tergugat
KonvensiPenggugat Rekonvensi  hormati berkenan memberikan putusan
sebagai berikul :
PRIMER !
DALAM EKSEPSI :
1. Menerima Eksepsi Tergugat,
2. Menyatakan Gugalan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libels);
3. Menyatakan gugatan Pengguaqt tidakdapat diterima;
DALAM KONPENSI :
1. Menerima dan mengabulkan jawaban yang diajukan Tergugat Konvensi
untuk sefuruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dalam Konvensi,
DALAM REKONPENS! :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan
Penggugar Rekonpensi untuk seluruhnya,
2. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Perawatan anak-anak yang
bemama
1. ANAKKE |, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007;
2. ANAKKE |1, lak-laki fahir tangal 08 Maret 2010,
Kepada Penggugal Rekonvensi sampal anak tersebut dewasa dan
mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat  Konpensi untuk  membayar
segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara inl berpendapat lain mohon
Putusan yang seadil-adilnya,
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Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan

replik secara tenulis tertanggal 10 Juli 2017 yang isinya sebagai berikut

Dalam Eksepsi :
1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas seluruh dakil-dalil dalam
eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam fawabannya, kecuali
jika ada kebenaran yang diakui kebenarannya secara tegas oleh
Penggugat, serta mohon replik inl dijadikan sat kesatuan yang utuh
dengan dalil-daifil gugatan terdahulu,
2. Bahwa Penggugat menolak uraian dali Tergugat tentang Obscur Libel
pada point (1) sampai {4) karena menurut hemat Penggugat dalil-dalil yang
dimaksud sudah masuk dalam permasalahan pokok perkara, seperti halnya
dengan alamat yang tertera pada Penggugat dengan Tergugat masih sama
dengan dokumen kependudukan, sehingga secara yuridis formiil tetap
ditulis dengan alamat yang sama, karena belum adanya perubahan
diantara alamat kedua belah pihak terhitung gugatan dalam perkara a quo
diajukan, namun secara yuridis materil aniara pthak Penggugat dengan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang saat sekarang Penggugat
bertempal tinggal Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung terhitung tanggal
23 Marel 2017,
3. Bahwa sedangkan mengenai yang lainnya mengenai Tergugal tidak
pemah memberikan nafkah dan Hak Asuh Anak (Hadhonah) akan
disampaikan pada uraian pokok perkara dan intinya semua dali-dafl
eksepsi yang ada telah masuk dalam pokok sehingga tanpa mengurangi
rasa hormat Penggugat, mohon Kepada Yth, Kewa dan Anggota Majelis
Hakim yang mulia untuk menolak semua dali-dalil eksepsi dari Tergugat
untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :
1. Bahwa Penggugal secara prinsip masih berpegang secara kual alas
dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan dan ajukan pada gugatan
Penggugat terdahulu dan mohon untuk menjadi satu kesatan utuh dengan
replik ini;
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2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas seluruh dalif-dalil
jawaban Tergugat, kecuali jika ada kebenarannya secara legas oleh
Penggugat,

3. Bahwa Penggugat menolak atas seluruh uraian dalil-dall Tergugat dari
point (1) sampai dengan puint (12) karena atas permasalah Penggugat dari
rumah yang beralamat Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung ke rumah
keluarga besar Pengqugat di Kec, Sukarame Kota Bandar Lampung,
terhitung tanggal 23 Maret 2017 sampai saal sekarang yang disebabkan
karena memang percekcokan dan pertengkaran terus menerus antara
Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi
hidup satu rumah dengan Tergugat,

4. Bahwa inti pokok permasalahan atas pertengkaran yang ada antara
Penggugat dengan Terqugat berawal dari pola pikir yang berbeda antara
Penggugat dengan Tergugat yang sementara Tergugat fidak memahami
status Penggugat yang merupakan pekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia
Tbk yang sebelim menikah dengan Tergugat, Penggugatl sudah bekerja
ditempat tersebut serta setelah menikah masih melanjutkannya sampai
sekarang, dan hasil darl pekerfaan Penggugat untuk menambah kebutuhan
ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugatl selaky
suami,

5. Bahwa bahkan Tergugat pernah meminta supaya Penggugat uniuk
berhenti bekerja tapi Penggugat karena meiihat Tergugat penghasilannya
belum cukup, namun temyata Tergugatiah yang berhenti bekerja dan
pegawai di Show Room Auto 2000 dengan membuka Usaha Dekorasi (EQ)
dengan penghasian yang belum mencukupi keluarga;

6. Bahwa intinya Tergugat menghendaki jka Penggugal cukup uniuk
menjadi ibu rumah tangga yang hanya berdiam diri saja dirumah uniuk
menenma apa adanya dan awal pemikiran inilah senantiasa pertengkaran
terjadi dan komunikasi kadang terjadi miskomunikasi, percekcokanlah yang
terjadi sampai tidak teqadi kerukunan antara keduanya,

7. Bahwa cukup kiranya menjadi alasan bahwa antara Penggugatl dan
Tergugat selaku suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Halaman 17 dan 44 Halaman_Pususan Nomor (434/PQ.GI2017/PA Tnk

[

Faoarivcanr Waranstan Aqung Fopihss Tunesd BRGNS ATEN 1Uks S ONCATIAAALT ARV KD 20ING A¥) £85 3 A1 MLBER Tertul I TN Mat SN I AZArg STAE MAran JuIE IDTUANTY (30 B rtatdte
FEANIITARY LTGE P AN NATLT ERaT VA N LR ST R AT IR T A 8 W S MRS ST BETES £ Semhrat t TR (A A AR N NS SRR M AT PR RA £ MY e aeats

e AD1 AAKD Spre i (O P AOROD S PAG) WO DS ALY (N MR ATES PG PRIty B BEE ST D0kt Wededn S1A00 NOR Segett Nalurtys Kokt teenbt WaREpeof Agusy £ meii iy 17
Dol bep s herabnrardamanoguiyg g W Tun G71.004 2060 copr 10 Hataman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, Hal inl sebagaimana dan diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan ;

Pasal 39 ayal (2) Undang-Undang No, Tahun 1974;

"untuk mefakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan -

() antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun datam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-laklia hukum tersebut
diatas, maka sangal adil dan mendasar Pengaditan Negeri Agama Kelas IA
Tanjung Karang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana dimaksud dalam akta perkawinan No. 273/08VII06 putus
karena perceralan;

9. Bahwa karena selalu ada upaya memisahkan antara Penggugat dengan
anak-anak, maka dalam hal ini pula Penggugat mohon Hak Asuh Anak
untuk diserahkan kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi :
1. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara pnsip mash berpegang secara kuat
atas dalil-dalil dalam Konvensi diatas yang telah Tergugat Rekonvensi
uraikan mohon untuk menjadi satu kesatuan utuh dengan dalil Rekonvensi
ini;
2. Bahwa prinsipnya Penggugat Rekonvensi hanya mengelak yang tidak
ada dalil yang konkrit atas gugatan Rekonvensi ini, maka mohon untuk
ditolak  secara seluruhnya atas gugatan Rekonvensi Penggugat
Rekonvensi;

Berdasarkan dali-dalil diatas, mohon Kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :
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1. Menolak Eksepsl Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sefuruhnya,

Dalam Konvensi :
1. Menenima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugal putus
karena perceraian;
3. Menetapkan demi hukum Penggugat untuk menanggung biaya hidup
dan hak asuh (biaya pendidikan dan perawatan kesehatan) atas kedua
anaknya yakni SAKSI ldan ANAK KE llsampai nanti mereka berumah
langga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar blaya seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi :

1. Menoiak gugatan Penggugat Rekonvens untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya selurub

biaya perkara,

Apabila Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang menjatuhkan putusan lain,
mohon putisan yang bijaksana dan seadié-adilnya menurut hukum dan kead#an
(ex aequa et bono);

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugal telah menyampakan

dupliknya secara tertulis tertanggal 24 Juli 2017 yang isinya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI| :
Bahwa terhadap Replik Penggugat dalam bantahan terhadap Eksepsi Terqugat
point 1,2 dan 3 maka dalam hal ini Tergugat menolak secara kesefuruhan dan
Tergugat tetap pada dalil Eksepsi yang telah Tergugat sampakan dalam
Jawaban Eksepsi secara keseluruhan dan Tergugat mohon kepada Majelis
Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk dapat :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libels);
3. Menyatakan gugatan Pengguagt tidakdapat diterima,
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DALAM KONVENSI :
1. Bahwa  dalit-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tdak
terpisahkan dalam Konvensi dan merupakan satu kesatuan,
2. Bahwa Tergugal Konvensl menolak dengan tegas dalil-dakl Penggugat
Konvensi dalam Repliknya dalam Konvensi kecuall yang diakul dengan
tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi dalam Duplk maupun datam
jawaban konvensi terdahulu;
3. Bahwa dalil Penggugat point 3 dalam hal ini Tergugal menolaknysa
karena tidak ada perselishan ataupun pertengkaran yang terjadi, hal
sangat terlinat sekali Penggugat tidak dapat menjelaskan perselishan dan
perengkaran yang terjadi yang bagaimana silakan Penggugat buktkan
dalam persidangan;
4. Bahwa dalil Penggugat point 4 dan 5 adalah tdak benar, dan alasan
Penggugat yang menyatakan alasa awal persefiishan karena pola fikit yang
berbeda hal ini sangat aneh sekali, dan alasan ini tidak lah sesuai dengan
alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan cerai dengan alasan
Tergugal tidak bertangung jawab penuh, hal ini jelas bahwa Penggugat
bingung untuk mencarn-cari alasan perceraian yang selalu berubah karena
intinya tiak ada persoalan yang tajam dalam kehidupan rumah tangga
Penggugatl dan Tergugal Tergugal awal menkah felah mengetahui
pekerjaan Penggugat dan begitu juga dengan Penggugatl tahu akan
pekerjaan Tergugat dan setelah menikah tidak pemah ada Tergugat
mempersoalkan dan Tergugal cukup mengerti sehingga Tergugat tidak
pemah menghalangi ataupun keberatan jika Penggugat dinas luar
menginap beberapa hari dan tanpa membawa anak-anak, pulang malam
dan hari liburpun Penggugai sibuk dan jarang bersama dengan anak-anak
iupun Tergugal tidak persoalkan, sehingga keadaan sumah tangga btasa
saja dan tidak ada perselishan, yang ada Penggugat sendiri jika pulang
kerfa selalu mengeluh dan atas hal tersebut  Tergugat pernah menasehati
kepada Penggugatl dengan kata-kata® jika kamu capek atau lelah bekerja
karena selalu lembur, pulang malam, stres dengan pekerjaan, jika kamu
mau berhenti bekerja, saya tidak marah dan itu bagus sehingga kamu bisa
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lebih dekat dan banyak waktu dengan anak-anak”™ dari pada pulang kerja
selalu mengeluh® dan cukup saya sebagai suami yang bekerja dan saya
akan memenuhi kebutuhan rumah tangga™ itulah yang selalu Tergugat
nasehati kepada Penggugat;

5. Bahwa dalil Penggugat point 4 sangat tidak sinkron dengan gugatan
cerai Penggugat yang mana dalil Penggugat dalam gugatan cerai posita
point 6 yang mendalikan" bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus membiayai kebutuhan
hidupnya sendifi dan anak-anak, sedangkan dalam repliknya Penggugat
mendafilkan, balwa Penggugat belerja sampai sekarang, dan hasil
pekeraannya  uniuk menambah kebutuhan ekonomi keluarga yang
seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat™,

Jika ditelaah dafl tersebut kata-kata unt untuk menambah kebutuhan
ekonomi keluarga berarti bahwa kebutuhan keluarga tidak hanya
Penggugat yang memenuhi tetapi juga Tergugat karena kalimat untuk
menambah kebutuhan ekonomi keluarga berarti sudah ada kebutuhan dari
Tergugat dan Penggugat hanya menambah, wajar antara suami isteri untuk
saling memenuhi apalagi sama-sama bekerja ini berarti kebutuhan ekonomi
Penggugat hanya menambah kebutuhan yang suidah ada diberikan oleh
Tergugat, sehingga dall penggugat dalam gugatan cerai nya menyatakan
bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi® adalah terbukti tidak benar;

6. Bahwa. dalil Penggugat point 5 adalah tidak benar dan inipun bertolak
belakang dengan dalil Penggugal dalam gugatan cerainya posita point 6
yang mendalilkan bahwa Tergugat tlidak pemah memberi natkah kepada
Penggugal® sedangkan dalam repliknya poin 5 dimana jelas sekali
Penggugat menyatakan " Tergugat penghasilannya belum cukup” hal Ini
berarti Tergugal tetap memberikan nafkah kepada Penggugal dan anak,
tetapi menurut Penggugat tidak cukup. Masatah cukup atau tidak cukup itu
semua tergantung dari Penggugat dalam mengatur keuangan karena
Penggugat terlalu tinggi selera, dan selalu mekhat keatas, contohnya
dengan mengambil kredit kendaraan mebil dan iupun Tergugat sudah
menasehati” jangan ambil kredit nanti tidak mampu untuk membayar, tapi
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Penggugat tetap ingin mengambil dan Penggugat sendiri berjanji yang
membayar dan kebutuhan rumah dan anak-anak Tergugat yang memenubhi,
dan apa yang lerjadi, terakhir sebelum lebaran idul fiti setelah Penggugat
keluar rumah dan membawa kendaraan mobil lersebut ternyata kendaraan
tersebut selama bersama dengan Penggugat lidak dibayar dan Tergugat
mendapat teguran dari leasing dan sebelum kful fitri kendaraan tersebut
diantar Penggugat kerumah Tergugat, selama ini sejak Penggugal pergi
dari rumah bersama meninggalkan anak-anak bersama dengan Tegugal
sejak maret 2017 sampal dengan sekarang semua kebutuhan anak-anak
Tergugal yang memenuhi hai ini jelas bahwa dall Penggugat penuh
kebohongan dan lidak sesuai dengan fakia yang ada sehingga dalil
Penggugat sangat bertolak belakang antara gugatan cerai dengan dalil
dalam repliknya, terbukti sejak berpisah Penggugaipun tidak mampu untuk
membayar angsuran kendaraan mobil karena selama bersama berumah
tangga Tergugatpun ikut membantu untuk membayar angsuran,

7. Bahwa dalil Penggugat point 5 yang menyatakan bahwa Tergugat
pemah meminta Penggugat untuk berhenti bekerfa adalah tidak benar
yang ada karena setap puiang kerja karena sering pulang malam karena
lembur Penggugat Sering mengeluh dan merasa kesal dengan
pekerjaannya dikantor™ atas hal tersebut Tergugal menasehati kalau capek
iya sudah istirahat dulu biar saya yang bekerja dan kamu bisa lebih dekat
dirumah dan mengurus anak-anak” tetapi Penggugat tetap ingin bekerja
Jjadi tidak ada bahwa Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja, Soal
Tergugat berhent bekerja di Show Room Auto 2000 dan membuka usaha
dekorasi dirumah dan bisnis online dengan tujuan Tergugat berfikir lebih
memilih usaha dirumah karena agar dapat mengurus anak-anak sambil
usaha dirumah karena anak-anak semangkin besar dan perlu perhatian
orang tuanya, jka semua sibuk dan jarang dirumah kasihan anak-anak dan
selain itu Tergugat yang biasa mengantar dan menjemput anak-anak
sekolah karena senng [zin dari kantor sehingga tdak enak dikantor
Tergugat, walau hal tersebut tidak dipermasalahkan dikantor karena
mereka semua mengerti bahwa Tergugal dan anak-anak kecil sefalu
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Tergugat yang mengantar dan menjemput sekolah sedangkan Penggugat
karena sibuk kerja sehingga fidak ada wakw untuk anak-anak, Atas dasar
inilah Tergugat berfikir untuk usaha dinsmah agar dapat selalu dekat dan
ada wakiu untuk memperhatikan, mengawasi, member makan anak-anak,
mengajar agama dan menjemput anak-anak sekolah, dan sejak Tergugat
bisnis usaha dekorasi dirumah dan usaha online anak-anak sangat senang
dan semangkin dekal dan terawat dengan Tergugal tidak seperfi
Penggugat yang tidak ada waktu untuk anak-anak karena sibuk dikantor
dan serinng pulang malam dan dinas luar, dan sejak Penggugat keluar
darinrumahy sampai dengan sekarang anak-anak tidak menangis ataupun
murung tapi tetap cera dan gembira, sehat dan tdak kurang suatu apapun
semua kebutuhannya Tergugat yang memenuhi, dan saat lebaran Idul fitri
anak-anak Tergugat bawa untuk menemul Penggugat dan kelyarganya
Penggugat;

8. Bahwa dalil Penggugat point 6 adalah tidak benar, dan wajar seorang
suami menyuruh isterinya untuk dirumah dan lebth mengawasi dan
mengurus anak-anak, itupun jika Penggugat mau karena Penggugat selalu
mengeluh soal pekerjaannya, dan itupun tidak ada permasalahan dalam
rumah tangga dan Tergugatl sangat mengernti atas pekerjaan Penggugat,
awal pemikaha ftidak ada perselisihan dan pertengkaran dan dalil
penggugal yang menyatakan awal persefisihan karena masalah tergugat
menyuruh Penggugal berhenti bekerja adalah tdak benar, Tergugat
menikah dengan Penggugat sangat tahu dan mengen bahwa Penggugat
bekerja dan tahu akan konsukuwensi seorang isteri yang bekerja di bank
dan jika Tergugat tidak mau mengerti mungkin Tergugat tidak akan menikah
dengan Penggugat dan selama pernikahan 10 tahun selama iu tidak ada
persoalan masalah pekerjaan antara Penggugat dan Tergugatl. Dabl
Pengugat mengenai alasan perselisihan dari awal masalah Tergugat
menyuruh Penggugat berhenti bekeria adalah tidak pemah terurai dalam
awal alasan gugalan cerai karena alasan gugatan cerai karena masalah
ekonomi Tergugat tidak pernah menafkahi, hal ini jelas alasan gugatan
cerai Penggugat tidak jelas, sehingga harus ditolak;
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9. Bahwa dalil Penggugat point 7 dalam hal ini Tergugat keberatan karena
jelas bahwa alasan gugatan ceral Penggugal tidak jelas masalah apa
karena antara dall ajasan gugatan cerai dengan replik bertolak belakang
sehingga sangat jelas masalah apa yang menjadi alasan yang di dalilkan
oleh Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan tergugal hal ini
sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonseia atau
S.E.MA No.3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 ditentukan " Bahwa orang
yang menyebabkan timbulnya percekcokan dan pertengkaran /perselisihan
adalah tidak mungkin mengajukan Gugatan Perceraian berdasar atau
alasan telah tmbul percekcokan terus menerus antara suami isteri,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf *f : Peratiran Pemerintah
No.9 Tahun 1975, sehingga gugatan cerai Penggugal harus dinyatakan
ditolak;

" Putusan MA RI No.237 KIAG/1995 tangal 30 A gustus 1996 ; Perceraian
tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana
ditentukan dalam pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 *;

10, Bahwa terhadap dall Penggugat point 8 maka Tergugal
menyatakan keberatan karena fakia hukum belum jelas masatah apa yang
terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan silakan
Penggugal buktikan dalam persidangan, dan Tergugat tetap berkeinginan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dalam ikatan perkawinan dan
perceraian karena anak-anak masih butuh perhatian dan kasih sayang dari
orang fuanya dan anak-anak tetap berkeinginan kedua orang tuanya
bersatu, dan mohen agar Penggugat berfiki dengan perceraian akan
berakibat buruk tehadap anak-anak karena anak-anak akan sedih karena
kedua orang tuanya berpisah;

11, Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 9 maka Tergugat sangat
keberatan an menyatakan tidak benar | karena yang meninggalakn anak-
anak adalah Penggugal dan memisahakn din dan menjauhkan diri dari
anak-anaX adalah Penggugal sendin, apakah penggugat tidak berfikir
dimana saal Penggugat meninggalkan anak-anak disaat itu anak-anak
sedang menghadapt ulangan untuk kenaikan kelas, seharusnya sebagai ibu
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kandung harus memikitkan dan memberi semangal anak-anak dan tidak
membuat fikiran anak-anak tergangu kenyataannnya Pengugat telah
melakukan hal tersebut, dimana rasa kepedulianPenggugat dan
Penggugal hanya memenltingkan din sendiri dan keegoisannya jika
Penggugat peduli terhadap anak-anak seharusnya anak-anak dibawa , dan
setelah anak-anak nyaman dan tepang bersama dengan Penggugat dan
Penggugat mulai mempersoalkan;

DALAM REKONVENSI !

1. Bahwa dahl-dall Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensii dalam
Eksepsi, dalam Konpensi dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dalam Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa dall jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan
rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang tidak menanggapai point perpoiint
artinya Tergugat rekonvens: menyetujui;
3. Bahwa terhadap kedua orang anak-anak enggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi dengan Tergugat RekonvensiPenggugat Konvensi yaitu |

1. ANAK KE I;

2. ANAK KE 1It;
Dimana Tergugal rekonvensi sangat tahu sendii bahwa Penggugat
Rekonvensi selama ini sangal dekat dengan anak-anak, dan selalu
memperhatkan dan sayang sekal dan mempunyai wakiu yang banyak
untuk anak-anak, atas hal tersebut Terguagt Rekonvensi wajar lidak bisa
menjawab lagi karena telah tidak {ahu apa yang harus diwraikan, karena
faktanya selama ini Penggugat Rekonvensi berprilaku baik, tidak pemah
sedikitpun Penggugat Rekonvensi menyakili anak-anak, dengan berbagai
cara Penggugal Rekenvensi menyempatkan diri untuk pulang melihat anak-
anak, sehingga apapun kesukaan anak-anak dan kebiasaan sehari-hari
Penggugat Rekonvensi sangat tahu benar dan Penggugat Rekonvensi
berusaha memberikan pendidikan agama yang bak membuat anak
gembira, senang, tidak seperti Tergugat Rekonvensi yang tidak ada wakiu
sama sekali bersama dengan anak-anak, selalu mennggalkan anak-anak,
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tidak ada rasa sayang ataupun perhatian kepada anak-anak sehingga
anak-anak sangat jauh dan tidak dekat;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mengingkan anak-anak bersama
dengan Penggugat Rekonvensi, alas hal lersebut mohon dipertimbangkan
Psycologis anak dan kenyamanan anak dan kepeningan anak-anak karena
selama ini anak-anak tingal bersama dengan Penggugat Rekonvensi
sampal dengan sekarang dimana anak merasa nyaman Jlenang gembira
sehat jasmani dan rohani dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian
yang penuh dari Penggugat rekonvensi dan jka putusan hakim menyatakan
anak ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi maka akan menimbulkan
dampak kegoncangan kejiwaan terhadap dei anak-anak yang (elah
bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugal Rekonvensi dan
dikhawatirkan dengan Keselamatan jiwa jasmani dan rohani kedua orang
anak-anak;

Sebagaimana Yurisfrudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 Juli 2005
nomor 355 K/AG/2004 ~ Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat
sudah lama dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkan
kegoncangan kejiwaan apabila diathkan lagi kepada Penggugat, maka Hak
pemekharaan anak demi kepntingan anak diserahkan kepada Tergugat
dengan ketenmian tidak menghalangi Penggugal untuk bertemu dan
berkomunikasi dengan anak tersebut”;

Putysan MARI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974:
“ Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk
menentukan siapa dari orang twanya yang diserahkan pemeliharaan anak *;

Bahwa dari seluruh uraian dan penjelasan diatas, mohon kiranya kepada
Ketua Majelis Hakim dan Anggolta Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung
Karang dalam Perkara Nomor : 0434/PdiG/2017 | PATnk yang Tergugat
KonvensifPenggugat Rekonvensi  hormati berkenan memberikan putusan
sebagai berikut :

PRIMER:
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DALAM EKSEPSI :
1. Menerima Eksepsi Tergugat,
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libels),
3. Menyatakan gugatan Pengguag! tidakdapat diterima;

DALAM KONPENSI :
1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan duplik yang diajukan Tergugat
Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat sekuruhnya dalam Konvensi;
DALAM REKONPENSI :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan
Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya,
2. Menetapkan Hak Pengasvhan dan Perawatan anak-anak yang
bermama :
1.  ANAK KE |, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007,
2. ANAK KE I\, lak-laki, lahir tangal 08 Maret 2010;
Kepada Penggugal Rekonvensi sampal anak tersebut dewasa dan
mandiri;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi uniuk membayar segala
biaya yang tmbul dalam perkara ini;
SUBSIDER :
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon
Putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa, untuk menguatkan dall-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti  dipersidangan sebagaimana yang diawr dalam
Pasal 283-284 R.Bg berupa :

- Bukt tertulis
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama
Penggugatl (PENGGUGAT) nomor 1871135710810001 tanggal 22 Juni
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2012, dikeluarkan oieh Pemerintah Provinsi Lampung (bermeterai cukup
dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan ashinya dan temyata
sama lalu diberi kode P 1,

2. Folokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor
273/08NVINNO6 1anggal 07 Agustus 2006, dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame Kota
Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2;

3. Fotokopi Karu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, nomor
1871131405070025 tanggal 09 Mei 2017, dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup
dan telah dinazegelen), tanpa aslinya lalu diberi kode P 3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI Iberdasarkan akta
kelahiran nomor 1871CLU0S0620070278% ftanggal 11 Jumi 2007,
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung (bermeterai
cukup dan telah dinazegelen), tanpa aslinya lalu diberi kode P 4;

5. Folokopi Kutipan Akia Kelahiran atas nama SAKSI liberdasarkan akta
kelahiran nomor 1871CLU2604201037734 tanggal 26 Apnl 2010,
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar
Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), tanpa aslinyalak: di
beri kode P 5;

- Saksi-saksi
1. ANAK KE |, umur 29 tahun, agama Islam, peketjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah,
selanjutnya dibawah sumpah memberkan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga di tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang sah saat saksi menjadi pembantu rumah tangga kurang
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lebih sefama 1 (saw) tahun darl tahun 2009 sampai dengan bulan Med
tahun 2010;

- Bahwa setahu saksi Penggugal dan Tergugat tinggal di rumah
milik bersama di Kemiling;

- Bahwa setahu saksi saal saksi bekerja sebagai pembantu rumah
tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai salu orang anak,

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugal dan
Tergugat selama saksi berkerja sebagai pembant rumah tangga
terkadang rukun terkadang bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugal dan Tergugal
karena masalah Tergugal yang mempersoalkan jam kerja Penggugat
yang terkadang pulang sampai malam sekitar fam 20.00 Wib atau jam
21,00 Wib;

- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pegawal di Bank
BRI,

- Bahwa saksi mengetahul bahwa Penggugat dan Tergugat
bertengkar dari mendengar langsung saat keduanya bertengkar di lantai
atas yang terdengar sampai ke lantal bawah;

- Bahwa saksi mendengar perlengkaran Penggugat dan Tergugal
sebanyak 3 {tiga) kali dan yang saksi tahu pertengkaran tersebut terjadi
di malam han setetah Penggugat pulang dari bekerja tetapi kapan persis
tanggal atau bulan kejadiannya saya tidak ingat;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi berhenti bekerja
Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi kurang lebih 2
(dua) minggu yang lalu Penggugat bertemu dengan saksi dan bercerita
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan
Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugal;

- Bahwa saksi lidak mengetahui apakah selama Penggugat dan
Tergugat pisah tempat kediaman masih ada komunikasi atau tidak;

- Bahwa saat saksi masih bekerja sebagi pembantu rumah tangga
di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setahu saksi ibu kandung
Tergugat pemah menasehati agar Penggugat dan Tergugat tidak ribut
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dan rukun kembali karena memang ibu kandung Tergugat sering
berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

2. ANAK KE Il, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung,
selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
bulan Agustus tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat kediaman di rumah milik bersama di Perumahan Wisma Mas
kemiling.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang sekarang ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak lebih kurang 6 (enam) bulan dari
menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering
terjadi persefisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
karena masalah pekerjaan Penggugat di bank BRI yang diharuskan
pulang malam sementara Tergugat keberatan dengan hal tersebut selain
itu Tergugat juga kurang menghargai Penggugat seperti Penggugat
capek dari pulang bekerja tetapi selalu disalahkan oleh Tergugat bahkan
Penggugal pemah bercerita bahwa Tergugal menyuruh Penggugat
berhenti bekerja saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari
cerita Penggugat yang apabila habis bertengkar datang ke rumah saksi
dan bercerita sambil menangis;
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- Bahwa setahu saksi Penggugal serng bercerita masalah
tersebut ;

- Bahwa Penggugal dan Tergugatl telah berpisah rumah sejak
tanggal 23 Maret 2017, Penggugat yang pulang ke rumah orang tua
Penggugat lanpa bersama anak-anak;

- Bahwa setahu saksi pernah ada komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat pada bulan Juli 2017 yang menurut cerita Penggugat
bahwa Tergugal menyatakan bahwa Pengqgugat bukan istrinya Tergugat
lagi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat ada keinginan menengok anak-
anaknya namun diarang oleh Tergugar;

- Bahwa setahu saksi Tergugat pemah datang tetapl itupun karena
sakst minta untuk datang dalam upaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa pernah ada upaya merukunkan sebanyak 2 (dua) kali dari
pihak keluarga Penggugat yaitu dari saksi selaku kakak kandung
Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, wakiu upaya
merukunkan yang perama hanya Tergugal yang datang dan waktu
upaya merukunkan yang kedua Tergugal datang bersama kakak laki-
lakinya;

- Bahwa seingat saksi Tergugat datang menemui saksi kurang lebih
15 hari atau setengah bulan setelah Penggugat pulang ke rumah orang
tua Penggugat,

- Bahwa hasil dan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat
tidak berhasi karena Tergugat ataupun kakak laki-laki Tergugat tersebut
menyatakan tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugal;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi memukunkan Penggugal dan
Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil baniahannya Tergugat mengajukan
alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut
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- Bukt tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Tergugat
(TERGUGAT) nomor 1871130611750002 tanggal 22 Juni 2012,
dikeluarkan oleh Pemermtah Provinsi Lampung (bermeterai cukup dan
telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan temyata
sama lalu diberi kode T 1;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE |, berdasarkan
akta kelahiran nomor 1871CLUO0906200702789 tanggal 11 Juni 2007,
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung (bermeterai
cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata sama lalu diberi kode T 2,

4. Folokept Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE |, berdasarkan
akta kelahiran nomor 1871CLU2604201037734 tanggal 26 April 2010,
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar
Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan
dengan astinya dan teryata sama lalu diben kode T 3;

5. Fotokopi Student's Progress Report atas nama SAKSI ltanggal 16 Juni
2017 dikeluarkan oleh Global Islamic School Lazuardi Haura Kota Bandar
Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T 4;

6. Fotokopi Laporan Penilaian Tahfidz Siswa, laporan penilaian hasii belajar
siswa dan laporan perkembangan pribadi siswa atas nama ANAK KE
litanggal 17 Juni 2017 dikeluarkan oleh Kepala SDIT Permata Il Koia
Bandar Lampung (bermeleral cukup dan telah dinazegelen), kemudian
dicocokkan dengan aslinya dan temyata sama falu diberi kode T 5;

7. Folokopi Serifikat keberhasilan dan prestasi belajar atas nama SAKS!
itanggal 25 april 2017 dikeluarkan oleh Global Islamic School Lazuardi
Haura Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah dinazegelen),
kemudian dicocokkan dengan aslinya dan temyata sama talu diberi kode T
6;

8. Fotokopi sertifikat atas nama Tergugat (TERGUGAT) atas partisipasinya
dalam mengikuti kegiatan kedua anaknya disekolah di bulan November
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2016 dikeluarkan oleh Global Islamic School Lazuardi Haura dan SDIT
Permata Bunda Il Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup dan telah
dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu
diberi kode T 7;

9. Fotokopi Surat Keterangan pernah bekerja di AUTO 2000 sejak 01
Januari 2002 s/d 1 Maret 2016 atas nama Tergugat Nomor :@ 140/Al-
TSOMTIK-RISKVIIN2017 tanggal 04 Agustus 2017 dikeluarkan oleh PT.
ASTRA Interantional Thk Cabang Tanjungkarang (bermeterai cukup dan
tefah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan temyata
sama lalu diberi kode T 8;

10. Fotokopi  Surat  Keterangan Usaha  Tergugal  nomor
504/71V.58 VL95/IVI2017 tanggal 18 April 2017 dikeluarkan oleh Lurah
Beringin Raya Kecamatan Kemiing Kota Bandar Lampung (bermetari
cukup dan telah dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata sama lalu diberi kode T 9;

- Saksi-saksi !
1. SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pekenjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, di bawah
sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 6 Agustus 2006;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat
kediaman di rumah milik bersama di Perumahan Wisma Mas Kecamatan
Kemiling;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tefah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang bernama ANAK KE ldan ANAK KE lidan kedua anak tersebut
saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan
Penggugat terlihat rukun-rukun saia dan tidak ada masalah;
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- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan
Penggugal rukun-rukun saja karena saksi sering berkunjung ke tempat
tinggal Tergugat dan Penggugat,

- Bahwa setahu sakst Tergugal dan Penggugat tidak lagi tinggal
bersama dalam satu rumah sejak Penggugat pergl meninggalkan
kediaman bersama pada tanggal 23 Maret 2017;

- Bahwa saksi mengetahul hal tersebut karena ketika Penggugat
lidak juga pulang Tergugat menghubungi kakak Penggugat yang
bemama Indriyati dan menanyakan perihal keberadaan Pengugat dan
kakak Penggugat tersebur menyatakan bahwa Penggugar tinggal di
rumahnya,

- Bahwa saksi fidak mengetashui penyebab Penggugal pergi
meninggakan kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Penggugat dan Tergugat
pisah tempat kediaman masih ada komunikasi atau tidak;

- Bahwa Tergugat pemah menghubungi saksi mefalui telepon dan
menyatakan bahwa Tergugal sudah berusaha menjemput Penggugat
tetapi saksi tidak tahu hasiinya;

- Bahwa saksi fidak tahu selama berpisah tempat tinggal Tergugat
membenikan natkah kepada Penggugat atau tidak;

- Bahwa setahu saksi Penggugat fidak petnah datang untuk
menjenguk ataupun menanyakan kabar anak-anaknya yang saksi tahu
saat lebaran Idul fitri di bulan Juni 2017 Penggugat pemah datang tetapi
keperluannya apa saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi stkap Penggugat datam memperhatikan dan
mengasuh anak-anak biasa saja karena memang sehari-hari Penggugat
sibuk bekerja dari pagi hingga malam hari;

- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya merukunkan Tergugat dan
Penggugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat,
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2. SAKSI I, umur 46 1ahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kepal dengan Tergugat dan Penggugat,
- Bahwa saksi adaiah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adatah suami isteri yang menikah
pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saks selefah menikah Tergugat dan Penggugat
bertempat tinggal di rumah mifik bersama di Perumahan Wisma Mas
Kemiling;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah dikarunial
dua orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Tergugat,
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun-rukun saja namun tanpa sebab yang jelas Penggugat
pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selahu saksi sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat
pergi fanpa membawa anak-anaknya pulang ke rumah orang luanya
yang ditempali oleh kakak perempuan Penggugat,
- Bahwa saksi mengetzhui hal tersebut dar Tergugat yang
kemudian menghubungi  keluarga Penggugat untuk  memastikan
keberadaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi satu minggu setelah adanya gugatan cerai ke
Pengadilan Agama dan Penggugal, Tergugat dan pihak keluargq
Tergugat yang diwakili ofeh saksi setaku kakak Tergugat pernah datang
ke rumah orang tua Penggugat untuk menanyakan perihal kepergian
Penggugat dan bermaksud menjemput Penggugat akan tetapi
Penggugat tidak ada dan bertemu dengan kakak Penggugat yang
menyatakan bahwa masalah gugalan cerai akan diteruskan saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat mempunyai 2 (dua)
orang anak yang pertama anak perempuan berumur 10 tahun dan yang
kedua anak laki-laki berumur 7 tahun;
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- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini anak-anak diasuh
oleh pembantu rumah tangga dan terkadang ibu Tergugat datang dan
menginap untuk ikut mengawasi pengasuhan anak-anak tersebut namun
sejak 1 (satu ) tabun terakhir ini setelah Tergugat mengundurkan diri dan
pekerpannya. di  AUTO 2600 Tergugat ikut mengasth dan
memperhatikan perkembangan anak-anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugal tidak pemah datang
menemui dan menjenguk anak-anaknya hanya Penggugat pemah
datang saal lebaran idul fitri dengan maksud memulangkan mobil avanza
milik Tergugat yang dipakai oleh Penggugat;

. Bahwa setahu saksi selama berpisah lempat linggal, Penggugat
tidak ada memberikan atau mengirimkan sesuatu kepada anak-anaknya,
- Bahwa setahu saksi keadaan anak-anak baik-baik saja selama
diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat awalnya adalah
karyawan di Auto 2000 tetapi Sejak 1 (saw) tahun yang lalu Tergugat
mengundurkan diri dan pekerjaannya dan saat ini wiraswasta @ bidang
event oiganizer dan dekorasi;

- Bahwa setahu saksi penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat
dan usahanya tersebut kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua pulub juta
rupiah);

- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat pisah tempat kediaman
tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup fagi merukunkan Penggugat dan

Tergugat;
Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan atas bukti-bukt yang telah
diajukan dan menyampakan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04

September 2017 yang isinya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon
putusan alas perkara ini dan Tergugat menyampikan kesimpulan secara tertulis
tertangga 04 September 2017 yang isinya tetap pada jawaban dan dupliknya
dan mohon putusan;
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Bahwa, untuk meringkas uraian pigusan ini Majelis Hakim menunjuk pada
berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini,

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa didalam jawaban dan duplk Tergugat bahwa
disamping lelahAmenanggapl atas gugatan Penggugat dan replik Penggugat
untuk bercerai dari Tergugat juga telah mengajukan gugat balk (Rekonvensi}
terhadap Penggugat oleh karenanya dalam perimbangan putusan ini akan
tecdlﬂ dalam Konvensi, Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi ;
DALAM KONPENSI |

Menimbang, bahwa maksud dan tjuan gugatan Penggugal Konvensi
sebagaimana tefah divraikan di alas;

Menimbang, bahwa pada hari-han persidangan yang telah ditentukan
Penggugat Konvensi diwakili dan atau didampingt Kuasa Hukumnya dan
Tergugat Konvensi diwakili dan atau didampingi Kuasa Hukumnya datang
menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perceratan yang diajukan
oleh crang yang beragama lslam yang menikah secara Islam bukti P 2
(Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradian Agama yang telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 persbahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukt surat (P 1, P 2) yang diajukan Pengggugat yang
telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, serta memenuhi syarat
formal dan materiil, maka mempunyai nilal pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 (Folokopi Kartu Tanda
Penduduk Penggugat) dan relaas panggilan lerhadap Penggugat yang
beralamat di Kecamatan Kemiing Bandar Lampung adalah termasuk yurisdiksi
Pengaditan Agama Tanjungkarang, maka sesual Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
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2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini
adalah termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bak di dalam persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niainya untuk bercerai,
sesual ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peraditan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubaban kedua alas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun di luar persidangan  melalui
prosedwr  mediasi dengan  Mediator Drs, Wasyhudi, M.Hum Hakim
Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan
tetapt idak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai
Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana dikemukakan pada posiia
angka 3, 5 dan 6 sernta pada petitum 2 dan 3 dalam sural gugalan Penggugal
tertanggal 04 April 2017 karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 Fotokopt Kutipan Akta Nikah
Nomor @ 273/08/NVINT06 tanggal 07 Agusius 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, maka telah
terbukti Penggugat dengan Tergugat telah tenkat dalam perkawinan yang sah
sejak 06 Agustus 2006 dan belum pernah bercerai,

Menimbang, bahwa dari dahl-dalil gugatan Penggugat dan jawaban
Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat SAKSI
I{(pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat) dan SAKS| li{kakak
kandung Penggugat) yang masing-masing membenarkan adanya perselisihan
dalam rumah tangga Penggugai dengan Tergugat dan keterangan saksi-saksi
Penggugat tersebut dibenarkan pula oleh saksi pihak Tergugat yang bemama
SAKSI | (ibu kandung Tergugat) dan SAKSI Il (saudara kandung Tergugat)
bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Sejak tanggal 23 Maret
2017,
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Menimbang, bahwa darl petimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim
menemukan fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah
dikaruniai 2 {dua) orang anak dan belum pernah bercerai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tdak ada
keharmonisan lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23
Maret 2017 sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa
alasan Penggugat dalam perkara inl, telah didukung oleh kesaksian tersebu,
dan kedua saksi pihak Penggugal dan kedua saksi pthak Tergugat tersebut pula
telah memenuhi syarat formil dan matenil sebagai saksi, Karenanya dalil-dalil
gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukii;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukt térsebut di atas, Majefis Hakim menitai
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit
dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam Al-
Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 3 Kompifasi Hukum islam uniuk membentuk keluarga yang
sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majeis Hakim dengan memperhatikan sikap
Penggugat dipersidangan, telah tidak ada keinginan untuk kembali membina
rumah tangganya dengan Tergugat, hal ini menunjukkan telah memuncaknya
kebencian Penggugal terhadap Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
alas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugal teiah cukup bukii
dan beralasan hukem, memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayal (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 hueul (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 hunuf (f) Kompilasi Hukum Islam
karenanya gugatan Penggugat dapal dikabulkan dengan talak satu ba'in
sughro;
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Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 9 dan petitum
angka 3 mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat Konvensi
dan Tergugat Konvensi yang bemama ANAK KE 1 binti TERGUGAT, dan ANAK
KE Il bin TERGUGAT. akan diperiimbangkan pada pertimbangan rekonvensi;
DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi mengenai
gugatan obscur lebel tidak beralasan karena disaal pembuktian terbukli bahwa
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah senng bertengkar karena
masalah Penggugat konvensi serng pulang sore dan kadang-kadang pulang
sudah jam 20.00 WIB Kkarena kesibukan Penggugal Konvensi dalam
pekerjaannya hal tersebut yang menjadi pemicu pertengkaran yang akhimya
Penggugal Konvensi pulang ke rumah keluarganya hingga sekarang lebih
kurang selama 5 (lima) bulan oleh karena itu eksepsi yang diajukan Tergugat
Konvensi harus ditolak;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugal Rekonvensi didalam jawaban dan
dupliknya menuntut hak pemelharaan dan pengasuhan anak Penggugat
Rekonvesi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ;

1. ANAK KE | binti TERGUGAT. S (bukti T 2);
2. ANAK KE Il bin TERGUGAT. S (bukti T 3);
ada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak
Majelis Hakm mempertimbangkan beberapa faka dipersidangan bahwa
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adatah seorang Karyawan Bank BRI
yang sangai sibuk dengan pekerjaannya sering berangkal pagi pulang sore,
bahkan sampai malam sehingga jika anak ditetapkan dibawah hadhonah
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka anak akan kurang mendapat
perhatian dan kasih sayang dan Penggugal KonvensiéTergugat Rekonvensi
karena kesibukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
pekerjaannya dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jwa
anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Terqugat Rekonvenst;
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Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 41 hurut (a) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, balk ibu atau ayah berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya semala-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana
ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadian memberikan
keputusannya sebagaimana Pasa! 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasaannya sesuai dengan
minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T 4, T 5 dan T 6 sebagai bukti
keberhasilan dan prestasi belajar kedua orang anak Penggugat Rekonvensi
dan Tergugal Rekonvensi selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukli surat T 7 terbukii Penggugat
Rekonvensi sangal memperhatikan kegiatan kedua anaknya disekolah, oleh
karena itu Tergugat Rekonvensi dianggap mampu unwk mendidik dan
memperhatikan perkembangan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T 8 berupa Surat Keterangan
Nomor | 140/Al-TSO/TIK-RISKVIINZ017 tanggal 04 Agustus 2017 yang
dikeluarkan oleh PT. Astta Internasional Tbhk Toyota Sales Operation Cabang
Tanjungkarang terbukti Penggugat Rekonvensi sudah bekerja sebelum menikah
dengan Tergugat Rekonvensi dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi
keluarganya sejak tanggal 01 Januari 2002 sampai tanggal 01 Maret
2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T 9 Penggugat Rekonvensi
mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang even organizer, dekorast dan
dagang aneka balon uniuk membiayai pendidikan kedua orang anak Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensi
dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menentapkan bahwa anak-anak
Penggugat Rekonvensi dan Tergugal Rekonvensi yang bemama !

1. ANAK KE | binti TERGUGAL. S;
2. ANAK KE Il bin TERGUGAT. S;
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berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensiffergugal Konvensi,
meskipun anak-anak tersebut ditetapkan hak hadhonahnya kepada Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun tidak mengurangi hak Tergugat
RekonvensifPenggugat Konvensi untuk berkunjung/menjenguk dan membantuy,
mendidik serta mencurabkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada
anak-anaknya,

Menimbang,bahwa untuk tertib administrasi berdasarkan pasal 84 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun
2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera
Pengadilan Agama Tanjungkarang dipeintahkan untuk mengirim salinan
putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama yang terkait;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku
dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
Dalam Konvensi :
1. Mengabutkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjauhkan talak saw ba'iin sugra Tergugat Konvensi (TERGUGAT)
terhadap Penggugat Konpensi (PENGGUGAT),
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;
Dalam Eksepsi :
Menolak eksepsi Penggugat Rekonvensi;
Dalam Rekonvensi:
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1. Menetapkan hak hadhonah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi yang bernama :
1, ANAK KE I binti TERGUGAT;
2. ANAKKE Il bin TERGUGAT;
kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling dan
Kecamatan Sukarame Kola Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu:
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
Membebankan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus
tiga puluh satu ribu rupiah};

Demikian putusan ini dijatubkan atas Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 11 September
2017Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijzah 1438 Hijriyah, oleh kami
Dra. Hj. Maimunah A. Rahman, S.H. M.HI sebagai Keta Majelis,
Djauhari, SH. dan Drs. H. Riskullah, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota.
Putusan mana diucapkan pada har Senin tanggal 25 September 2017Masehi
bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan Astri Kurniawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadin Penggugat Konvensifergugat Rekonvensi dan Kuasa
Hukumnya dan Tergugat KonvenséPenggugat Rekonvensi dan Kuasa
Hukumnya;

Ketua Majelis

Dra, Hj. Maimunah A. Rahman, S.H., M.HI

Halaman 43 gan 44 Hajaman_Puusan Nomor 0424/PdrGI2017/PA. Tk

Dvciwmer

ARpart Ak Mavhice an Azvog Resudin (mia et DOVNAE UIAY NG MISSITLTHAR AIM S QRING Kry T80 B SE0RZH JUALE SErn Bran Mart A A20%) AN SerRedn PaliR, YRedeans s fa st le

it A S e Narut S8 NN SV O RE St gh ANAY NVSS S0t A0 BIARY TANS RNAE ORI S5S DN KA helt it e s pavE dare EaREn, ANTNSE 344 RO Mawr serda ke G0 Wl Meeaity

CUAIe AR AN et ttahan WA B TS NI Rveod! So0d Sat o by VeV (AE 10AR LD DX ADNUN SN M i, (Y akD A DR b g Neparderiae MR ewA Aouny Fi o\

Er). departurans@ariantagon Jo8 Tew SE1IEN 2068 0w 3 Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Djauhari, S.H. Drs. H, Riskullah, S.H.
Panitera Pengganti,

Astri Kumniawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Petkara :
1 Biaya Pendaftaran . Rp  30.000.-
! Blaya Proses . Rp  50.000,-
. Biaya Panggilan : Rp  540.000,
3 . Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Materai © Rp 6.000,-
Jumiah : Rp 631.000.-

(enam ratus figa puluh satu ribu rupiah);
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PUTUSAN
Nomor 1141/Pdt.G2021/PA. Tnk

el poz 1 alll g,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadii
perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pencabutan Hak
Asuh Anak antara :

Penggugat, umur 40, agama Islam, pekenaan karyawan BUMN,
tempat kediaman i ..o, Way Halim Kota
Bandar Lampung, daltam hal ini memberikan kuasa
kepada : Debi Oktarian, S.H., Rustam Aji, SH,,
M.H., dan Nurdin, SH,, Para Advokat pada Law
Office Debi Oktarian Rustam Nurdin & Partners,
berkedudukan o jalan Mawar Indah no. 29 A
Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung
Senang Kota Bandar L.ampung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus nomor O08/PATDRN/VI2021,
tertanggal 07 Mei 2021, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang
nomor 321/Kuasal2021/PA. Tnk, tanggal 12 Juli
2021, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasla,
tempat kediaman di ... 7 AR Kemiling Kota
Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : Yulia Yusniar, S.H., M.H., dan Berilian
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Anista, S.H, Para Advokal dan Kantor Hukum
YULIA YUSNIAR, S.H., MH., dan Rekan
berkedudukan di Ruko Cira Mas Blok A no. 43
BKP Kemiling Kota Bandar Lampung, berdasarkan
Surat Kuasa  Khusus nomor  047/SK-
TGCMBOLVINZ2021, tertanggal 02 Agustus 2021,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanjungkarang nomor 347/Kuasa/2021/PA; Tnk,
tanggal 02 Agustus 2021, disebut sebagai
Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajan berkas perkara

Telah mendengar keterangen Penggugat dan jawaban Tergugat di
persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli
2021 yang tefah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang
dalam register nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk tanggal 12 Juli 2021, telah
mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan-alasan sebagai berikut .
1. Bahwa Pengugat dan Tergugat dahulu adalah suami Istri yang sah
yangj menikah pada tanggal 06 Agustus 2006 yang di daftarkan i
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 273/08/VIIV06;
2, Bahwa dari perikahan Penggugat dan Tergugal telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yaitu ;
a. anak 1 perempuan lahir pada tangga 01 Mei 2007,
b.  anak 2 faki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;
3. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
ada keharmonisan maka pada tanggal 07 Apdl 2017. Penggugat
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mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang
dengan nomor perkara 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan perkara tersebut
telah di putus pada tanggal 25 September 2017 sebagai mana salinan
Putusan No. 0434/PdtG/2017/PA. Tnk dan telah mempunyai kekutan
hukum tetap (inkracht van gewijsde).
4, Bahwa dalam salinan putusan perkara Nomor 0434/PdLG/2017/
PA.Tnk tanggal 25 Seplember 2017 dijelaskan kedua anak Penggugal
dan Tergugal tersebut di atas point 2 Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tanjung Karang Kelas 1A telah memutuskan yaitu * menetapkan hak
pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

a. anak 1 perempuan lahir pada tangga 01 Mei 2007,

b.  anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010,

Kepada Tergugal sebagai Bapak kandungnyadan di dalam uraian

salinan Putusan hal 42 Majelis menimbang ““Menimbang, bahwa

demi kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi Majelis Hakim menetapkan bahwa anak-anak Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bemama :

1. anak 1

2. anak 2

Berada di bawah hadhonah Penggugat rekonvensi/Tergugat

Konvensi, meskipun hak asuh anak berada di Termohon, Pemohon

juga memiliki hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu

mendidk serta mencurahkan kasih sayang sebagal seorang ibu

kepada anak-anak”
§. Bahwa sejak pemikahan Penggugal dan Tergugal putus karena
perceraian maka sejak itu anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat,
dan Penggugat tidak keberatan sebagaimana Putusan Pengadilan
Agama Tanjungkarang kelas 1A dalam perkara Nomor 0434/Pdi.G/2017/
PATRK tetapi pelaksanaan putusan tersebit tidak dilaksankan oleh
Tergugat, Tergugat selalu menghalangi Penggugal untuk bertemu dan
berkomunikasi dengan anak-anak dan juga  berusaha untuk
memutuskan hubungan sifaturahmi  atau kasih sayang antara ibu
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kandung dengan anak kandung nya sendin dan sikap dan prilaku
Tergugat yang memutuskan  hubungan silatirahmi - antara sesama
muslim , lebih -lebih anatara ibu kandung dengan anaknya adalah
perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan norma-norma Islam
juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.
6. Bahwa Penggugat merasa kesulitan untuk bisa bertemu dan
berkomunikasi dengan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat
karena selalu dihalangi oleh Tergugat, sikap Tergugat tersebut telah
melakukan tindakan kekerasan secara pisykis bagi anak-anak dengan
memisahkan anak-anak dari bu kandungnya dan juga merupakan
perbuatan Eksploftasi anak untuk memperoleh keuntungan Pribadi
Tergugat karena dengan cara demikian secara tidak langsung telah
memutuskan hubungan anak dengan lbunya, tindakan tergugat yang
telah melarang Penggugat untuk bertemu anaknya jelas merupakan
periakuan penelantaran anak karena tindakan perlakuan tersebut si
Ayah (Tergugat) telah mengabaikan kepentingans anak -anak yang
mengakibatkan anak-anak mengatami kerugian materil maupun monl,
dan perbutan Tergugal dapat dierat dengan pasal 77 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan anak yang menyatakan,
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

a.  Diskimninasi terhadap anak yang mengakibatkan anak

mengalami  kerugian baik materdl maupun  moril  sehingga

menghambat fungsi sosial

b.  Pentelantaran fethadap anak yang mengakibatkan anak

mengalami sakit atau penderitaan bak fisik, mental maupun sosial.

& dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan denda paling banyak Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah)/
7. Bahwa Pasal 1 angka 12 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
pertindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah bagian dan hak
asasi manusia yang wajib dijamin, difindungi dan dipenuhi oleh orang
tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
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8. Bahwa penggugal sangat keberatan Tergugat mengasuh anak -anak
karena Tergugatl idak mampu medidik anak bak secara mental, dan
anak-anak tidak dibefi kesempatan uniuk bersosialisasi, bermain
layaknya anak-anak.
9. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung telah patut diduga
mengilimidasi anak-anak sehingga anak mempunyai perasaan takut
kepada Penggugat juga hasutan-hasutan atau cerita -cerita yng tidak
baik dari Tergugat yang tidak sepantasnya Tergugat lakukan pada apak.
10. Bahwa penetapan hak hadhoah (pemeliharaan anak-anak)
terhadap Tergugat Tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu
langsung dan berhubungan pribadi secara telap dengan Penggugat
sebagai orang twa kandung / ibu kandungnya sebagai mana diatur
dalam Pasal 59 undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia,
demikian juga tidak menghapus kewajiban Tergugat sebagai ayah
kandung dalam menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan
kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini tetap
Tergugat laksanakan sebagaimana di antur dalam pasal 105 hurul C
kompilasi hukum istam.
11, Bahwa penggugal mengajukan Gugatan Pencabutan
kekuasaan orang Tua terhadap anak (Peralihan Hak Asuh Anak) telah
sesual dengan kelentuan sebagaimana pasal 49 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tenmtang Perlindungan anak, hal mana Tergugat sebagai
ayah kandung yang telah diberikan kepercayaan untuk mengasuh dan
merawal anak- anak Pengugat dan Tergugat telah melalaikan
kewajibannya juga melarang anak-anaknya untuk memutus sitaturahmi
dan kasih sayang Penggugal pada anak-anakiya sebagal mana dalil
Penggugal tersebut di atas maka atas dasar inlah Penggugal mohon
kepada Majelis hakim untuk mencabut kekuasaan tergugat terhadap
Kuasa asuh anak-anaknya yang bernama:

a. anak 1 perempuan lahir pada tangga 01 Mei 2007,

b. anak 2 laki-taki lahir pada tanggal 08 Maret 2010,
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12. Bahwa Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang
memerksa dan mengadil perkara a quo sebagaimana dalam Surat
Edaran mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagl Pengadian C. Rumusan
Kamar Hukum Agama angka 4 "Dalam amar penetapan hak asuh anak
(hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah
memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadianah untuk
bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majefis hakim
harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada
orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan
untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah®,
13. Dengan mengalihkan kekuasaan Hak Asuh kedua anak
tersebut kepada Penggugat sebagai 1bu kandungnya sampai kedua
anak tersebut dewasa dan mandin, dan karena kedua anak-anak dalam
penguasaan Tergugat saat ini maka Tergugal patut untuk diperintahkan
menyerahkan anak-anak kepada Penggugat berikul akte kerahiran
anak-anak,
Bahwa berdastkan alasan-alasan tersebut diatas makan dimohon dengan
hormat kepada Kelua Pengadilan Agama Tanjungkarang Cq Majelis hakim
yang memeriksa dan memutus Perkara ini kiranya dapat memberikan
putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas kuasa hak asuh
anak-anak yaitu :

a anak 1 perempuan lahir pada tangga 01 Mei 2007,

b. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;
dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan dialaihkan hak asuh kedua
anak tersebut kepada Penggugal.
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3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang
kuasa hak asuh anak yang bernama :
a. anak 1 perempuan lahir pada tangga 01 Mei 2007,
b. anak 2 laki-laki lahir pada tanggai 08 Maret 2010;
4. Memenntahkan kepada Tergugat untik menyerahkan kedua anak-
anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak - asus terhadap
kedua anak-anak dimaksud berikut akta kelahiran kedua anak-anak
dengan mudah,
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
Subsidair.
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa
dan mengadifi perkara ini berpendapal lain mohon putusan yang seadil-
adiinya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat telah hads menghadap di persidangan masing-
masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya ;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memerksa identitas Para
pihak dan temyata keterangan Penggugal terhadap data Penggugat dan
Tergugat sama dengan data yang termuat dalam gugalan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tefah berusaha menasehati Penggugal dengan
Tergugat agar menyelesakan permasalahan hak pengasuhan anak-anak
mereka secara musyawarah kekeluargaan, namun Penggugatl menyatakan
tetap mengajukan perkaranya karena tidak terjadi perdamajan antara
Penggugal dengan Tergugat ;

Bahwa, Majeis Hakim juga telah pula memerintahkan Penggugat
dengan Tergugat uniuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur
mediasi sehagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan
mediaior Siti Rahma, S.T.P., CM, namun upaya lersebut tidak berhasi,
selanjutnya pada persidangan tanggal 06 Seplember 2021 gugatan
Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipenahankan Penggugat,
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Bahwa terhadap dall gugatan Penggugal, Tergugat telah
menyampaikan jawabannya secara tertulis terlanggal 09 September 2021,
yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan
untuk meringkas uraian putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan fegas dalil-dafil Penggugat kecualf
yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban
ini.

2. Bahwa benar dalil Penggugat dalam posita nomor 1 antara Tergugat
dan Penggugal tefah melangsungkan perkawinan dan didafiarkan di
Kantor urusan agama Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung yang
lertuang dalam Kulipan akta nikah nomor : 273/08/VIINN06, bukan Akta
Perkawinan karena untuk agama istam tercalat dalam Kutipan Akia
Nikah kalau agama selain istam nama Akta perkawinan

3. Bahwa benar dalil Penggugat dalam posita nomor 2 telah dikarunia
2 (dua) orang anak, tetapi nama anak kedua adaiah salah yang benar
bemama :

1. anak 1, perempuan, fahir pada tanggal 01 Mei 2007

2. anak 2, lahir tanggal 08 Maret 2010

Bahwa kedua anak-anak tersebut selama ini sebelum dan sesudah
percera@an tinggal bersama dengan Tergugal dan ibu kandung Tergugat
di alamat ... Kemilmg Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang dengan
haik dan selalu ceria dan tidak ada kekutangan apapun .

Bahwa sangat jelas sekafi kurang perbatian dan ketidak pedulian
Penggugat dimana nama anak keduapun Penggugat menulisnya salah
hal ini membukiikan bahwa Penggugat tidak dekat dengan anak-anak
karena Penggugat lebih memilih karimya dari pada mengurus anak-
anak, dan pada saat Penggugal mengajukan ceral dengan teganya
Penggugat meninggalkan anak-anak sedangkan anak-anak saat it
(tahun 2017) masth sangat kecll dan Penggugai hanya memikirkan
dirinya sendii udak memikirkan psycologi anak-anak dan perlu
Penggugat ketahui hahwa anak-anak sudah mumayiz dan anak-anak
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sudah dapal memiih mana yang balk dan buruk apalagi selama ini
anak-anak bersama dengan Tergugatl dan tidak pemah merasa sedih
ataupun tertekan dan tanyakan pada diri Pengugat dengan jujur apakah
selama ini sejak kecd sampai dengan anak-anak tumbuh besar adakah
kedekaian Penggugat dengan anak-anak dan apakah Penggugat ada
wakiu untuk mengurus anak-anak , karena disaat anak-anak masih kecil
dimana Penggugat tidak ada waktu untuk anak-anak karena Periggugat
sebagai Karyawan Bank BRI yang pergi pagi dan pulang malam bahkan
han liburpun Penggugat mash sibuk dengan pekeraanaya, dan pada
saal Terqugal menyutuh Penggugat berheni bekerja untuk fokus
mengurus anak-anak dan lebih baik mengdlah usaha dirumah, tapi
Penggugal tdak mau dan tetap bertahan untuk memiih bekerja darl
pada mengurus anak-anak dan karena sikap Penggugal seperti itu
maka Tergugat yang mengalah berhenti bekerja dan memilih usaha
dirumah agar dapat mengurus dan memperhatikan anak-anak sampai
dengan sekarang,

4, Bahwa dakl gugatan Penggugal posita nomor 3 adalah benar
perkawianan Penggugarl dan Terqugat putus karena perceralan karena
Penggugal mengajukan ceral, dan saatl itu Tergugat berusaha untuk
memperahankan umah tangga demi anak-anak yang saat ity masih
kedll tapl Penggugal tetap ingin bercerai bahkan meninggalkan anak-
anak bersama dengan Tergugat dan Penggugat tidak sama sekali
merasa sedih dengan fangisan anak-anak yang tidak mengharapkan
orang tuanya berpisah tapi dengan keegoisan Penggugat tetap bertahan
untuk berpisah, dan selama proses perceraian Tergugat berssaha untuk
menghibur anak-anak dengan cata apapun dan am&a’nak‘ saat it
Psycologis anak terganggu karena sikap Penggugal tapi Penggugat
udak pedull dan akhirmya sefama 4 tabun anak-anal bersama dengan
Tergugat selama itu anak-anak akhinnya mengerti dan anak anak
kembali cena dan gembira. Selama 4 (empat) tahun Penggugal jarang
menemui anak-anak bahkan memberi biaya untuk anak-anakpun jarang
dan selama 4 w@ahun anak -apak hidup dengan nyaman dan entram
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bersama dengan Tergugat | tiba-iba Penggugal kembali membuat anak
Pscologisnya tergangu dan kembali tidak nyaman dan tenram karena
adanya gugatan Penggugat hal ini karena anak-anak sekarang sudah
besar dan mengerti dan membaca gugatan berakibai anak-anak kembali
sedih dan menangis karena qugatan Penggugat, apalagl anak yang
pertama anak 1 kelas 3 SMPN 14 sedang menghadapi ufian persiapan
untuk masuk SMA dan juga anak Kedua anak 2 kelas 6 SD yang juga
persiapan ujian untuk masuk SMP yang seharusnya anak-anak fokus
untuk belaar karena gugatan Penggugatl membual anak-anak tergangu
belajarnya seharusnya Pengqugal fahu dan memberi dukungan bagi
anak-anak untuk konsentrasi belajar bukan memberikan persoalan
karena anak-anak selama inl merasa nyaman, lentram, gembia, cena,
sehat dengan Tergugat, hal inl harusnya Penggugal fikirkan dengan baik
karena dengan adanya gugatan Penggugat membuat ketentraman
anak-anak dalam belajar terganggu ,

5. Bahwa benar dall gugatan Penggugat poista 4 dan tidak perlu
Tergugat uraikan kembali

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 5, karena Tergugat
tidak pemah menghalangl Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi
dengan anak-anak  sebagaimana  putusan  perkara  Nomor
0434/Pdt.g/2017/PA Tk, apalagl anak-anak sudah besar dan bisa
mengerti, berkomunikasi langsung dengan Penggugat dan Tergugat
menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anak, bukankah Penggugat
sendini yang jarang menjenguk anak-anak karena kesibukan Penggugat
yang masih bekerja di Bank BRI Penggugal menggugat hak asuh
anak-anak kepada Tergugat seharusnya Penggugat inmpaisi dirl, coba
fanyakan sendiri adakah waktu panfang untuk anal-anak jika Penggugat
masih bekerja dari pagi jam 7 sampal dengan sore bahkan malam hari
juga han liburpun masih bekeda. Datam kondisi Covid sekarang dimana
anak-anak belajar i rumah (daring) yang mana sebagal orang tua harus
memperhaiikan  membimbing dalam  kegiatan belajar  dirumah,
bagamana Penggugat dapar lakukan i sedangkan Penggugat beketja
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sebagai Karyawan Bank BRI yang bekerja setiap han sedangkan anak
periu, pendampingan dan perhatian dan #tu selama ini yang telah
Tergugat lakukan sebagai Pemegang Hak asuh anak dan

Dalam pendidkan anak-anak sangai bagus dan sefalu naik kelas
dengan nial yang baik, apalagi sekarang anak-anak hamus belajar
dengan tekun untuk menghadapl ujian persiapan masuk sekolah SMP
dan SMA apakah bisa dilakukan oleh Penggugat yang masih bekerja di
Bank kecuali Penggugat tidak bekerja dan seharian dirumah seharusnya
Penggugat fkirkan anak tidak peru maten t@api kasih sayang
Jperhatian , bimbingan sefta mendengarkan cerita keseharian anak —
anak bak suka maupun duka dan ity sudahTergugat laksankaan selama
ini, dan anak -anak tidak butuh pengasuh seorang pembaniu tapi anak-
anak butuh perhatian orang fuanya dan sejak kecil anak-anak tidak
mendapatkan perhatan dari Penggugat karena Penggugat bekerja dari
pagi sampai dengan malam dan itu terbukti dari keterangan saksi
pembantu Penggugal.

7. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 5, 6, 7 8,9 adalah lidak benar
atas tuduhan Penggugat dengan mendasarkan pada undang-Undang
Peradilan anak, apakah Penggugat sudah mengeni dengan dail
tersebut lebih-lebih dalil posita angka 8 dan 9 yang menyatakan
Tergugat telah mentetantarkan, tidak mampu mendidik anak, anak-anak
tidak diben kesempatan untuk bersoslaisal berman  dan anak -anak
diintimidasidan menceritakan cerita yang tidak baik, atas dalil Penggugat
inl Terqugat menyatakan merupakan fitnah dan (uduban yang tidak
benar dan tidak berdasarkan bukt dan fakia yang ada dan hal ini akan
Tergugat laporkan kepihak berwaijib atas fuduhan Pasal 310 KUHP dan
Pasal 318 KUHP, karena Tergugal merasa nama baik Tergugat telah
tercemar karena fitnah Penggugat yang memuduh Penggugat tanpa
buki karena jelas anak-anak tidak terantar, diberi kebehasan untuk
hermain, pendidikan anak-anak baik dan tidak pemah tinggal kelas
dengan niai yang bagus , anak umbgh sehat dan ceria dan tidak ada
lekanan ataupun intimicasi terhadap anak-anak, Penggugat harus
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berhati-hati dalam mendaliikan sesuatu tanpa bukt yang ada jka
Penggugat tidak mencabut dalil inl maka Tergugat akan melaporkan
Penggugat ke Pihak berwajib atas tuduhan dan fitnah yang tidak benar
dengan wiisan yang membual nama baik Tergugal tidak baik (bukti
gugatan).

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana Posita Nomor 8 dan 9
maka Penfgugat harus membuktikannnya :

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15
April 1972 * Salah satu Pihak mendalitkan sesuatu, dan disangkal oleh
pihak lawannya maka yang mendalilkan indah yang harus membuktikan
dan dalilnya tersebut”

8. Bahwa tethadap dalil Penggugal posita nomor 16,11, 12 dan 13 yang
pada ininya Penggugat mendalilkan dengan Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang perindungan anak dan Pasal 59 Undang ~Undang
nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.1 Tahun
1974 dan Pasal 30 dan 31 Undang -Unang Nomor 23 Taun 2002 serla
Sural Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, seharusnya
dalam mendalilkan sesuaty harusnya didasarkan bukti yang cukup
sehingga dall-dadl tersebut tidak beremangan dengan apa yang
didalilkan, karena jelas dalam gugatan Penggugal tidak menjelaskan
buka yang cukup jika benar Tergugal telah melakukan apa yang
diuduhkan, dan sebaliknya Penggugal yang tetah membuat
kebohongan dan fitnah karena apa yang dituduhkan kepada Tergugal
adajah vudak benar karena Tergugat tidak pemah menghalang
Penggugat untuk  berkunjung/menjenguk anak -anak apalagi tuduban
atas dasar Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 Pasal 77 tentang
pedindungan anak dan silakan Penggugal bukikan dan jika tidak
terbukti maka Tergugat akan membuat laporan kepihak berwajib dan
bukankah sebafiknya dengan adanya gugatan Penggugat dan anak-
anak membacanya dan sefak i anak-anak kembal tdak nyaman
karena merasa dipersoatkan kembali sedangkan anak-anak sudah
tenang, sehat dan ceria bukankah sebaliknya Penggugat yang telah
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melanggar Undang ~Undang Peradlan anak karena anak kemball
pscyologisnya terganggu dan anak takut untuk kepengadilan dan belajar
anak-anak mulal tergangu. Bahwa anak-anak selama tinggal dengan
Tergugat mendapatkan kash sayang sayang dan Tergugat mampu
melindungi, memelhara, mendidik, membimbing, mengasuh dan
menumbuh kembangkan kedua anak-anak lersebul sesuai dengan
agama, kemampuan, bakat seta minatnya , sehingga anak-anak cukup
tumbuh dengan baik .

9, Bahwa Tergugatl sangat lidak setju dan keberaian jka Hak asuh
kedua anak beralih kepada Penggugat karena dall Penggugat tidak
benar dan kesibukan Penggugat yang masih bekeda dan tidak ada
wakiu untuk anak-anak sedangkan anak-anak butuh perhatian kasth
sayang bukan hanya maten dan i tdak pernah didapat dari
Penggugat dan terbukti Penggugat tega meninggalkan anak-anak disaat
anak-anak memerkikan bimbingan dan kasih sayang, jka benar
Penggugal seorang ibu tidak mungkin meninggalkan anak-anak hanya
untuk kepentingan sendin.

Bahwa sangat |elas fakia yang ada Penggugat dabulu  pergi
meninggalkan anak-anak 1anpa pamit alau zin dan tidak jelas apa
permasalahannya sampai dengan sekarang. Anak-anak selama ini
sangat dekat dengn Tergugat dan Tergugat demi anak-anak agar cukup
perhatian dan kasih sayang berani keluar dan kerjaan di AUTO 200 dan
lebh memitih membuka usaha sendini dirumah berupa dekorast sampai
dengan Sekarang dengan tjuan agar dapat memperhatikan dan
menjaga serta merawat anak-anak dan selama anak-anak ditinggalkan
siapa yang member makan, memandikan, menjaga udur,
membersihkan pakaian menyiapkan pakaian, mengambi lapor dan
selama ditinggatkan Penggugatl anak-anak tidak menangis ataupun
murung dan anak-anak sehat dan tetap gembira karena anak-anak
terbiasa tdak ada ibunya karena ibunya sangal sibuk dan udak ada
waktu dari kecil sampai dengan sekarang.

Halaman 13 dan 38 hataman PUlLsan Nomor 1141/POLG/2021/PA Tnk
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10. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita nomor 14 Tergugat
menolaknya dan untuk itu Tergugal mohon kepada yang mulia untuk
menolak gugatan Penggugat untuk mengalihkan kekuasan hak Asuh
kedua anak dan Tergugal kepada Penggugal karena Tergugat tidak
pemah menghalangl Penggugat untuk menjenguk dan berkunjung untuk.
kedua anak-anak dirumah Tergugat sebagaimana dalam Putusapn
Pertkara  Nomor  434/PdiG/2017/PATnk  dan  mohon  juga
dipertimbangkan Psycologis anak dan kenyamana Anak dan
kepentingan anak-anak karena selama ini anak-anak tingal bersama
dan diasuh oleh Tergugat sejak bulan Maret 2017 ‘sampai dengan
sekarang dimana anak-anak merasa nyaman lenang, gembira sehat
jasmani dan rohani dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang
penuh dar Tergugat , juga keluarga Tergugal dan tidak pernah ada
kekurangan apapun atu disakiti dan ditelantarkan dan jika diaitkan hak
asuhnya kepada Penggugal  maka akan menimbulkan dampak
kegoncangan kejiwaan lethadap diri anak-anak .yang felah bahagia dan
nyaman tinggal bersama dengan Tergugal

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 Juli 2005
nomor 355 K/AG/2004 * Bahwa oleh karena anak Penggugat dan
Tergugat sudah lama dalam pengasuhan Tergugal , sehingga akan
menimbutkan kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada
Penggugat, maka Hak pemeliharaan anak demi kepentingan anak
diserahkan kepada Tergugat dengan kelentuan tidak menghalangi
Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut™.
Putusan MARI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974:

* Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk
menentukan siapa dari orang wanya yang diserahkan pemeliharaan
anak *

Bahwa dari seluruh uraian dan penjelasan diatas, mohon kiranya
kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pengadian Agama Kelas 1A
Tanjung Karang dalam Perkara Nomor : 1141/PdLG/2021 / PA.Tnk yang
Tergugat hormati berkenan memberkan putusan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 1141/P3LGI2021PA Tk
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Primer :
1. Menerima dan mengabulkan jawaban yang diajukan Tergugat untuk
seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya |l
3. Menolak Mencabut kekuasan orang tua (Tergugat ) atas kuasa Hak
Asuh anak-anak yang bemama
1, anak 1, perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007.
2. anak 2, lak-laki lahir tangal 08 Maret 2010,
4. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Perawatan anak-anak yang
bernama
1. anak 1, perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2007.
2. anak 2, lak-laki fahir tangal 08 Maret 2010..
tetap kepada Tergugal sampai anak tersebut dewasa dan mandin
sebagaimana dalam putusan perkara nomor 0434/Pdt.G/2017/PA. Tnk
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segaia biaya yang timbul
dalam perkara ini.
Subsider
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon
Putusan yang seadil-adinya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugatl tersebut, Penggugat telah
menyampaikan repkknya secara tertulis tertanggal 13 September 2021 yang
selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan untuk
meringkas uraian putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut
Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mencabul kekuasaan orang tua (Tergugal) atas kuasa hak asuh
anak-anak yaitu :

2 anak 1 perempuan lahir pada tangga 01 Mei 2007,

2, anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010,
dari Terqugat sebagai ayah kandungnya dan dalaibkan hak asuh kedua
anak tersebut kepada Penggugat.

Halaman 15 dan 38 halaman Putusan Nomor 114 1PELGI2021PA Tk

Danpre

Sep @i ans MaApe 18 Fgung Baguhhh WEenng (ouets UThot Mml Serna tema et Aomier alng Ar v o ira! siags beas Gire bees VAW 0 08 Ay ek Seln st 20N Paa e we s Kan oo Ol e
L L L e e L LR LT T

D000 L A At AD 0P NS LI WOR EA SE30 N ERy SR ] SNBSS DER, T e MR D AP 100 ANy Kepa e M ar Agury B ey

it g e oatianage o8 Tup 2D N ee il Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugal selaku ibu kandungnya sebagal pemegang
Kuasa hak asuh anak yang bermama :
> 18 anak 1 perempuan fahir pada tangga 01 Mei 2067,
2. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010,
4. Memerintahkan kepada Tergugal Untuk menyerahkan kedua anak
tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap kedua
anak dimaksud berikut akta kelahiran kedua anak-anak dengan mudah.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
Subsidair :
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya
Bahwa terhadap repkk Penggugal tersebut, Tergugat telah
menyampaikan dupliknya secara terulis tertanggal 16 September 2021
yang selengkapnya sebagaimana fertuang dalam berita acara sidang, dan
untuk meringkas wraian putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Primer;
1. Menerma dan mengabulkan jawaban dan Duplik yang diajukan
Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat seluruhnya
3. Menolak Mencabut kekizasan orang tua (Tergugat ) atas kuasa Hak
Asuh anak-anak yang bemama
1 anak 1, perempuan, lahir tangga!l 01 Mej 2007,
2. anak 2, lak-taki lahur tangal 08 Maret 2010.
4. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Perawatan anak-anak yang
‘bernama
1. anak 1, perempuan, lahir tanggal 01 Mej 2007,
2. anak 2, laki-laki lahir tangal 08 Maret 2010
tetap Kepada Tergugat sampal anak tersebut dewasa dan mandin
sebagaimana dalam putusan perkara nomor 0434/Pdt. G/2017/PA. Tnk
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini,

Hatlaman 18 dan 32 halaman Putusan Nomor 1141/P0L GI2021PA. Tk
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Subsider :
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara inl berpendapat lain mohon
Putusan yang seadil-adinya,
Bahwa selanjuinya untuk meneguhkan dafl gugatannya Pengaugat
telah mengajukan bukt sebagai berikut
A Surat,
1. Folwokopi Karu Tanda Penduduk atas Penggugat (Prita
Oktania), nomor 187113571081xxxx, tanggal 01 Maret 2021, (bukti
P.1);
2. Folokopi Salinan Pulusan Pengadian Agama tanjungkarang
nomor xxdPdLGR017IPA. Tnk, tanggal tanggal 25 September
2017, (bukti P2) ,
3. Fotokopt Akla Cerai alas nama Penggugal dan Tergugat,
nomor xox/Pdt.GI2017/PA. Tok, tanggal 10 Oktober 2017, (bukt
P.3);
4, Fotokopi Kutipan Akia Kelahran Anak atas nama anak 1,
nomor 1871-LU-16082017-0248, dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 04
Maret 2021, (bukti P.4);
5. Folokopi Kutipan Akta Kelahran Anak atas nama anak 2,
nomor 1871-LT-04032021-0042, dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 04
Maret 2021, (bukti P5) ;
6. Fotokopi kwitansi SPP tangga 19 Desember 2018 atas nama
anak 1, dikeluarkan oleh Lazuardi Haura GIS, (bukti P.6) |
7. Fotokopi struk pembelanjaan Toko Yussy Akmal Cabang
Kedaton tangga: 01 Mei 2021, (buki P.7) ;
8.  Fotokopi photo kue tart, (bukti, P.8 dan P.9) ;
9. Fotokopi screenshoot percakapan HP, (bukti P.10) ;
10.  Fotokopi folo dari lotokopi, (bukti P.11 dan P.12) ;
dan buki P.1 sampai dengan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya,
sedangkan bukti P. 4, PS5, P6, P.7, lidak dicocokkan dengan aslinya
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namun diakui oleh Tergugat, dan buki P.8 sampa dengan P12
merupakan fotokopi dari foto dan juga tidak dibantah oleh Tergugat ;
B. Saksi:
1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
kediaman di ... Sukarame Kota Bandar Lampung,
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di atas sumpahnya
pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugal karena Saksi
adalah kakak kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan
September 2017 ;
- bahwa Saksi kenal dengan kedua anak Penggugal dengan
Tergugat bernama Naysila Fakhirah dan M. Nabih ;
- bahwa anak-anak dari sejak mereka bercerai ada pada tangan
Tergugat ;
- bahwa Penggugatl seminggu setelah perceraian dengan
keluarga datang untuk menemui anak-anak tetapi dihalangi oleh
Tergugat, karena alasan Tergugal masih belum bisa menahan
emosi, dan Penggugatl kembal berulang-ulang menemui anak-
anak tetapi selalu ditolak ;
- bahwa Saksi saat ini fidak mengetahui secara pasti keadaan
anak-anak mereka ;
2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan
PNS, tempat kediaman di ........... Sukarame Kota Bandar
Lampung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di atas
sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugal karena Saksi
adalah kakak ipar Penggugat;
- bahwa Penggugal dan Tergugat telah bercerai pada bulan
September 2017 ;
- bahwa Saksi kenal dengan kedua anak Penggugat dengan
Tergugat dan anak-anak dari sejak mereka bercerai ada pada

Halaman 1B dan 38 halaman Putusan Nonor 114 1P6L G202 UPA T

Daciwmer
Fagan tean Manbam an Aguog Repudlh ‘rdinasy D4 oy LS ,mnvownwmmwnwhmwﬁMp-'anmomnm

PRI Avvpn i SO aRWE Larast CaMT ABIAN 0 BRI (MANY G000 gh PARY 400 0T AL KATAY M N1 IRRAL G0N pRT AL R Ve bl Anut el paty dars kae, u—unucw- R e e )
DAt AN A mera m bt AT ANETSY SO0 WGET FATE ST V8 S0e PRI 190 JONINIYE DET RATUR Dby 1 ML M3RD MY Se0e® Avtung Kapantersie MAKITSY A S mea 18
Ena) depwtpanifratsanatapag o N Taw S110H 2004 fewr 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Tergugat ;

- bahwa Saksi pemah menemani Penggugal untuk menemui
anak-anaknya tanggal 8 April 2021 tetapi tidak bertemu karena
Tergugai mengatakan anak-anak tidak ingin bertemui kemudian
tanggal 12 April 2021 Penggugal datang lagi tetapi tetap tidak
bisa bertemu ;

- bahwa Saksi saat ini tidak mengetahui secara pasti keadaan
anak-anak mereka, hanya anak yang tua Saksi dengar sekolah

di Pondok ;
3. Saksi 3, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai
BUMN. tempat kediaman di ................. Tanjungkarang Pusat Kota

Bandar Lampung, Saksi tersebat telah memberkan keterangan di

atas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut
- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah teman Penggugat dari sejak tahun 2017 saat mereka
masih dalam proses perceraian,
- bahwa Saksi kenal dengan kedua orang anak Penggugat
dengan Tergugal, yang pertama kelas | SMP dan yang kedua di
Sekolah Dasar;
- bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak Penggugat
dengan Tergugat, namun Saksi tanggal 08 Maret 2021 dititipin
Penggugat mengantar kado ulang tahun untuk anaknya, seielah
diterima kemudian kado itu dikembalkan lagi ;
- bahwa Saksi pemah menemani Penggugat untuk menemui
anaknya yang bemama Nabih telapi anak ketakutan dan
menangis karena fakut melihal Penggugal dan Tergugal
bertengkar |
- bahwa Penggugat saat ini belum menikah lagi ;
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau ada tindakan
KDRT oleh Tergugat ;

4. Saksi 4, umur 34 tahun, agama Islam, pekefjaan pegawai

Halaman 19 dan 38 halaman Putusan Nomoe 114 LPELG2021PA Tk
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BUMN, tempat kediaman di ................. Teluk Bewng Utara Kota
Bandar Lampung, Saksi tersebut tetah memberkan keterangan di
atas sumpahnya pada pokoknya adatah sebagai berikui :
- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karepa Saksi
adalah teman Penggugat;
- bahwa Saksi belum pemah bertemu dengan anak-anak
Penggugat, hanya saja sekarang anak-anak tinggal bersama
Tergugal;
-bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak
Penggugat, tetapi Saksi pernah menemani Penggugat menemui
anaknya, dan saat itu hanya Penggugal yang boleh masuk
tetapl belum Penggugat masuk pintu sudah ditutup sehingga
Penggugat menjent minia tolong keluar lagi karena takut;

Bahwa Tergugat juga untuk meneguhkan dall jawabannya telah
mengajukan bukti-buks :

A. Surat,
1. Fotokopl Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia alas nama
Tergugal (Nanang Suryana Nachdi. S), nomor 187113061175xxxx
tanggal 15 April 2021, (Bukti T.1),
2. Fotokopi Akia Cerai Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.tnk, tanggal 10
Oktober 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, (bukti T.2) ;
3 Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxx/Pdi.G/2017/PA.Ink
tanggal 25 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang
dikekiarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, (bukti T3;
4. Folokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak 1 nomor
1871-L1-16082017-0248, dikeluarkan oleh  Kepala  Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandas Lampung tanggal 04
Maret 2021, (bukti T.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak 2, nomor
1871CLU2604201037734,  dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 20 dan 38 halaman Putusan Nomor 114 1PELGIR021PA Tk
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Kependudukan dan Catatan Sipl Kota Bandar Lampung tanggal 26
April 2010, (bukti T.5) ;
6. Fotokopi Rapor Sekolah Menengah Pertama NISN/NIS
0072256686/10071 atas nama anak 1 yang dikeluarkan oieh SMP
Negeri 14 Bandar Lampung (bukti T.6) ;
7. Fotokopi Laporan Penilaian Hasil Belajar Siswa Permata
Bunda Il NISN/NIS 0109806830/0410 atas nama anak 2 yang
dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda Il
(bukti T.7) ;
8. Folo kopi Sural Keterangan atas nama anak 1
Nomor:422/869/1V.40/11.14/2021 tanggal 21 September 2021
sebagai Juara Il Lomba Desain Poster Hari Utang Tahun RI ke-76
yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah SMPN 14 dan berbagai
Piagam Penghargaan, (bukti 1.8) ;
9. Foto kopi Piagam-Piagam Penghargaan atas nama anak 2
yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah SDIT Permata Bunda Il dan
Ketua Umum Universal Taekwondo Indonesia Profesional, (bukti T.9)

10. Fotokopi Plagam penghargaan atas nama Tergugat (bukti T.10)

yang kesemua alat bukli tlersebut telah bermeterai cukup dan
dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya termyata sama, serta

diakui dan dibenarkan oleh Penggugat ;
B. Saksi:
1. Saksi 1, umur 79 tahun, agama Isiam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di ............... Kemiling Kota Bandar

Lampung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di atas
sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugal karena Saksi
adalah ibu kandung Tergugat ;
- bahwa sekarang anak-anak Pengaugat dan Tergugat sejak
tefjadi perceraian tahun 2017 kut bersama Tergugat
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- bahwa anak-anak mereka dalam keadaan sehat dan baik ;

- bahwa Penggugal pernah setelah terjadi perceraian tahun
2017 datang menemui anak-anaknya ;

- bahwa anak-anak selama i ntdak pemah menanyakan
Penggugat dan tidak ada keinginan bertemu dengan Penggugat
- bahwa selama ini Tergugat tidak permah menghalang-halangi
Penggugat untuk bertemu anak-anak, hanya Penggugatl saja
tdak pernah datang ;

- bahwa Penggugat tidak pemah menghubungi anak-anak
melalui HP saksi kalau melalui HP Tergugat saksi tidak
mengetahuinya dan juga anak-anak memang tidak mempunyai
HP ;

- bahwa saat anak bemama Nabih ulang tahun hanya teman
Penggugat yang mengantar kadonya bukan Penggugat dengan
alasan sibuk ;

- bahwa anak-anak selama ini tidak pemah dibatasi untuk
metakukan kegiatan di luar rumah ;

- bahwa Tergugat selama ini tidak pernah melakukan tekanan
terhadap anak-anaknya, Tergugat membebaskan mereka

metakukan kegiatan dan bermain;
2. Saksi T2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan supir,
tempat kediaman di ..o, Kemiling Kota Bandar

Lampung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di atas
sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai benkut :
- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah kakak kandung Tergugat;
- bahwa sekarang anak-anak Penggugal dan Tergugal sejak
terjadi perceraian tahun 2017 &kut bersama Tergugat |
- bahwa anak-anak mereka dalam keadaan balk dan sehat ;
- bahwa Penggugatl pernah datang menemui anak-anaknya
yaitu ketika baru cerai kemudian tahun 2018 dan setelah i
tidak pernah datang lagi menemui anak-anak dan baru datang
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lagi setahun terakhir ini ;

- bahwa anak-anak mereka tidak mau menemui Penggugat dan
selama ini anak-anak tidak pemah menanyakan Penggugat ;

- bahwa anak pertama saat ini sekokah di SMP 14 kelas 9 dan
anak kedua di SD Permata Bunda Il ;

- bahwa selama ini Tergugat tidak pemah menghalang-halangi
Pengqgugat untuk bertemu anak-anak ;

- bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat memberikan
kado ulang tahun untuk anak bemama Nabih ;

Balwa kemudian pada sidang tanggal 30 September 2021, anak-
anak Penggugal dan Tergugat dihadirkan dalam sidang, masing-masing

bernama
1. anak 1, lahir tanggal 01 Mei 2007, agama Islam, tempat kediaman
O sussss Kemiling Kota Bandar Lampung, dan selanjulnya

memberikan kelerangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa sejak tahun 2017, setelah bunda dan ayah bercerai saya
dengan adik linggal bersama dengan ayah;
- Bahwa bunda pemah datang yaitu waktu saya SD tapl setelah iw
tidak pernah lagi datang;
- Bahwa bunda pernah meneipon waktu saya masih di SD tetapi sejak
itu tidak pernah lagi ;
- Bahwa saya sekarang sekolah di SMPN 14 Kemiling kefas 9 ;
- Bahwa selama tinggal bersama ayah, ayah dan nenek merawat
dengan baik saya dan adik dan selama ini tidak pernah dipukul atau
disakii,
- Bahwa rapor sekolah baik, dan selama ini dapal juara kelas hanya
semesier ini belum tahu hasiinya, karena baru persiapan untuk
ulangan, dan sering ikut lomba menggambas dan mendapat juara;
- Bahwa selama ini tidak ada yang melarang untuk bertemu dengan
Bunda, hanya saja saya lidak mau bertemu dengan bunda karena
bunda sudah meninggakan saya dan adik ;
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- Bahwa saya dan adik ingin tetap tinggal bersama ayah;
2. anak 2, lahir tanggal 08 Maret 2010, agama Islam, tempat kediaman
WS, Kemifing Kota Bandar Lampung, dan memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sejak tahun 2017, setelah bunda dan ayah bercerai saya
dengan kakak tinggal bersama dengan ayah,
- Bahwa bunda pemah datang sekali beberapa hari setelah ayah dan
bunda bercerai setelah iu tidak pernah lag datang;
- Bahwa bunda waktu saya ulang tahun pernah memben kado tetpi
dititipkan pada kawan bunda karena alasannya bunda sibuk
- Bahwa saya sekarang sekolah di SD Permata Bunda Il kefas VI SD,
- Bahwa sefama tnggal bersama ayah, ayah dan nenek merawat
dengan baik saya dan kakak dan selama ini tidak pemah dipukul atau
disakiti;
- Bahwa rapor sekolah baik, dan tetapi tidak juara kelas karena dari
sekolah saya tdak ada juara atau rangking dan juga sering ikut lomba
menggambar dan mendapat juara serta beladin;
- Bahwa selama inl fidak ada yang melarang untuk bertemu dengan
Bunda, hanya saja saya dan kakak tidak mau bertemu dengan bunda
karena bunda sudah meninggalkan saya dan adik;
- Bahwa saya dan kakak ingin tetap tinggal bersama ayah;

Bahwa setelah Majelis Hakim selesal mengajukan pertanyaan kepada
kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menasehati
mereka agar menjadi anak yang sholeh dan sholeha dan berbakti kepada
kedua orang ta,

Bahwa sefanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secata
tertulis tertanggal 7 Okwober 2021, yang selengkapnya sebagaimana
tertuang datam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian putusan
pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
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2. Mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas kuasa hak asuh
anak-anak yaitu .
1. anak 1 perempuan lahir pada tangga 01 Mei 2007,
2. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;
dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan dsalaihkan hak asuh kedua
anak geersebut kepada Penggugat.
3. Menetapkan Penggugal selaku ibu kandungnya sebagai pemegang
Kuasa hak asuh anak yang bernama :
1. anak 1 perempuan lahir pada tangga 01 Mei 2007,
2. anak 2 laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Untuk menyerahkan kedua anak-
anak tersebul kepada Penggugat selaku pemegang hak asus terhadap
kedua anak-anak dimaksud berkut akta kelahitan kedua anak-anak
dengan mudah,
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
Subsidaair.
Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa
dan mengadili perkara inl berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya
Bahwa Tergugat menyampaikan pula kesimpulannya secara tenulis
tertanggal 07 Oktober 2021, yang selengkapnya sebagaimana tertuang
dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian putusan pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

Primer :
1. Menenma dan mengabutkan jawaban yang diajukan Tergugal untuk

seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
3, Menolak Mencabiut kekuasan orang tua (Tergugat ) atas kuasa Hak
Asuh anak-anak yang bemama
1 anak 1, perempuan, lahir tan 01 Mei 2007,
2. anak 2, laki-laki lahir tangal 08 Marei 2010,
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4. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Perawatan anak-anak yang
bernama
1s anak 1, perempuan, lahir tan 01 Mei 2007,
2. anak 2, laki-laki iahir tangal 08 Maret 2010,
letap kepada Tergugat sampai anak fersebul dewasa dan mandiri
sebagaimana dalam putusan perkara nomor 0434/Pdt.G/2017/PA Tnk
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini,
Subsider :
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat fain mohon
Putusan yang seadil-adinya.
Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal
sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan dalam putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugal adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus
nomor 008/PA/DRN/V/Z2021, tanggal 07 Mei 2021, di persidangan
didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama : Debi Oktarian, S.H., Rustam
Ajii, SH., MH., dan Nurdin, SH., Para Advokat dari Law Office Debi
Oktarian Rustam Nurdin & Partners, yang telah disumpah oleh Pengaditan
Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa
mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh
karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai
kapasitas (legal standing) untuk mewakili dan medampingi Penggugat dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor
047/SK-TGC/BDLIVIN2021, tanggal 02 Agustus 2021, di persidangan
didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama : Yulia Yusniar, S.H., M.H,, dan
Berillian Ansta, S.H., Para Advokat pada Kantor YULIA, YUSNIAR, S.H,,
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M.H. & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai
Kartu Advokal yang masih berlaku sural kuasa mana telah dilengkapi
dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan
bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas (fegal standing) untuk
mewakili dan mendampingi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah datang
menghadap di persidangan masing-masing didampngi  oleh kuasa
hukumnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat 1elah mengajukan perkaranya secara
e-Court, dan Tergugat di dalam persidangan telah menyetujui proses
perkara dilakukan secara elekwronik, maka Majelis Hakim dalam
pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik, sesuaf dengan Peraturan
Mahkamah Agunig RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugal dengan Tergugat setiap kali persidangan agar bisa
menyelesaikan permasalah hak hadhanah anak-anak mereka secara
kekeluargaan dan musyawarah, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1)
RBg juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, namun tidak berhasi,

Menimbang, bahwa selain mendamaikan di persidangan, Majelis
Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dengan Tergugal untuk
melakukan perdamalan melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) oleh Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan
mediator Siti Rahmah, S.7.P,, CM, akan tetapi juga tidak berhasil, sehingga
Maijelis Hakim berpendapat bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat telah sungguh-sungguh ditakukan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan Penggugat dalam
gugatannya adalah bahwa Penggugat memohon agar hak hadhanah kedua
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orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : anak 1, perempuan lahir
pada tangga 01 Mei 2007 dan anak 2 laki-laki, lahic pada tanggal 08 Maret
2010, anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang
dalam putusan perkara nomor 0434/Pdt.G/2017/PA. Tnk, tanggal 25
Seplember 2017 kepada Tergugal untuk dicabul dan dialihkan kepada
Penggugal karena Tergugal selalu menghatang Penggugatl untuk bertemu
dan berkomunkasi dengan anak-anak, Tergigat berusaha memutuskan
hubungan silaturrahmi atau kasih sayang antara ibu dengan anak-anak, dan
Penggugal sangal keberatan Tergugal mengasuh anak-anak karena
Tergugat tidak mampu medidik anak balk secara mental, dan anak -anak
tidak diberi kesempatan untuk bersosialisasi, bermain layaknya anak-anak

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dald-daiil gugatan Penggugat
telah menjawabnya secara ferulis, dan atas jawaban Tergugat tersebut
Penggugal juga telah menyampakan replik secara san seria atas replik
Penggugal tersebut Tergugal juga menyampaikan duplk secara tertulis,
yang kesemuanya sebagaimana elah diurailkan dalam duduk perkara ini |

Menimbang, bahwa terbradap dall gugatan Penggugat, Tergugat baik
di dalam jawaban dan dupltknya pada pokoknya membenarkan sebagaian
dalil gugatan Penggugal yaitu dall gugatan pada dalam pemikahan telah
dikaruniai 2 orang anak bemama anak 1, lahir tanggal 01 Mei 2007 dan
anak 2, lahir tanggal 08 Maret 2010 dan dan sejak perceraian sesuai
dengan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang ditetapkan kepada
Tergugat dan selama inl tinggal bersama Tergugat dan ibu Terguga, dan
terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim betpendapat
dapat ditenma sebagai sualu kebenaran, sebagaimana yang diatur daiam
Pasal 311 R.Bg, yailu pengakuan yang disampaikan i muka Hakim
merupakan bukti lengkap dan cukup menjadi bukti, karenanya dalil gugatan
Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selain membenarkan sebagaian dalil
gugatan Penggugat juga membantah terhadap dalil-dahl gugatan Penggugat
yaitu dafil Penggugat pada posita angka 5, 6, 7, 8, 9 yang menyebutkan
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Tergugat telah menelantarkan anak dan tidak mampu mendidk anak, anak
tidak diberkan kesempatan untuk sosialisasi, bemmain dan dintimidasi
dengan cerita yang tidak baik, dan juga Tergugat membantah dalil gugatan
pada posita 10, 11 dan 12, dan Tergugat sangat tidak setuju dan keberatan
jika hak asuh kedua orang anak diberikan kepada Penggugat karena
kesibukan Penggugat yang masih bekena dan tidak ada waktu untuk anak-
anak sedangkan anak-anak bukan hanya butuh maten tetapi juga perhatian
dan kasih sayang |

Menimbang, batwa karena Tergugat mengajukan bantahan terhadap
dalil Penggugat sedangkan Penggugat tetap pada daliinya, maka Majelis
Hakim mefujuk pada Pasa! 283 R.Bg membebankan kepada masing-masing
baik Penggugat maupun Tergugat untuk untuk membuktikan dald-dalil
gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukii
yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang dibed kode P
sampal dengan P.12 serta 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kede P.1, P.2 dan P.3,
telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokan dengan asiinya,
sedangkan bukii P. 4, P5, P6 dan P.7 ridak dicocokkan dengan aslinya,
namun oleh Tergugal dibenarkan dan diakui, dengan demikian bukti-bukti
tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempuma dan mengikat
sebagaimana maksud Pasai 301 ayat (1) dan (2) R.Bg o Pasal 1867 dan
Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomar
10 Tahun 2020 tentang Bea Meteral Meteral, sehingga bukti tersebut secara
formal dan materiil dapat diterima |

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, yang
berupa fotokopi foto dan screnshoot percakapan, Majelis Hakim menilai
bahwa bukt tersebut bersifat sebagai bukti pendukung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh
Penggugat, Majefis Hakim akan memperimbangkannya lebih lanjut ;

1. Bahwa buki P.1, P2, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk,
Salinan Putusan dan Akta Ceral atas nama Penggugat, dan berdasarkan
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bukt tersebut terbukti Penggugal mempunyai kapasitas sebagai pihak
yang berkepentingan dalam perkara ini dan Penggugat telah bercesai
dengan Tergugatl serta hak asuh kedua orang anak telah ditetapkan
kepada Tergugat;

2. Bahwa bukii P4 dan PS5 berupa fotokopi kutipan akla kelahiran —
anak-anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan
berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat
dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama @ anak 1,
lahir tanggal 01 Mei 2007 dan anak 2, lahir tanggal 08 Maret 2010;

3. Bahwa buki P.6 dan P.7 berupa fotokopi kwitansi SPP dan struk
pembelanjaan di Toko Yussy, dan berdasarkan bukti tersebut terbukt
bahwa Penggugat pemah membayar SPP anak bemama Naysilla pada
bulan Desember 2018 dan membelikan kue untuk anak pada tanggal 01
Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa keempat orang Saksi Penggugat telah
didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, kesaksian
vang diberikan oleh keempal orang saksi Penggugat, didasarkan atas
pengetahuan, pengalaman dan pengihatannya sendiri dan sebagian
keterangannya saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menitai
bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga
keterangan Para saksi dapal diterima sebagai afat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama pada pokokaya
menerangkan kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah
bercerai pada bulan September 2017 dan Saksi juga kenal anak-anak
Penggugat dengan Tergugat yang sejak bercerai diasuh oleh Tergugat, dan
Penggugat seminggu setelah terjadi perceraian bersama kelluarga pernah
datang menemui anak-anak tetapi dihalangi oleh Tergugat karena masih
belum bisa menahan emosi, sedangkan saat ini Saksi sudah tidak
mengetahui keadaan anak-anak mereka |

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang pada pokoknya menerangkan
Penggugat dengan Tergugat yang tefah bercerai pada bulan September
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2017 dan kedua orang anak mereka yang sejak bercerai diasuh oieh
Tergugat, dan Penggugat bersama saksi pemah pada bulan Apri 2021
berusaha datang menemui anak-anak tetapi tidak bertemu karena Tergugat
mengatakan anak-anak tidak ingin bertemu dan tanggal 12 April 2021 juga
datang tetapi tidak juga bertemu, sedangkan saat i Saksi sudah tidak
mengetahui keadaan anak-anak meteka ;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga yang pada pokoknya menerangkan
Penggugat dengan Tergugat yang felah bercerai pada tahun 2017 dan
kedua orang anak mereka yang sejak bercerai diasuh oleh Tergugat, anak
yang pertama saat ini sekolah di SMP dan yang kedua di SD, Saksi pemah
dititipin Penggugat untuk mengantarkan kue ulang tahun untuk anak mereka
yang kedua, tetapi dikembalikan lagi dan juga Saksi pernah mengantarkan
Penggugat untuk menemui anaknya bemama xxxx tetapi anak ketakutan
karena takut Penggugat dan Tergugal bertengkar ;

Menimbang, bahwa Saksi keempat yang pada pokoknya
menerangkan Saksi beium pemah beriemu dengan anak-anak Penggugat
dengan Tergugat hanya saksi pernah menemani Penggugal tetapi belum
jadi bertemu karena pinu ditutup, dan saksi tdak mengetahui keadaan
anak-anak mereka saal ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugal, dan bukti-bukli yang
diajukan Penggugat, dapatiah ditemukan fakia-fakia yaitu Penggugat
dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 25 September 2017, dalam
pernikahan telah dikaruniai dua orang anak bemama : anakl dan anak 2,
yang ofeh putusan Pengadifan hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat,
Penggugat seminggu setelah terjadi perceraian bersama keluarga pemah
datang menemui anak-anak tetapi dihalangi oleh Tergugai karena masih
belum bisa menahan emos), dan juga pemah datang dan tetap tdak
bertemu karena alasan anak tidak mau bertemu dengan Penggugat,
sedangkan saal ini Para Saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak
mereka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti
yang diajukan oleh Tergugat dan bukti surat tersebut yang diberi kode T.1
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sampai dengan T.10, telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan tefah
dicocokan dengan aslinya, serta dibenarkan oleh Penggugat, dengan
demikian bukii tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempuma dan
mengikat sebagaimana maksud Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal
1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteral, sehingga bukti tersebut
secara formal dan materiil dapat ditesima;
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat,

Maijelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

1. Bahwa bukti T.1, T.2, T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas

nama Tergugat, akia cerai dan salinan putusan, dan berdasarkan bukti

tersebut terbukti Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak yang

berkepentingan dalam perkara ini dan terbukti hak asuh anak ditetapkan

kepada Tergugat ;

2. Bahwa bukti T.4, dan T.5 berupa fotokopi kutipan akia kelahiran anak,

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan berdasarkan bukti

tersebut terbukii bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak .

3. Bahwa bukti T.6, T.7, T. 8 dan T.9 berupa fotokopi Rapor sekolah,

laporan penilaian hasil belajar, surat keterangan pemenang lomba dan

piagam-piagam penghargaan, dan berdasarkan bukti tersebut terbukt

anak-anak Tergugat dengan Penggugat memiliki prestasi disekolahnya;

4. Bahwa bukti T.10 berupa fotokopi piagam peghargaan untuk

Tergugat, dan berdasarkan bukti fersebut terbukti Tergugat cakap dan

mampu untuk mengasuh kedua orang anaknya sehingga memperoleh

prestasi di sekolah |

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Tergugat telah didengarkan

keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, kesaksian yang diberikan
oleh keduanya didasarkan atas pengetahuan, pengalaman dan
penglihatannya sendiri dan sebagian keterangannya saling bersesuaian,.
oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah
memenuhi syarat formil dan materill, sebagaimana yang diatur dalam Pasal
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171 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yang pertama pada pokoknya
menerangkan Tergugat dengan Penggugat tefah bercesai pada bulan
September 2017 dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dari sejak
bercerai diasuk oleh Tergugat, anak-anak terawat dengan baik, sehat
jasmani maupun lancar sekolahnya, anak-anak selama ini tidak pemah
menanyakan ibunya dan tidak ada keinginan untuk bertemu dengan ibunya,
dan selama i tidak ada menghalang-halangi Penggugat untuk menemui
anaknya, hanya Penggugal saja tidak pernah datang setelah datang
pertama kali pada saat terjadi perceraian tahun 2017, Penggugat tidak
pernah menghubungi anak-anak, dan Penggugal pada saal anak kedua
ulang tahun menitipkan kado ulang tahun melalui temannya dengan alasan
sibuk serta selama ini Tergugat tidak pernah menekan anak-anak dan
membatasi anak-anak untuk melakukan kegiatan di luar rumah karena anak-
anak dibebaskan untuk melakukan kegiatan dan bermain;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yang kedua pada pokoknya
menerangkan Tergugat dengan Penggugat telah bercerai pada bulan
September 2017 dan anak-anak Penggugat dengan Tergugal datam
keadaan sehat dan baik, anak pertlama saat ini Sekolah di SMP sedangkan
yang kedua di SD Permata Bunda Il, dari sejak bercerai diasuh oleh
Tergugat, anak-anak selama ini tidak pernah menanyakan ibunya, mereka
tidak mau menemui Penggugat dan tidak ada keinginan untuk bertemu
dengan ibunya, dan selama ini tidak ada menghalang-halangi Penggugat
untuk menemui anaknya,

Menimbang, bahwa dar buki-bukii yang dihadirkan oleh Tergugat,
Majelis Hakim menemukan flakia-fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat
lelah bercerai di Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 25
September 2017, dari mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
bemama : 1). anak 1 dan 2), anak 2, yang ofeh putusan Pengadilan Agama
Tanjungkarang nomor 0434/Pdt.G/2017/PA. Tnk, tanggal 25 September
2017 hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Tergugat (ayah kandung),
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dan anak-anak selama dalam asuhan Tergugal terawat dengan baik,
sekolah mereka mempunyai prestasi yang baik, bahwa Penggugat ada dua
kal datang untuk menemui anak-anaknya yaiu sewaktu baru teradi
perceraian dan tahun 2018 dan selama ini tidak ada tindakan untuk
menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anak-anak, hanya saja anak-
anak tidak mau bertemu dengan Penggugat bahkan selama ini anak-anak
tidak pernah menanyakan thunya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tefah mendengarkan
langsung keterangan dari anak-anak Penggugatl dengan Tergugat, yang
pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka akan tetap ikut
dengan ayahnya (Tergugat), anak-anak tidak mau bertemu dengan ibunya
karena Penggugat tefah meninggalkan mereka, dan selama ini ayah mereka
(Tergugai) tidak pemah menghalangi atau melarang mereka untuk bertemu
Penggugat, hanya saja mereka yang tidak mau bertemu dengan Penggugat,
dan selama dalam asuhan ayah serta nenek mereka sehat-sehat, belajar
juga tidak terhambat dan tidak pernah dihalangi untuk melakukan kegiatan
di sekolah ;

Menimbang, bahwa  selanjutnya Majelis Hakim  akan
mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, yaitu memohon agar
mencabut kekuasaan orang wa (Tergugal) atas kuasa hak asuh anak-anak
bemama : anak 1, perempuan lahir pada tangga 01 Mei 2007 dan anak 2,
laki-laki iahir pada tanggal 08 Maret 2010 dan dwalihkan hak asuhnya kepada
Penggugat, dengan alasan Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu
anak-anak, Tergugat menelantarkan anak-anak, tidak mampu mendldl‘k
anak-anak;

Menimbang, bahwa ditijjau dan sudut hukum Islam mengenai
pemeliharaan anak, karena Penggugat dan Tergugal beragama Istam yang
memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan Gipan dari Allah SWT,
kepada suami-isteri/fayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi
baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang
tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua
orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya
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dunia dan akhirat serta melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal
Ini sesuai firman Allah swt |, dalam al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6 :

sive Ll 4SRN o Sumiillglotol ouaditgll

Attinya “"Hai orang-orang yang beriman, pefiharaiah dirimu dan keluargamu dari
api neraka ,..”, dan salah satu anggota kefuarga inti adalah anak |

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terindungi dan
kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugal) tetap mempunyai kewajiban
untuk memelihara dan mendidik anaknya semalta-mata demi kepentingan
anak, bukan demi kepentingan oranglua atau salah saiu orangiuanya
(Penggugal atau Tergugat) ,

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa
pengasuban anak tefah diawr dalam Pasal 105 Ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi
Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal
terjadinya perceraian | 1). pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak bunya; 2). Pemeliharaan anak yang
sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau
ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan lakia di persidangan, kedua orang
anak Penggugat dengan Tergugal, berdasarkan putusan Pengaditan Agama
Tanjungkarang nomor 0434/PdtG/2017/PA. Tnk, tanggal 25 September
2017 ditetapkan kepada Tergugat sebagal ayah kandungnya dan pada
Kenyataannya anak-anak dalam keadaan sehat dan terjamin pendidikannya,
dan tidak terbukti Tergugat menghalang-halangi anak-anak bertemu
Penggugat karena anak-anak sendiri yang tidak mau bertemu dengan
ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugal dalam gugatannya menerangkan
bahwa seialu dihalangi dan tdak diberikan akses oleh Tergugal untuk
menemui anak-anaknya, dan Tergugat menelantarkan dan tidak mampu
mendidik anak-anak, akan tetapi di dalam persidangan Penggugat tidak
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dapat membuktikan dalilnya yang menyebutkan anak-anak dihalangi oleh
Tergugat untuk bertemu dengan Penggugatl, dan anak-anak terlantar
pendidikannya, sedangkan Tergugat memperkuat dalil bantahannya dengan
keterangan 2 (dua) crang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa dari
sejak terjadi perceraian Penggugatl hanya datang menemul anaknya pada
tahun 2017 dan 2018 dan setelah iw tidak lagi datang dan berkomunikasi
dengan anak-anaknya, dan baru kemudian pada bulan Aprit dan bulan Mei
2021 ini Penggugat mencoba untuk komunikasi dengan anak-anaknya
dengan memberikan kado ulang tahun kepada anaknya yang bernma M.
anak 2, meskipun #u hanya dititipkan oleh Penggugat melalui teman kerga
Penggugat (Saksi ketiga bernama Inayah Nur Alam) |

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Penggugat tidak
mengetahui secara pasti kondisi anak-anak Pengyuga( dengan Tergugat
saat ini, hanya menerangkan batwa anak pertama saat ini sekolah di SMP
dan yang kedua di SD, dan juga didasarkan bukti 7.6 sampai dengan 1.10
terbukti bahwa kKedua orang anak-anak tersebut bersama dengan Tergugat
mempunyai prestasi yang baik di sekolahnya dan bahkan Tergugat
mendapatkan piagam penghargaan dan sekolah anaknya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan
dari kedua orang anak Penggugal dengan Tergugat tersebut, dan
didasarkan keterangan kedua orang anak dapat diambil kesimpulan bahwa
kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam keadaan
sehat, tetap sekolah dengan baik, dan tidak pernah dikekang oleh Tergugat
untuk bersostalisasi dengan orang-orang sekitarnya, serta tdak pemah
Tergugat menghalang-halangi mereka untuk bertemu dengan Penggugat,
hanya saja kedua orang anak tersebut yang tidak mau benemu dengan
Penggugal karena alasan Penggugal meninggalkan mereka dari sejak kecil,
sehingga kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat menyalakan tetap
akan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat
dalam dalil gugatannya tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga
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Majelis Hakim berpendapatl bahwa petitum Penggugal sebagaimana
ditvangkan Penggugal dalam petitum gugatannya angka 2, 3 dan 4 tidak
dapat dikabutkan dan harus dinyatakan gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan
ditolak maka, demi kepentingan dan kebaikan anak-anak Penggugat dengan
Tergugat, Majelis Hakim tetap menetapkan hak hadhanah kedua orang anak
Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Tergugat
sebagai ayah kandungnya sebagaimana telah berjalan selama ini dari sejak
terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak)
kepada Tergugat, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak-anak
untuk tetap beriemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan
komunikasl dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam hal
menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak
tersebut, sebagaimana diawr dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingatl semua pasal dalam peratran perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkailan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inl
sejumiah Rp320.000,00, (tiga ratus tiga puluh ribu rupah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadian Agama Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 21

Halaman 37 dan 38 halaman Putusan Nomor LI41PELGI2021/PA Tk
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1443
Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagal Ketua Majelis, Drs. H,
Sanusi, M.Sy., dan Dra. Elfina Fitnani, sebagai Hakim-hakim Anggota.
Putusan mana pada han itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Ketua Majels tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota serta Mahmilawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadirl oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya sefta Tergugat dan Kuasa

Hukumnya secara elektronik ;
Ketua Majelis,
Drs. H, thsan, M H, .
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Drs. H. Sanusi, M.Sy. Dra. Elfina Fitriani
Panitera Pengganti
Mahmilawat, S.H., M.H.
Perincian Biaya Perkasa ©
s Pepdafiaran “Rp  30.000,00
*  Proses ‘Rp  50.000,00
* Panggilan ‘Rp 210.000,00
¢ PNBP Pangglan Rp  20.000,00
¢ Redaksi ‘Rp 10.000,00
° Meleral  Rp 1000000
Jumiah :Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 38 dan 38 halaman Pulusan Nomor 1141P0 G202 PA Tk
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OUTLINE
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PASCA PERCERAIAN

(Studi atas Putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan
Putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam
E‘ 0

Oleh :

Muhammad Arif Wibowo
NPM. 2071020018

Pembimbing | . Prof. Dr. Enizar, M.Ag
Pembimbing I1 : Dr. Mat Jalil, M.Hum

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2023 M



HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN AKHIR TESIS
PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACK

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN
PADOMAN TRANSLITERASI
PERSEMBAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan
E. Metode Penelitian

BAB Il HAK ASUH ANAK
A. Pengertian Hak Asuh Anak
B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak
C. Syarat-syarat Pemegang Hak Asuh Anak
D. Pihak yang Berhak Mengasuh Anak
E. Tanggung Jawab Orangtua Pasca Perceraian

F. Akibat bagi Orangtua yang Lalai dalam mengasuh anak

BAB 111 PERLINDUNGAN HUKUM
A. Pengertian Perlindungan Hukum
B. Dasar Perlindungan Hukum

C. Aspek-aspek Perlindungan Hukum



D. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum
E. Jenis Perlindungan Hukum

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPANAK PASCA
PERCERAIAN
A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor
0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk
B. Analisis Permohonan Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Putusan
nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
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METRO PROGRAM PASCASARJANA
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Contak Person 085384063447,
Fmail ‘ppsiainmetro@metrouniv.ac.id Website : pascasariana metrouniv. ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo  Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2071020019 Semester : V/2022

Tanda Tangan
Dosen
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Mahasiswa Ybs,

Muhammad Arif Wibowo
NIP: 196208121998031001 NPM.2071020019
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1971 PROGRAM PASCASARJANA
Ki. Hajar Dewnntars Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Contak Person 085384063447,
Email :ppsisinmetro@metrouniv.oc.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

b FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
Nama Mahasiswa ¢ Mubammad Arif Wibowo  Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM ¢ 2071020019 Semester : V/2022

Tanda Tangan
NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan
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Pembimbing | Mahgsiswa Ybs,
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Dr. Mat Jalil, M.Hum Muhammad Arif Wibowo

NIP: 196208121998031001 NPM.2071020019



P e KEMENTERIAN AGAMA RI
==~=—""" INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
L PROGRAM PASCASARJANA
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Ki. Hqchw-meliAhmgmnboKmMﬂmhmp\mg.lNDONm 34111 Contak Person 085384063447,
Email ;ppsiginmetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana metrouniv.ac.id

” FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2071020018 Semester : V/2022
Tanda Tangan
NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan
Dosen
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Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Contak Person 085384063447,
Email :ppsiginmetro@metrouniy,aed Website : pascasariana metrouniv.ac.id

N FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo  Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2071020018 Semester : V/2022
Tanda Tangan
NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan
Dosen
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1 PROGRAM PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Contak Person 085384063447,
Email :ppsiginmetro/@ metrouniv.i.id Website : psscasaiana.metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo  Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2071020018 Semester : V/2022
Tanda Tangan
NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan
Dosen
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Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003 NPM.2071020019
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Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Tringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Contak Person 085384063447,
Email -ppsiainmetro@metrouniv.ac id Website - pascasarjana metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
NP;l : 2071020019 Semester : V/2022

Tanda Tangan
NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan
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FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wibowo  Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2071020019 Semester : V/2022

Tanda Tangan
NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan
Dosen

09~ - W “’:0%1‘1
Robu 'Pz,—LwMM Hukue bar Dape

\7"‘\0‘ M\ wn Arel
JtleWhien \N‘\M»Ow-qwn Annic

Culewy "\ Sl 1ot vk
Vrormpar leca ?‘_
H“*-Mw,

2 (0\9. V.(‘or\ Vare Y)trl,{n() lm [{
Wocue *zr\fwzq? Anal L

BEPN 2 AL Can

. /" Lead-Legn 'mww: <
M"“ﬁ ]/4“|l-04-1w~ L{U@‘“
")w * Veufunon Hpu

Pt comy L
L e

C Unhake Stmea Ran 1
Fode bolek bt P leubtpuan

Pemblmblng | Mahasiswa Ybs,

%1\

I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag Muhammad Arif Wibowo
NIP, 19600918 198703 2 003 NPM.2071020019
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FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
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RIWAYAT HIDUP

Muhammad Arif Wibowo, lahir di Metro, Pada
tanggal 03 Februari 1993, Peneliti tinggal di Desa

Adirejo Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung

Timur, Peneliti mulai Menempuh Pendidikan Formal di
TK Aisyiyah Pekalongan dan lulus pada tahun 1999, kemudian peneliti
melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Tulusrejo dan Lulus pada
Tahun 2005, setelah Lulus Sekolah Dasar pada Tahun 2005 peneliti melanjutkan
pendidikan Sekolah menengah Pertama pada SMP Negeri 8 Metro dan lulus pada
tahun 2008, setelah peneliti menyelesaikan Pendidikan selama tiga tahun pada
SMP Negeri 8 Metro, Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah
Menegah Atas pada SMA Negeri 1 Pekalongan dan lulus pada tahun 2011, setelah
lulus SMA peneliti melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi dan menjadi
Mahasiswa di Universitas Muhamadiyah Metro pada Fakultas Hukum dengan
Jurusan IImu Hukum dan Lulus tepat waktu selama 8 Semester pada tahun 2015,
setelah selama 5 tahun berhenti mengenyam pendidikan Formal dan Fokus
bekerja, peneliti kemudian melanjutkan pendidikan Formal kembali dan menjadi
Mahasiswa di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro program

studiHukumKeluargalslam.



